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ABSTRAK

Khoirul Umam, 2025implementasi Surat Edan Gubernur Jawa Tian Nomor
474.14/810/109.5/2021athm Menekan Angka Perkawinan Anak Kabupaten
Jember

Kata kunci: Implementasi Surat Edaran, Perkawinan Anak, Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan tingkat perkawinan anak
tertinggi di Jawa Timur. Pada kurun tahun 22823, Kabupaten Jember
menempati posisi pertama perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur. Hal ini juga
menjadikan Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama perkawinan anak di
Indonesia pada tahun 2022. Menyikapial ini, Gubernur Jawa Timur
mengeluarkarburat Edaran Gubernur Jawa TimnNomor 474.14/810/109.5/2021
tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Surat edaran ini berisi himbauan
pencegahan perkawinan anak yang ditujukan kepada pemerintah tingkat
kabupaterkota hingga Ketua RT di seluruh kabupaten/kdéava Timur, termasuk
Kabupaten Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalahBggaimana upaypemerintah
Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor
474.14810/109.5/20222) Bagamana implementassurat Edaran Gubernur Jawa
Timur Nomor 474.1410/109.5/2021di Kabupaten Jembeperspektif teori
implementasi kebijakan Merilee S. Grindle®?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui uppgaerintah
Kabupaten Jember dalam meggapi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor
474.14810/109.5/2021. 2) untuk menganalisis implement&sirat Edaran
Gubernur Jawa Timur Nomor 474.840/109.5/2021di Kabupaten Jember
perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Penelitian mi menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan efektivitas hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan penelitian.
Kemudian teknik analisis data yang digunakan mateenelitian ini adalah teknik
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman y&egiatan pengumpulan data
danpenyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung siklus yang interaktif

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) upaya Pemerintah
Kabupaten Jember dalam menyikapi SE Gubernur Jatim adalah melalui
pembentukan regulasi lokal serta progfaragram pencegahan perkawinan anak.

2) implementasi SE Gubernur Jatim di Kabupaten Jember dalam prespektif teori
impelementasi kebijakan Merille S. Grindl dipandang dari dua variabel yakni
variabel isi kebijakan yang menunjukkan bahwa kebijakan di Kabupaten Jember
telah mencakup isi himbauan dalam SE Gubernur Jatim serta variabel lingkungan
implementasi yang telah menunjukkan adanya kolaborasi yang ba#t an
stakeholder meskipun dalam tingkat akar terdapat komunikasi yang kurang baik,
sehingga pelaksanaan pencegahan perkawinan anak kurang bisa berjalan di
tingkat RT dan RW.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian
Agama Islammerupakan agamgang memberikan perhatian yang
sangat besar tehadapfitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dimana
hakikatnya, manusiatidak akan dapat hidup tangaberadaan manusia lainnya
Kebuturan manusia terhadap lingkungan sosianjadikannyatidak dapat
berdiri sendiri dan akan selalu beagtung pada lingkungan sekitarnya

Sebagaimana dijelaskan dalam@u r 6 an -Nius ad &wyat 1:

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanyang

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dandderalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nadya kamu saling meminta

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah sdalu menjaga dan mengawasi kamu

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya membutpbKaatian
dan kasih sayang orang lain Sifat tersebut dibutuhkan manaisiuntuk
melanjutkan kehidupaman melanjutkan keturunannya. Demi melanjutkan
kehidupannya, manusia akan menjalin hubungan dengan manusia lainnya
terkhusus dengan lawan jenisnya. Halmerupalan sesuatu yang normal dan
merupakan hakikatari manusiatu sendiri Sebagaimana dijelaskan dal#i:

Qur 6 an -Hujuratayat 13 |

! Departemen Agama Republik Indonesfdguran dan TerjemahannyéBandung: Sygma
Exagrafika, 2009), 77.
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Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kamidel menciptakan kamu dari
(golongan) lakiaki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu
berbangsdbangsa dan berswawku agar kamu 8ag mengenal.
Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwaSungguh, Allah Maha Mengetahui laijlaha
Teliti.2

Allah SWT menciptakan perbedaan dalam dianusiadengan tujuan
agar manusia dapat saling berintsiakdan menjalin hubungan demi
terciptanya kehidupan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Bentuk
interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang tidak melanggar ketentuan Allah
dan RasuNya, yakniinteraksi yang menimbulkan suatu hubungan timbal
balik ddam hubungan yang diperbolehkan oleh syariat. Salah satu bentuk
hubungan yang diperbolehkan oleh syarialadperkawinan antara lakaki
danperempuar

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974UU No. 1 Tahun 1974)
menddinisikan perkawinan sebagéihubunganlahir dan batin yang tercipta
antara pria dawanita sebaggrasangan suami istri yabgitujuan membentuk
sebuah keluarga atau rumah tangga ya&ekgal dan bahagiaberdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Es4 Sejalan dengan inperkawinan dalam pasé?)

Kompilasi Hukum Islam(KHI) didefinisikansebagaiisuatuakad pernikahan

2 Depay RI, Alguran dan Terjemahanny&17.

3 Busriyanti,Figih Munakahat(Jember: STAIN Jember Press, 3D12.

4 Sekertariat Negara Republik IndonesidndangUndang Nomor 1 Tahun 197#ntang
Perkawinan, Pasal 1



yang amat kuat (mitsagan ghalidzandengan tujuan melaksanakan perintah
Allaho.®

Dari kedua definisi ini dapat dipahami bahperkawinan merupakan
hubungan pria damanita dalam ruang lingkp keluargaberdasarkan suatu
akad yang dilaksanakan s@s dengan tuntunan agama yabgrtujuan
menciptakarhubungan keluarga yankegkaldan bahagia selamamanyayang
berdasar pada nilailai keagamaan dan nitailai pancasila.

Sejalan dengan perkemigan zaman,UU No. 1 Tahun 1974
mengalami banyak problematika dalam pelaksanaannya. Problematika tersebut
diantaranya adalah adanperkawinan anak dibawah umatau gring dikenal
dengan perkawinaanak Demi menjawab problematika imiiundangkanlah
Undarg-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 197¢ntang PerkawinanDalam Undag-Undang
Nomor 16 Tahun 201@JU No. 16 Tahun 2019rtuang pengaturan mengenai
batas minimal usia perkawinarang dijelaskan dalam pasalfiPerkawinan
hanyadapat dilaksanakan apabila ptedah berumur 19 tahwtan wanitaelah
berusia 13ahun pula.®

Perubahan undangndang ini didsarkan pada ketentuan pasal 28B
UndangUndang DasalNegaraRepublik IndonesiaTahun 1945 (UUD NRI
1945) yang memberikanaminan atashak setiap masyarakat Indonedam

membentuk hubungan keluarga demelanjutkan keturunan melalui ketentuan

5> Presiden Rpublik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, pasal.2

6 Setneg RI, UndangUndang Nomo 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Unrdang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasaltq1)



perkawinan yang sah. PagdlB juga memberikan perlindungan atas hak anak
dalam melangsungkanidupnya dan penjaminantas kebebasan anak dalam
betumbuh dan berkembang, serta pmelingan anak dari tindakan
diskriminasi dan kekerasdn

Fenomena perkawinamlibawah umur masih banyak terjadi dalam
kehidupan masyarakat karena Yymmya faktor yang mempengaruhinya,
diantarang adalahfaktor keagamaan, ekomi dan sosial. Disamping itu pula,
masih minimyakesadaranmasyarakat akan batasan usia perkawigang
sudahdiatur oleh pemerintah dalabiJ No. 16 Tahun 2019

Hal ini didasarkan bahwa pada umumnysiaypasangan suami istri
yang masih muda berdampak pada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan
dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang telah dibina geysiy
dalan menghadapi suatu masalah karena hginga pengetahuan dan
ketidaksiapan menamggung beban sebagai suamitriis Maka sebelum
memasuki kehidupan pernikahan diharapkan terlebih dahulu memikirkan
kehidupan setelah menikah dengan mempersiapkan kondisi jasmani dan rohani
agardapatterwujudtujuan perkawinaryangbahagia dan kekal sersakinah,
mawaddahdan rahmah® Dari dampak pernikahan dibawah umur tentunya

menjadi pertimbangan bagi setiap pasangan dan orang tua khususnya.

7 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuideterangan Tertulis Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempalgra Nomor 24/Puu
Xx/2022 tentang Pengujian Undanggndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Unddndang Nomor 16 Tahun 2028rhadap UUD NRI
1945 Komnas Perempuan 2022, https://komnasperempuan.go.id/downlead
file/937#:~:text=Pasal%2028B%20Ayat%201:%20Setiap,keturunan%20melalui%20perkawinan%
20yang%20salDiakses pada 1@ktober 2024.

8 Kamal Muchtar,AsasasasHukumiIslam Tentang Perkawinarn (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), 44.
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Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, ditemukan
bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 angkamoeak
anak di Jaw Timur dinilai masih cukup tinggi. Pada tahun 2021 terdapat
17.151 kasus perkawinan anak di bawah umur. Tahun 2022 angka ini turun
menjadi 15.09%asus dan turun kembali pada tahun 2023 dengan 12.334 kasus
perkawinan anak.

Dari angka ini, setidaknya wapat lima kabupaten/kota yang
menempati urutan tertinggi dengan prosentase perempuan usia 10 tahun ke atas
di Jawa Timur dengan usia kawin pertama di bawah 17 tahun yakni pertama
Kabupaten Bondowoso dengan prosentase sebesar 43,04% pada tahun 2020,
44,52% pada tahun 2021 dan 45,83% pada tahun 2023. Kedua, Kabupaten
Probolinggo dengan prosentase sebesar 40,63% pada tahun 2020, 44,04%
tahun 2021 dan 41,6d tahun 2023. Lalu urutan ketiga ditempati Kabupaten
Situbondo dengan 38,35% pada 2021, 38,07% pada 2@R237,99% pada
2023. Kemudian pada urutan keempat terdapat Kabupaten Jember dengan
angka tahun 2021 33,33%, tahun 2022 33,80% dan tahun 2023 32,91%.
Selanjutnya Kabupaten Lumajang menetnpasisi kelima tertinggidengan
prosentase 21,03% tahun 2021,92686 tahun 2022 dan 29,98% pada tahun

20231°

9 Administrator iMasif Lakukan Pencegahan, Pj Gubernur Adhy: Angka Perkawinan Anak di
Jatim Terus Turun Signifikad DP3AKB Provinsi Jawa Timur 20 April, 2024,
https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2704#:~:text=Selain%20itu%2C%20Pengadilan%20Ting
gi%20Agama,18%2C29%25%20menjadi%2012.33idkses pada 12 Oktober 2024.

10 Administrator fiBojonegoro Masuk 10 Besar Persentase Perempuan Menikah Dini Tertinggi
di Jawa Timup Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas ,125 Junj 2023, https://www.pa
bojonegoro.go.id/article/Bojonegeidasuk10-BesarPersentas€erempuaiMenikahDini-
Tertinggidi-JawaTimur. Diakses pada 12 Oktob2624.
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Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia (Kementrian PPPA) merilis angka dispensasi perkawinan
terbesar di Indonesia pada tahun 2022 berada di Provinsi Jawa Timur dengan
15.095kasus'! Berdasarkan angka tersebut, Ketnem PPPA menilai bahwa
pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dengan memberikan langkah
langkah membangun dengan membuat regulasi ataupun himbauan kepada
seluruh lapisan masyarakat demi menekan angka perkavanak dibawah
umur.

Dalam menanggapi tingginya angka permohonan dispensasi
perkawinan anak di Provinsi Jawa Timpada tahun 202XKhofifah Indar
Parawansyahselaku Gubernur Jawa Timur mengeluark8arat Edama
Gubernur Jawa Timur Nomo#74.14/810/109/2021 (Segub Jatim No.
4742021) tentang Pencegahan Perkawinan An8krat Edararini memuat
enam langkah pencegahan perkawinan anak yang berisi himbauan kepada
seluuh lapisan masyarakanulai dari tingkat Rkun Tetatangga (RThingga
bupati untuk melakukn pencegahan perkawinan anak dengan tidak
memberikan dukungan kepada anak dibawah umur untuk melakukan
perkawinan.

Surat edaran ini ga memuat anjuran kepada selurldpisan
masyarakat untuk dapat melaksanakaiogram Wajib Belajal2 tahun demi

peninglatan kualitasSumber Daya ManusisSPM) masyarakat. Kemudian,

11 Miftahul Huda dan Krisiandifi856 Dispensasi Anak di Lumajang pada 2022, Turun tetapi
masih 5 besar di Jatjm Kompas.com 19 Januari 2023,
https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/2009548 78i8pénsasnikah-anakdi-
lumajangpada2022turuntetapimasihkb-besar Diakses pada 12 Oktober 2024.
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Gubernur Jawa Timur juga menghimbau untuk membentuk Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA) di masiagasing Kantor Urusan AgamaKUA)
kecamatan?

Namun dalam pelaksanaannya, surat edaran hkelum dapat
dilaksanakan secara baik oleh seluruh jajaran pemerintahan kabupaten/kota dan
jajarannya yang merupakan pihak yang dituju oleh surat edaran ini. Sehingga
dalam pelaksanannya, pencegahan perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur
masih belum dapat dilaknakan secara maksimal dan sesuai dengan himbauan
Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakuka®eneliti menemukan
hanya terdapat beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah dapat
melaksanakan surat edaran ini dengan baik melafuilasi atau aturan yang
dibuat oleh bupati/walikota yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat Kota
Surabaya dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Perkawinan Anak, selanjutnya Kota Probolinggo dengan Peraturan
Wali Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pencegahan
Perkawinan Pada Usia Anak, dan Kabupaten Lumajang dengan Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia
Anak.

Berdasarkan data yang telah dipaparkiaratas perkawinan aak di
bawah umur diProvinsi Jawa Timurtergolong sangat tinggi dengan lima

kabupaten/kota yangienduduki prosentase tentinggi perkawinan pada usia

12 Gubernur Jawa TimuiSurat Edaran Gubernur Jawa Timuorhbr 474.14/810/109.5/2021
tentang Pencegahan Perkawinan Anak



anak yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Jember, dan Kabupatenajang

Namun, yangmenjadi perhatian khusus penetlitalam hal ini adalah
Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Jember merupakan
kabupaten yang memiliki prosentase pendidikan serta ekonomi yang cukup
tinggi dibanding lima kabupaten yaran sertabelum adanya regulasi atau
perturan khusus yang mengaturrkait pencegahan perkawinaanak di
Kabupaten Jember.

Berdasarkan data yang ditemukaangka perkawinananak di
Kabupaten Jembgrada tahun 2021 mencapai 1.3&*sus Pada tahur2022
terjadi penurunan pada angka 1.364 k&spada tahur2023 terjadi pnurunan
pada angka 1.362 kasfjssedangkan pada tahun 2024 per bulan Juli tercatat
terdapat 559 kasus.Dimana berdasarkan data ini menjadikan Kabupaten
Jember sebagai kabupaten yang selahasuk dalam jajaran tiga
kabupaten/kota tertinggi angka perkawinan anak di Jawa Timur.

Akan tetapi, dengan tinggya angka perkawinaanak ini, hingga saat
ini Kabupaten Jember belum memiliki regulasi khusus yang mengatur
mengenai permasalahan ini. Kglaten Jember hanya memiliki Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak yang didalamnya

13 Safitri, iAngka Pernikahan Anak di Jember Masih Tingdtadar Jember.id5 Mei, 2023,
https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/apgkaikaharanakdi-jembermasih
tinggi. Diakses pada 12 Oktober 2024.

4 M. Rizki, fDi Jember Sepanjang 2023 Terbit 1.362 Dispensasi Pernikahan,0Anak
Kumparan NEWS21 Februati 2024, https://kumparan.com/kumparannewsktnbersepanjang
2023terbit-1-362-dispensaspernikaharanak22D070EjQYw/full Diakses pada 11 Kbober
2024.

15 Joko Sutriswanto fiPencegahan Perkawinan Anald Di semi nar kan pada
Trainer (TOT) Fakultas Syariah UIN Khas Jember, UIN Khas Jember, Jawa Timur Indonesia, 5
Juli, 2024.

acar
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tidak mengatur secara spesifik mgenai percegahan perkawinamak.
Peraturan daerah ini hanya memuat himbauan untuk melakukan pencegahan
perkawinan anak di beberappasalnya yakni pasdl4, pasal 21, pasal 2¥an

pasal 46.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suatu kebijakan tidak dapat
dilaksanakan secara maksimal. Menurut Merilee S. Grindle terdapat dua
variabel besar yang mempengaruhi kebgitha kebijakan yakni isi kebijakan
dan lingkungan implementor. Dari dua variabel besar ini terdapat variabel
turunan lain yakni manfaat kebijakan, tujuan serta kekuasaan dan kewenangan
pemerintah pembuat kebijak&h.

Berdasarkan @ian yang telah dibahapgneliti sangat tertarik untuk
mergetahui dan membahas lebih lanjgrkait pelaksanaansurat edaran
Gubernur Jawa Timur dalam mencegah perkawinan anak di wilayah kerja
Kabupaten JembeMengingat angka perkawinan andkKabupaten Jember
masih relatif tiggi dan tidak menunjukkan penurunan angka yang signifikan
Adapun judul pembahasan yang penefitin g k a t Implemertasi Surat
Edaran Gubernur Jawa TumNomor 474.14/810/109.5/202hldm Menekan
Angka Perkawinanak d Kabupaten Jember.

. Fokus Penelitan

Fokus penelitian merupakan bagian penelitian yang menyajdiars

permasalahagang akan dibahas dalam suatu penelitian dicari jawabannya

16 Joko Pramono)mpelementasi dan Evaluasi Kebijakan Rkib(Surakarta: Unisri
Press, 2020),.4
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melalui proses penelitian yang dilakukdmdapun fokus penelitian yang akan

dibahas dalam penelitian ini sadai berikut:

1. Bagaimana upaypemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi Surat
Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474814)/109.5/2022

2. Bagaimana implementasburat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor
474.14810/109.5/2024di Kabupaten Jember sgrektif teor implementasi
kebijakanMerilee S. Grindl@

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakagambaran tentang arah penelitian yang
akan dituju dalam melakukan penelitianTujuan penelitian umumnya
merupakan jawaban atas masatadsalah yang disajikan dah fokus
penelitian sebelumny&. Berdasarkan fokus penelitian dista peneliti
merumuskan tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuipayapemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi
Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 4781@109.5/2021

2. Untuk menganalisismplementasiSurat Edaran Gubernur Jawa Timur
Nomor 474.14410/109.5/2021di Kabupaten Jember pmpektif teori
implementasi kebijakan Merilee. &rindle.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian tentang kousiibpenelitian
terhadap peneliti maupun terhadap pembaca hasil penelitian. Secara umum,

manfaat penelitian terbagi menjadi dua jenis, yakni manfaat teoritis dan

7 Tim PenyusunPedoman Karya limial{Jember: UIN KiaiHaji Achmad Siddiq Jember,
2024, 29
18Tim PenyusunPedomarkarya Ilimiah 30
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manfaat prakti$? Berdasarkan fokus penelitian dasjuan penelitian diatas,
penelitimerumuska manfaat penelitian sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih
pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam
ranah perkainan anak yang marak terjadi di tengabngah masyarakat
Indonesia sebagai upaya pencbga perkawinamanak Selain itu, penelitian
ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan
regulas terkait pencegahan perkawinamak serta dapat menjadi acuan
dalam penelitian yang dilakukan oleh peneldinl yang sejenis dengan
penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan
wawasan keilmuan pada bidang yang ditekuni peneliti dan memberikan
pengalaman dan pemahaman kepada peneliti terkait peran peammerin
dalam upaya pencegahan perkawiraarak melaluiSegub Jatim No.
4742021.
b. Bagi Akademisi
Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pemikiran dan ilmu pengetahuan utamangalam hal pencegahan

¥ Tim PenyusunPedoman Karya limiah46
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perkawinaranak bagi Universitas Islam Negeri Kidaji Achmad Siddiq
Jember.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat umum tentang pentingnya peran masyaralalam
pencegahan perkawinamnak utamanya masyarakat yang berada dalam
wilayah Kabupaten JemberDisamping itu, penelitian ini diharapkan
dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh
terhadap hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan maayarak
yang sejahtera dan makmur.
d. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mbangsih
pemikiran kepada pemetah dalam meruaskan regulasi atgoeraturan
dalam masyarakat utamanya dalam hal pencegahan perkamalian
E. Definisi Istilah
1. ImplementasBurat Edaran
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBihplementasi
diartikan sebag pelaksanaan atau penerapan terhadap sesuatu yang telah
disepakatf® Kata implementasi merupakan kata serapanhddasa Inggris
to implemenyang berarti mengimplementasikan. Impelementasi merupakan
suatu pelaksanaan aturan, kebijakan maupun kepuyasgnmenimbulkan

suatu dampak dan akibat terhadap peristiwa tertentu. Pelaksanaan aturan

20 BadanPengembangarat Pembinaan Besa @[ Ar t i kat a | amuéBesmre nt asi d
Bahasa Indonesia (KBB https://kbbi.web.id/implementaddiakses pada 29 Januari 2025.
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tersebut dapat berupa undamgdang dan turunannya serta keputusan badan
peradilan maupun kebijakan lembaga pemerintdhalalam teori
implementasi kebijakaMerilee S Grindle keberhasilan pelaksanaan suatu
kebijakan diukur berdasarkaua variabel besaryakni isi kebijakan dan
lingkungan implementasi
Sedangkanwsat edaran merupakan surat yang dibuat oleh pejabat
tertentu dengan tujuan untuk menghimbau, mengarankanginstruksikan
dan merekomendasikan atas suatu perintah tertentu. Surat édakdah
memiliki kekuatan hukum mengikat, karena surat edaran tidak masuk dalam
kategori perundangndangan sebagaimanertera dalam Pasal 7 Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2@ (UU No. 12 Tahun 2011dan hanya berisi
tentang pemberitahuan mengenai hal tertentu yang bersifat urgent dan
mendesak.
Pasal 8 ayat (1)U No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa
Jenis Peraturan Perundamgdangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia, Menteri, badan, lembagauatamisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undadgndang atau Pemerintah atas perintah
UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

21 Novan Mamonto, Ismail Sumampoudan Gustaf Undap, flmplementasiPembangunan
Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan
Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatdoynal Jurusan limu Pemerintahan Fakultas [Imu
Sosial dan Politik Universitas Sam RatulangiVolome 1 No. 1 2018: 3,
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950.

22 Setneg RI, UndangUndang Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangindangan, Pasal 8 ayat (1).
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Pasal ini menjelaskan bahwa disamping produk peraturan
perundangundangan yang dijelaskan dalam pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011
terdapat juga peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga negara berupa
penetapan, keputusan, surat edaran dan produk hukum |aemyt Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan surat edaran Gubernur maupun
Bupati/Walikota.

Berdasarkan Pasal uBr 43 Peaturan Mertri Dalam Negeri Nomor
55 Tahun 201@Permendagri No. 55 Tahun 201€)rat elaran merupakan
naskah dinas yang memuat &mgj pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau
petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan
mendesak Secara singkat, surat edaraapat diartikan sebagai sdr
pengantar suatu produk kebijakan yadg dalamnya tidak mengatur
mengenai perulben, pemenambahan, ataupun upayaulir terhadap
peraturan yang dihantarkannya, sehingga peraturan yang dihantarkan tetap
utuh dan tidak bermaknambigu (ganda) akibat dari surat edargang
dimaksud?®

Berdasarkan definisi istilah diatas, maka yang dimdkan dengan
judul penelitian ini adalah impelementaSiegub Jatim No. 4742021
dipandang dalam teori impelementasi kebijakéarilee S. Grindledengan

meneliti variabel isi kebijakan dan lingkungan implementasielalui

2 Garry Fischer SilitongafiAsas lex superior derogategi inferiori dan Kedudukan Surat
Edaran dalam Perundangdanga Kementrian Keuangan Republik IndongstaJunj 2022,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkkisaran/bacartikel/15099/Asadex-superiorderogate
legi-inferiori-danKeduduka-SuratEdarandalamPerundang
undangan.html#:~:text=Surat%20edaran%?20lebih%20dapat%20diartikan,ganda)%20akibat%20da
ri%20surat%20edaraDiakses pada 11 Oktober 2024.
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program dan regulasi lokal Kabupatedember untuk mengetahui
pelaksanaarSegub Jatim No. 4742021 sebagai upa menekan angka
perkawinaranak di Kabupaten Jember.
2. Perkawinan Anak

Perkawinaranakadalah pernikahan dimana salah satu pasangan baik
laki-laki dan perempuan belum mencukupi aturasia untuk bisa
melakukan pernikahan. Dalam undamgdang dijelaskarerkait batasan
usia yaitu pada Pasal 7 ayat (1) No. 16 Tahun2019 pernikahan hanya
diizinkan apabila laklaki mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita
sudah mencapasia 19 (sebilan belas) tahuff.

Penetapan batas usia sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Byat 1
No. 1 Tahun1974 bahwa batas usia diperbolehkan menikah yaitu bagi laki
laki telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah
mencapi usia 16 (enam belas) tai?® Dari pasal tersebut banyak
permasalahan yang muncul terkait keadilan dan pelanggaran pada hak anak.
Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 PerubaitamdWndang
Nomor 23 Tahui20 02 t ent ang Pernak addlahrsgtiapn An a k
orang yang bersia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang
masih dalam kandungar®

Secara yuridis, lakaki dan perempuan diizinkan melaksanakan

pernikahan bila sudah berumur 19 tahMiaka, jika terdapat lakaki dan

24 Setneg Rl UU No. 16 Tahun 2019%asal 7.

25 Setneg RIUU No. 1 Tahun 1974Pasal 7 yat (1).

26 Setneg RIUndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Uhhbatang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ardsal 1 ayat (1).
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perempuan menikah dibawah batas yaiag susah ditentukan oleh undang
undang tidak dapat dilaksanakan, kecuali mendapatkgpensasi dari
lembaga peradiladengan alasaalasan yang kuat.

Maka berdasarkan definigstilah diatas, perkawinamnak yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah kswrinan yangdilaksanakan oleh
laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun sebagaimana diatur
dalam UU No. 16Tahun 2019 dan perkawinan yang dilaksanakan melalui
dispensasi kawin dibawah usia 18 tahun sebagaimana pengertian anak
dalam UU No. 35 talm 2014.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi alur pembahasan didalam skripsi yang
dimulai dengan bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Adapun
sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti sebagai berikut:

BAB | Pendahluan, berisi sb-sub pembahasan meliputi pertama
konteks penelitian sebagai acuan penelitilang berisi permasalahan yang
ingin diteliti dan alasan pentingnya tema tersebut ditekiedua fokus
penelitian berisi pokok pembahasan dalam penelitiketiga tujuan
penelitian, berisi tujuan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian
Keempatmanfaat pendian, berisi kontribusi penelitian terhadap penyelesaian
permasalahan dan pihpkak yang dituju Kelima definisi istilah berisi
penjelasan istilah penting @ah penelitian dan fokus pembahasan penelitian

Keenam sistematika pembahasan yang berisi alur pembahasan penelitian
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mulai dari bab pertama hingga bab penutdglapun bab ini berfungsi
memberikan gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB Il Tinjauan Pustaka, berisi dua sub pembahasan yang terdiri dari
penelitian terdahuluberisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain
yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saatanikajian teoriyang
berisi teoriteori yang relevamlengan penelitian sebagai bahan analisis dalam
pembahasan hasil penelitian

BAB Il Metode penelitianberisi pembahasamengenai metode yang
digunakan oleh penelitlalam melakukan penelitian yang melippgrtama
jenis dan pendekatan penelitiderisijenis metode dan pendekatan penelitian
yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan pendiédna
lokasi penelitianberisi lokasi yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitian
serta alasan dan urgensi peneliti melakukan penelitian kdisilotersebut
Ketiga subjek penelitian berisi pihakpihak yang dituju dalam penelitian
sebagai upaya penyelesaian permasalahan penelif@empat teknik
pengumpulan dagaberisi cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai
bahan analisis permasalah@enelitian Kelima analisis data berisi cara
peneliti dalam mengolah dan menganalis data yang telah di temukan di lokasi
penelitian dalam menyelesaikan permasalahan penelKeenam keabsahan
data berisi usaha yang akan dilakukan oleh peneliti dal@memperoleh
keabsahan da dari hasil temuan di lokasi penelitiaKetujuh tahapan

penelitian berisi langkaHangkah peneliti dalam melaksanakan penelitian
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BAB IV Penyajian Data dan Analisis, daldrab ini peneliti membahas
tentanggambaran objek pengln yang berisi penjelasan objek yang diteliti
oleh peneliti, penyajian data dan analisis yang berisi pemaparan data yang
didapatkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lokasi penelitian serta
analisis terhadap data yang ada dengan menggunakafietmoryang telah
dijelaskan sebelumnya, serta pembahasan tenyaag berisipembahasan
yang menjawab dari rumusan masalah yasgdhh diteapkan oleh peneliti.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil

pembahasan dan tearuyang diuraika oleh peneliti.



BAB Il

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan bagian penelitian yang bertujuan untuk
membandingkan penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang
telah ada untuk menggali kedalaman matergydibahas dan penguatan materi
pembahasan. Berikut beberapa penelitan yang relevan terhadap topik
penelitian yang akan dilakukan peneliti:

1. Tigia Syahroni Maghfiroh&kripsi,2023 flmpelementasPeraturan Bupati
Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 dalam Up&ncegahan Perkawinan
padaUsia Analo

Penelitian dari Tigia Syahroni Maghfiroh pada tahun 2023
mengangkat tema pencegahan pernikapada usia anaklengan judul
penelitian Rdratupme BupatlemajamgsNomor 23 Tahun
2020 dalam UpayRencegahan BeawinanpadaUs i a Znak 0 .

Adapun tujuan penelitianyang ingin dicapai peneliti yaitu untuk
mengetahui latar belakang dibentuknya Perat@wgpati Lumajang Nomor
23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usig Amiaik
mengetahui upaya implemestalari Perattan Bupati Lumajang Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usias&nakuntuk

mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan

27 Tigia Syahrotul M fimpelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020
dalam Upaya Peregahan Pernikahan pada Usia AnéRkripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember, 2023), viii.
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Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan pernikahan
pada usia anafPerbup Lumajang No. 23 Tahun 202)

Penelitian ini menggunakanenis penelitian kualitatif dengan
mengamatisesuatusecara mendalam sebagai upaya menghasilkan sebuah
hasil yang lebih kompleks Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian hukum emps yangmenggunakan data primer berupa data yang
didapat langsung melalui pengamatan langsung terhadap suatu fenomena di
masyarakat®

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat dueil
penelitian yaitu bahwkatar belakang dikeluarkanny@erbup Lumajang No.

23 Tahun 202@lilandasi oleh tiga faktor, yakni faktor filosofis, sosiologis
dan yuridis. Pertama secara filosofis lahirnya Perbup ini dilarusiva

dalam penjelasan ndlangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak bahwa pedungan anak merupakan upaya dalam
menjaga dan melindungi hak anak, berupa hak hidup, tumbuh dan
berkembang, berpartisipasi secara baik sebagaimana haknya sebagai
manusia serta hak untuk dilindungi dari ancaman kekerasan dan
diskriminasi.

Kedua secarascsiologis Perbup ini dilandasi dari banyaknya
permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur yang diajukan di

Pengadilan Agama Lumajang. Ketiga, secara yuridis Perbup ini dibuat

28 Syahrotul iilmplementasi Peraturan Bupati Lumajang.
29 Syahrotul Almplementasi Peraturan Bupati Lumajang4.
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dengan berdasar pada Unddsigdang dan peraturan dibawahnya tentang
perkawinarpada usia anak.

ImpelementasiPerbup Lumajang No23 Tahun 2020 tentang
pencegahan grkawinanpada usia mak di WilayahKabupaten Lumajang
dilaksanakan melalui program sosialisasi. Namun, sosialisasi ini hanya
dilaksanakan kepada beberapa instansi terkaija, sehingga
pelaksanaannya masih belum efektif kepada seluruh masyarakat Lumajang.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung dan
penghambat pelaksana&erbup Lumajang No23 Tahun 2020 didasari
oleh beberapa hal sepetersedianyasumberdaya manusia yang dapat
melaksanakan peraturan bupati ini secara maksimal, seperti adanya dinas
dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dan pencegahan
perkawinan anak.

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan perbup ini adalah faktor
orang tua, keadaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan yang tergolong
rendah, adat dan budaya perkawinan muda serta alokasi anggaran yang tidak
dapat memenuhi kebutuhan dalam upaya pencegahan perkawingf anak.

Perbedaan serta persamaan penelitian tehdadengan penelitian
yang saat ini dilaksanakan yakni adanya perbedaan dalam jenis penelitian
dan pendekatan yang digunakan berbeda. Dimana penelitian terdahulu
menggunakan metode penelitigkualitatif dan pendekatan per&n

empiris dengan mengamasesiatu secara mendalam sebagai upaya

30 Syahrotul Almplementasi Peraturan Bupatimajang, 78.
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menghasilkan sebuah hasil yang lebih kompleks serta menggunakan data
primer berupa data yang didapat langsung melalui pengamatan langsung
terhadap suatu fenomena di masyarakat. Sedangkan penelitian saat ini
menggunakan ntede penelitian empiris dan pendekatan penelitian
efektivitas hukum dengadengan menganalisis keberlakuan hukum dalam
mempengaruhi perilaku masyarakat, lokasi penelitian yang berbeda serta
regulasi atau norma yang digunakan berbeda.

Sedangkan persamaampétian yang dahulu dengan penelitian saat
ini terletak pada objek penelitian yang sama yakni dengan mengkaji
mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu produk hukum tertentu
terhadap permasalahan perkawiremak.

2. lhza Farihi Nur Alam $kripsi, 2023) i hpelementasiPeraturan Desa
Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan
Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan
Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara)

Penelitian darihza Farihi Nur Alampadatahun 2023menganghkt
tema pencegahan pernikahansia anak dengan judul penelitian
Nl mpel e Reratutam ®esa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya
Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa
Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Texgda

Adapun tujuan penelitian berdasarkarumusan masalah yang dicapai

31 |hza Farihi Nur Alamflmpelementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya
Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur
Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggé&kyipsi, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2023), xiv.
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peneliti yaitu untuk mengetahui implementasi d@eraturan Desa Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di
Desa Ratatotok Timurdan untuk mengetahu?eraturan Desa Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak
(Perdes No. 5 Tahun 202d) Desa Ratatotok Timur dipandang dari sudut
pandang Hukum Progresa

Penelitian ini menggunakan jenis pbt@n empiris dan pendekatan
sosiologis dengan mempelajari hukum dalam realitas masyardddat
dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks maknanya. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menganalisis fakta
fakta berupa pengalaman dari perilaku manusia dalasyarakat baik yang
bersifat verbal yang diperoleh melalui kegiatan wawancara maupun perilaku
nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan peri@litian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat duasil
penelitian yaitu blawalmplementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di
Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara
sudah dapat dikatakan efektiv dan terlaksdeagan menurunnya angka
perkawinan usia anak berkat usaha dari Kepala Desa Ratotok Tameaulak
para ketua RTpuskesmas, dan masyarakat melalui progsasialisasi serta
pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PBdiian danForum Perlindungan
Kekerasan terhadap Perempuan dan AldKK) sebagai organisasi yang

mengurus pencegahan perkawinan asiak di Desa Ratatok Timur.

32 Farihi, Almplementasi Peraturan Désa.
33 Farihi, Almplementasi Peraturan Dés&3
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Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahexrdes No5 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Desa
Ratatotok Timur dipandang dari sudut pandang Hukum Progresifiliki
paradigma yang bersifatntuk keberlangsungan terjaganya nilai moral
keadilan dalem masyarakayang mana ketika ingin melakukan perkawinan
pada usia anak, maka hal yang dipenuhi terlebih dahulu adalah kemampuan
atau cara berpikir dalam menjalankan perkawinan itu sendiri. Dengan
acanya FPKK dan PPT Berlian yang melakukan pencegahan melalui
langkah konseling psikologi, kesehatan, sosial, kerohanian dan Rtikum.

Perbedaarpenelitian saat ini dengan penelitian terdahulu terletak
dalamjenis endekatan yang digunakan, lokasi penelitiariesegulasi sau
norma yang digunakanDimana penelitian terdahulu mengguakan
pendekatan sosiologis dengan mempelajari hukum dalam realitas
masyarakat dan dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks
maknanya. Sedangkan penelitian saat ini menggungkandekatan
penelitian efektivitas hukum dengatlengan menganalisis keberlakuan
hukum dalam rempengaruhi perilaku masyarakat.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini
terletak pada objek kajian mengenai implementasi atau pekksasuatu
produk hukum tertentu terhadap permasalahan peénkamusia anak serta
samasama menggunakan metode penelitan hukum empiris yang

menganalisis faktéakta berupa pengalaman dari perilaku manusia dalam

34 Farihi, iilmplementasi Peraturan Dés&8-66.
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masyarakat baik yang bersifat verbal yangediteh melalui kegiatan
wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan
langsung di lapangan penelitian.

3. Nur Cholizah Skripsi,2022) Almpelementasi Pencegahan Perkawinan Usia
Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKaria
Nomor 5 Tahun 2020)

Penelitian dariNur Cholizah pada tahun 2022engangkat tema
pencegahanpernikahananak di bawah umur dengan judul penelitian
Almpelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta
Barat (Studi Peraturan Gubernur DKakarta Nomor 5 Tahun 202D)
Adapun rumusan masalah yang dicapai peneliti yaituk mengetahui latar
belakang dibentuknya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Aata utuk
mengetahui upaya implentasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
(Pergub DKI Jakarta No. 5 Tahun 202i@Jam menekan angka perkawinan
usia anak di wilayah Kota Jakarta Bai@at

Penelitian ini menggunakan jenis pétian kualitatif dan
pendekatan interpretatif dan pendekatan naturalistik dengan mempelajari
sesuatu dalam keadaan alaminya ataupun dengan menginterpretasi
fenomena dalam konteks maknanya. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hukum empiris yang menlisis faktefakta berupa pengalaman

35 Nur Choliza,impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Bara
(Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 20&Kripsi, UIN Syaif Hidayatullah
Jakarta, 2022), iv.
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dari perilaku manusia dalam masyarakaik yang bersifat verbal yang
diperoleh melalui kegiatan wawancara maupun perilaku nyata yang
diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan penéfitian.

Berdasarkan pendhin yang telah dilakukan, terdapat sudiasil
penelitian yaitu bahwamplementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di
Wilayah Jakarta Barat masih tergolong kurang terlaksana karena terdapat
beberapa faktor yakni pertama, masih tingginya angka dispensasi
perkawinan yang terjadi dPengadilan Agama Jakarta Baraedgia, masih
tingginya aktifitas pergaulan bebas yang menyebabkamngkatnya angka
perkawinan anak dan berdampak pada turunnya kualitas masyarakat akibat
rendahnya kualitas pendidikan dan ekonoiketiga, kurangnya upaya
sosialisasi dari perangkperangkat pemangku kepentingan terlergub
DKl Jakarta No.5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia
Anak3’

Dalam aspeknya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan
penelitian yang saat ini sedangaksanakan. &bedaarnersebut terletak
dalam gnis penetian dan pendekatafenelitian terdahulu menggunakan
jenis penelitian kualitatif dengapendekatan interpretatif dan pendekatan
naturalistik dengan mempelajari sesuatu dalam keadaan alaminyaata
dengan menginterpretasi fenomena dalam konteks maknanya. Sedangkan
penelitian saat ini menggunakan pendekatan penelitian efektifitas hukum

dengan menganalisis keberlakuan hukum dalaempengaruhi perilaku

36 Choliza,impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia @risk
37 Choliza,impelementasi Pencegahan Perkawinan Usia @ik
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masyarakat, lokasi penelitian yang berbedsasegulasi atau norma yang
digunakan berbeda.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini
terletak pada objek kajian mengenai implementasi atau pelaksanaan suatu
produk hukum tertentu terhadap permasalahan perkawinan usia atk ser
samasama menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode
penelitianempiris.

Adapun untuk penelitian sekarang yang dilakukan oleh peneliti dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Khoirul Umam Ekripsi, 2024 fiimplementasi Surat Edaran Gubernur Jawa
Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021aldm Menekan Angka Perkawinan
Anak d Kabupaten Jember

Penelitian yang dilakukan oleKhoirul Umam pada tahun 2024
mengangkat tema yang serupa dengan penelitian terdahulu yaitu
pencegahamerkawinan usianak akan tetapi jdul yang dibawa berbeda
y a i tlmpleméntasi Surat Edaran Gubernur Jawa uFimNomor
474.14/810/109.5/2021athm Menekan Angka Perkawinadsia Anak d
Kabupaten Jember. Fokus pe napai olehipaneliti terdapay di c
duafokus yang dibuat dalam rumusamasalah yaitu peneliti akan fokus
pada langkahlangkah pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya
mencegah perkawinamsiaanak sesuai dengaéegub Jatim No. 472021
serta impelementasiSegub Jatim No. 474/202dalam upaya menekan

angka perkawinan usia ana#i Kabupaten Jember prespektif teori
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implementasi kebijakaMerille S. Grindle Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan jenis penelitian empidengan pengumpulan data melalui

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya pendekatan yang

digunaka oleh peneliti yaitu pendekatafektivitas hukum

Tabel 21

Perbandingan Penelitian

dengan judul
Impelementasi
Peraturan Bupati
Lumajang
Nomor 23 Tahun
2020 dalam
Upaya
Pencegahan
Perkawinarpada
Usia Anak

pelaksanaan suat
produk hukum
tertentu terhadap
permasalahan
perkawinan anak.

Penelitian
terdahulu
menggunakan
metode penelitiar
kualitatif dergan
pendekatan
penelitian
empiris.
Sedangkan
penelitian saat ini
menggunakan
metode penelitiar
empiris dan
pendekatan
penelitian
efektivitas
hukum

. Lokasi penelitian.
. Regulasi atau

norma yang
digunakan.

No Judul Persamaan Perbedaan Hasil

1. | Skripsi Tigia Mengkayji . Jenis penelitian | a. Latar belakang
Syahroni mengenai dan pendekatan dikeluarkannya
Maghfiroh implementasi atal  yang digunakan. peraturan Bupati

Lumajang Nomor 23
Tahun 2020 dilandasi
oleh tiga faktor, yakni
faktor filosofis,
sosiologis dan yuridis

. Impelementasi

Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 23
Tahun 2020 tentang
pencegahan
perkawinan pada usia
anak di Wilayah
Kabupaten Lumajang
dilaksanakan melalui
program sosialisasi.

. Penelitian ini

menemukan bahwa
faktor pendukung dan
penghambat
pelaksanaan Peraturg
Bupati Lumajang
Nomor 23 Tahun 202
didasari oleh beberap
hal seperti tersedianys
sumberdaya manusia
yang dapat
melaksanakan
peraturan bupati ini
se@ra makimal
Sedangkan faktor
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penghambat
pelaksanaan perbup i
adalah faktor orang
tua, keadaan ekonom
masyarakat, tingkat
pendidikan yang
tergolong rendah, ada
dan budaya
perkawinan muda
serta alokasi anggara
yang tidak dapat
memenuhi kebutuhan
dalamupaya
pencegahan
perkawinan anak.

Penelitian Skrips
Ihza Farihi Nur
Alam

dengan judul
Impelementasi
Peraturan Desa
Nomor 5 Tahun
2021 sebagai
Upaya
Pencegahan dan
Penanganan
Perkawinan Usia
Anak (Studi
Kasus di Desa
Ratatotok Timur
Kecamatan
Ratatobk
Kabupaten
Minahasa
Tenggara)

a.

Meneliti
pelaksanaan
suatu produk
hukum tertentu
terhadap
permasalahan
perkawinan
usia anak.

. Menggunakan

metode
penelitian
hukum empiris.

a. Penggunaan jenij

pendekatan yang
digunakan.
Penelitian
terdahulu
menggunakan
pendekata
sosiologis
sedangkan
penelitian saat ini
menggunakan
pendekatan
penelitian
efektivitas
hukum.

. Lokasi

pelaksanaan
penelitian

. Penggunaan

pisau uji berupa
norma atau
aturan tertentu

a. Implementasi

. Penelitian ini

Pencegahan
Perkawinan Usia Anak
di Desa Ratatotok
Timur Kecanatan
Ratatotok Kabupaten
Minahasa Tenggara
sudah dapat dikatakan
efektiv dan terlaksana
dengan menurunnya
angka perkawinan usig
anak berkat usaha dar
Kepala Desa Ratotok
Timur kepada para
ketua RT, puskesmas,
dan masyarakat melal
program sosialisasi
sata pendirian PPT
Berlian dan FPKK.

menemukan bahwa
Peraturan Desa Nomo
5 Tahun 2021 tentang
Pencegahan dan
Penanganan
Perkawinan Usia Anak
di Desa Ratatotok
Timur dipandang dari




30

sudut pandang Hukum
Progresif memiliki
paradigma yang
bersifa untuk
keberlangsungan
terjaganya nilai moral
keadilan dalam
masyarakat yang man
ketika ingin melakukar
perkawinan pada usia
anak.

SkripsiNur
Cholizah
berjudul
Impelementasi
Pencegahan
Perkawinan Usia
Anak di Wilayah
Jakarta Barat
(Studi Peraturan
Gubernur DKI
Jakarta Nomor 5
Tahun 2020)

Menganalisis
implementasi
produk hukum
lembaga negara
terhadap
permasalahan
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B. Kajian Teori
1. TeorilmplementasKebijakan
Secara umumimplementasidapat diartikan sebagai upayang
dilakukan oleh seseorang atau badan yaegujuan pada suatu hasil
tertentu sebagaimanfjuantujuan atau sasarasasarankebijakan yang
dibuat® Secara teoritis, banyak ahli yang berpendapat bahwa
impelementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel tertentu.
Terdapat beberapa ahli yg@nberpendapat mengenai variabel
tersebut, sepertceorge C. Edward lldlan Merilee S. GrindleDalam buku
karya Joko Pramono yang berjudul Implementasi dan Evaluasi Kebijakan
Publik, keberhasilanmplementasi kebijakadalam teori George C. Edward
[Il dipengaruhi oleh beberapasabel, yakni:
a. Komunikasi
Suatu implementasikebijakan dapat dikatakan berhasil apabila
pelaksana kebijakan (implementor) mengetahui landgcagkahapa saja
yang harus dilaksanakan sernemahami tujuan dan sasaran kebijakan
sehingga meminimalisir adanya distomplementasi kebijakan yang ada.
b. Sumberdaya
Setelah proses komunikasi telah berjalan sesuai dan para
implementor telah memiliki persepsi yang sesuai dengan kebijakan yang

ada. Selanjutnya variabel yang penting diperhatikaalah terkait

38 Pramono)Jmpelementasi dan Evaluadi.
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ketersediaan dan kesesuaian sumberdaya, baik sumberdaya manusia,
sumberdaya pendanaan maupun sumberdaya sarana dan prasarana.
c. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai watak atau karakter yang
dimiliki oleh implementor. Disposisi dapat loga kejujuran, komitmen,
demokratis serta loyalitas. Disposisi menjadi variabel penting dalam
kesuksesan implementasi kebijakan karena karakter implementor dalam
menjalankan suatu kebijakan haruslah baik dan sejalan dengan kebijakan
yang ada. Pasalnya, dpa implementor memiliki prespektif yang
bertolak belakang dengakebijakan maka proses implementasi akan
terhambat dan tidak akan berjalan efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan sukses
tidaknya suatu implementadiebijakan. Struktur birokrasi berperan
penting dalam menentukaBtandar Operating Produc€SOP) dan
fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik
adalah struktur birokrasi yang tidak terlalu panjang dan bersifat saling
mengawasi Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan menimbulkan
kelemahan pengawasan serta banyaknya pihak yang tidak terlalu
berperan dalam implementasi kebijakan, sehingga menjadikan aktivitas

pelaksanaan tidak efektif dan jauh dari tujuan aWal.

3% Pramong Impelementasi dan Evalua&i.
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Sedangkan data bukunya Joko Pramonguga menjelaskan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakadalam Teori Merilee S. Grindle
dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakamtent of policy
dan lingkungan implementasigntext of implementatijn
a. Isi Kebijakan gontent of policy

Menurut S. Grindle isi kebijakan suatu regulasi atau kebijakan
haruslah berisi beberapa poin penting agar dalam pelaksanannya, suatu
kebijakan dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal. Poin tersebut
meliputi jenis manfaat yangkan dihasilkan, derajat perubahan yang
diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber
daya yang dihasilkan

b. Lingkunganimplementasi¢ontext of implementatijpn

Sementara itu, dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah
terdapat implemdor yang dapat menjalankan suatu tujuan dari
kebijakan yang dibuat. Menurut S. Grindle, terdapat tolak ukur
lingkungan implementasi yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu
kebijakan dapat berjalan dengan baik, ydda@kuasaan, kepentingan, dan
strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa,
kepatuhan dan daya tangddp

Menurut hemat peneljtiberdasarkan ke@ teori impelementasi
diatas, ¢ori Merille S. Grindlelebih dapat digunakan dalam menganalisis

implementasi surat edaran Gubernlmwa Timu tentang pencegahan

40 Pramong Impelementasi dan Evaluagi.
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perkawinananak di Jawa Timur. Hal ini didasarkan bahdibandingkan
dengan teori George Edward Ill yang mencakup empat variabel
(komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi), Kéenille S.
Grindle lebih sedrhana namun tetapemyentuh aspelispek intidengan
membagi fokus ke dalam isi kebijakaroftent of policy danlingkungan
implementasi(context ofimplementation Teori ini memberikan kerangka
kerja yang lebih terarah untuk menganalisis kebijakan aecandalam
tanpa kehilangan fokus.

Selain itu dalam teori Edward Il terdapat variabel yang sulit untuk
dijangkau oleh peneliti, yakni variabel disposisi. Variabel ini menghendaki
adanya penelitian terkait watak dan karakter dari implementor. Sehingga
pereliti dituntut untuk memahami aspek psikologis dari implementor
dengan terjun langsung dalam birokrasi implementor

2. Tinjauan Umum tentang Perkawinan
a. Definisi Perkawinan dan Dasar Hukumnya
Perkawinan merupakan sunnatullah yang diberlakukan pada
setiap makluk untuk melaksanakan fitrahnya dalam mempertahankan
dan berkembang guna kelangsungan hiddSebagaimana yang diatur
dalam UU No. 1 Tahun 194 yang menjelaskan bahwa perkawinan
adalah fikatan lahir batin antara lakaki dan perempuan untuk

mewujudkan kkiarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal

41 Busriyanti,Figh, 8.
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berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai suandi*fsBalam KHI
juga dijelaskan terkaipengertian dari perkawinagaitu fiakad yang
sangat kuat atau mitsagan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksankannya merupakan ibadaf®

Dalam KBBI pernikahamatau perkawinaterasal dari kata nikah
adalah ikatan atau akad pernikahan yang dilakukan sesuai ndenga
ketentuan hukum dalam agafffa.Dari pengertian diatas gat
disimpulkan bahwa perkawinaadabh suatu pastiwa yang fitrah juga
ikatan yang paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat
hubungan antarsesama manusia denggan terciptanya ketenangan.

b. Prinsip Perkawina dalam UU Nol Tahun 1974

Dalam prinsipprinsip pernikahan terdapat asasang sesuai
dengan nash dan ur 6 an. Asas pertama yaitu
yang bahagia dan kekal. Asas kedua, keabsahan pernikahan didasarkan
pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan
pernikahan. Asas ketiga yaitu asas monogami. Asas keerrglath
suami istri harus siap baik lahir maupun batin untuk melaksanakan
pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan. Asas yang
kelima yaitu menjauhkan dari terjadinya perceraian dan asas yang

keenam yaitu keseimbangén

42 Setneg RIJU No. 1 Tahun 1974pasal 1

43 Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, pasal 2

44 Badan PengembangaamiPerbinaan Bahasa f Ar t i k a t amusnBedaraBahasha | a m K
Indonesia (KBBI) https://kbbi.web.id/nikahDiakses pada 29 Januari 2025.

45 Muhammad Amin Sumaiukum Keluarga Islam di Dunia IslaffJakarta: PT Raja Gratlo
Persada, 2004), 156.
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3. Tinjauan Umum tentangekawinan Anak
a. Definisi Perkawinan Anak

Perkawinananakadalah pernikahan dimana salah satu pasangan
baik lakilaki dan perempuan belum mencukupi aturan usia untuk bisa
melakukan pernikahan. Dalam undamgang pernikahan dijelaskan
terkait batasan usia §ya pernikahan hanya diizinkan apabila ki
mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 19
(sembilan belas) tahufi.

b. Fakior PerkawinanAnak

Perkawinananak dapat mengakibatkan terjadingermasalahan
dalam kehidupan berumah tanggdal tersebut dapat terjadi karena
kurangnya kesiapan baik lalkaki maupun perempuan. Usia yang masih
mudah dan masih mencari jati dirinya, emosi yang naik turun dan kondisi
kejiwaan yang belum siap dapat memicu banyaknya konflik dalam
pernikahan. Demilan itu, untuk mencapai tujuan daripada pernikahan
yang sejahterah dan harmonis sangatlah sulit. Pada kenyataanya,
keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap
pasangan suami istri, karena kehidupan berumah taagamengalami
pasangsurut?’

Menurut Jayadiningrat, sebalkbabutama dari perkawinan anak
adalah:

1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga

46 Setneg RIJU No. 16 Tahun 2019pasal 7
47 M. Sayyid Ahmad AlMuyassarFikih Cinta Kasii Rahasi a Kebahagi aan Ruma
(Jakarta: Erlangga, 2008), 335.
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2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu
muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun ketunaga.

3) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan
adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu
menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat
kebiasaan saj&

c. Dammk Perkawinamnak
Dampak pernikahan usia and#at meninbulkan diantara kedua
pihak baik pada hubungan diri sendiri, anak dan keluarga.

1) Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pernikahaisia anakialah hal
tersebut dapat mencegah seseorang terjerumus dalam panzina

2) Dampak Negatif
a) Dampak terhadagpuami istri

Tidak dapatdipungkiri bahwa pada pasangan suastitii
yang telah melangsungkan perkawinan atid&k bisa memenuhi
atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri.
Hal tersebut timbul dikarenakaselum matangnya fisik maupun
mental mereka yang cenderung keduanya mé&islfat keegoisan
yang tinggi.Sehingga dalam hubungan perkawinan anak akan lebih
banyak kemungkinan terjadinya pertengkaran yang menimbulkan

putusnya hubungan perkawinan.

48 Ahmad JayadiningraBerkawinan Pada Usia Muddakarta: Bulan Bintey, 1999), 35.
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b) Dampak terhadap anak

Selain berdampak padpasangan yang meltgungkan
perkawinaranak. Dampak perkawinan ini juga akan dirasakan oleh
anakanaknya. Karena bagi wanita yang melakukan pernikahan di
bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan
gangguan pada kandungannya deamyak juga dri mereka gng
melahirkan dengan proses operasi dan berbahaya bagi diri sendiri
serta anak yang akan dilahirkaBelain itu, perkawinan anak
berpeluang besar melahirkan anak yang kurang gizi sehingga
berdampak pada kehidupan anak di masa yang akan datang.

c) Dampak terhadap maskmgasing keluarga

Selain berdampak pada pasangsuami istri damanak
anaknya, perkawinaanakjuga akan membawa dampak terhadap
masingmasirg keluarganya. &erti hubungan keluarga yang tidak
baik dan kasus perceraian. Apabila perkaan diantara ana&nak
mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang
tuanya masingnasing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah
tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah
perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambabraga hidup
mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali

kekeluargaan diantara kedua befahak*°

49 JayadiningratPerkawinan Pada Usia Mug&5.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini,metode penelitiagang digunakan adalah metode
penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian
efektivitas hukumMetode penelitiarnukumempirisadalah metode penelitian
yang menjadikanhukum sebagai kenyataan sosial, kultural ad@s sein
karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang algterdari
lapangar?® Sedangkan pendekatan efeiktig hukum adalah pendekatan
dengan memandang keberhasilan pelaksanaan norma dalam realitas
masyarakat.

Metode penelitian empiris dan pendekatan efektivitas hukum disini
diartikan sebagai prosesnalisis pemasalahan dilakukan dengan cara
memadukan bahamahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data
primer yang diperoleh di lapangan terKeaberlakuan dan pelaksanagegub
Jatim No. 474/202#li Kabupaten Jember

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meunjukkan pada tempat dilakukannya penelitian.
Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam
sebuah penelitian. Dalam penelitian empiris, tentu lokasi penelitian harus
disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Penentuan @daii pekelitian

harus dipertimbangkan terkait keberadaan data penelitian yang dipedigka

50 Abdulkadir MuhammadHukum dan Penelitian HukurBandung: Citra Aditya Bakti,
2004), 134.

39
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peneliti> Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti yaitu

Kabupaten Jember.okasi penelitian ini terdapat beberapa alasan yang penting

untuk ditelif yaitu:

1. Bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang masuk dalam tiga
kabupaten/kota dengan kasus perkawinan anak di bawah umur tertinggi di
Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023.

2. Bahwa banyaknya kasus perkawinamak di Kabupaten Jemb&grsebut
tentu terdapat faktefiaktor tertentu yang memerlukan suatu penelitian
dalam upaya pencegahannya.

3. Bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten dengan indeks pendidikan
yang tinggi namun jua terdapat kasus perkawinanak yang tinggi pula,
sehinggaerdapat aspek yang bertolak belakang.

C. Subjek Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah tentu tidak terlepas dari subjek penelitian dan
merupakan bagian terpenting dalam penelitian lapangan. Adapun subjek
penelitian yang digunakan oleh peneliti yaRurposive 8mpling Purposive
samplingadalah teknik pengambilan sampel sumber dateggan pertimbangan
tertent?? Pertimbangan tersebut yaitu terkait siapa saja yang menjadi
informan dalam penelitian ini yang dapat membantu peneliti dalam
mempermudah mencari, mengoufkan informasi yang dibutuhkan. Adapun

subjek yang akan penulis teliti sebagai berikut:

51 Muhaimin, Metode Penelitian HukurtMataram: UPT Mataranuniversity Press, 2020)
111.

52 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&[Bandung: Alfabeta, 2019),
288.
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1. Pengadilan Agama Jember
Informan yang menjadi narasumber dalam géael ini adalah
Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. selaku Hakiengadilan gama
Jember yang merafian hakimyang memeriksa serta memutus perkara
diska diPengadilan Agama Jember
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindundarak dan Keluarga
Berencana (DP3AKBKabupaten Jember
Pada DP3AKB, peneliti melakukan wawancara serta dokumentasi
terhalap permasahan perkawinaranak di Kabupaten Jember kepada
Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan
Anak DP3AKB Kabupaten Jember
3. Camat di Kabupaten Jember
Informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini addah
Mafida, S.Sos.l yag merupakan Staf Administrasi Kecamatan Jenggawah
dan merupakan Sekretaris PKK Kecamatascamatan Jenggawapilin
menjadi salah satu tempat penelitian karena Kecamatan Jenggawah
merupakan kecamatan yang menduduki peringkat 3 besar dispensasi kawin
tertinggi di Kabupaten Jember pada tahun 2022. Disamping itu, berdasarkan
data DP3AKB tahun 2024, Kecamatan Jenggawah merupakan kecamatan

dengan tingkat dispensasi kawin tertinggi kedua tahun 2024 dengan tingkat
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dispensasi kawin sebesar 7,83% yang tersusurl &% dispensasi kawin
akibat pergaulan dan 4,35% dispensasi kawin pendidikan®3MP.
4. Kepala KUA di Kabupaten Jember
KUA yang menjadi informan peneliti dalam penelitian ini adalah
Bapak Aris Cahyono, S.H. yang merupakan penghulu serta staf administrasi
d KUA Kecamatan JenggawahDimana kedua KUA Jenggawah
merupakanKUA yang mengurus terkait perkawinaanak tertinggi di
Kabupaten Jember sebagaimana keterangan pada informan sebelumnya.
5. Lurah atau kepala desa di Kabupaten Jember
Pada tingkat kelurahan/deggneliti menjadikarBapak lwan Hadi
Purwanto selaku Staf Desa Cangkring Kecamatan Jenggaelégai
informan pada penelitian iniDesa Cangkring peneliti pilih berdasarkan
pertimbangan bahwa Desa Cangkring merupakan desa di Kecamatan
Jenggawah Kabupatemrdber yang memiliki Surat Keputusan (SK) yang
merupakan surat tugas bagi satgas pencegahan stunting dan bimbingan
keluarga.
6. Ketua RW dan RT di Kabupaten Jember
Ketua RW 1 RT 3 Desa Cangkring merupakan informan yang
peneliti pilih bedasarkan rekomendasi ga&la Desa CangkringBapak
Khoir yang merupakan ketua RW 1 dan Bapak Khamid yang merupakan

ketua RT 3 merupakan informan yang paling paham meRge

53 Joko SutriswantoPencegahan Perkawinan Anakraining Of Trainer Syariah UIN Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 5 Juli, 2024
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permasalahan perkawinaanak yang ada pada daerah mereka masing
masing.
D. Sumber Data
Dalam penelitian, sumbedata merupakarkomponen yang sangat
penting. Apabila dalam menggunakan, memilih dan memahami sumber data
dapat mempengaruhi hasil data yang kemungkinan tidak sesuai dengan yang
diharapkan. Oleh sebab itu, peneliti dituntut dapat memahami sumber data
yang digunakan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
data primer dan data sekunder yaitu:
1. Data Primer
Sumber data primer adalah datang dihasilkan secara langsung
pada objek penelitian. Adapun sumber data disini diperoleh dari observasi,
wawancara dan dokumentasi dengan subjek penelitian dengan
menggunakan teknikobservasi participant observation dan teknik
wawancardidak terstruktur
Teknik observasi participant observation dilakukan dengan
menganati permasalahan perkawinamnak melalui observasi dan
wawancara langsung kepada pitakak yang terlibat dalam pencegahan
perkawinan anak di Kabupaten Jemi#edangkan tekniwawancardidak
terstruktur digunakan penelitiuntuk mendapat data yang valid, sesuai

dengan yang dibutuhkan peneliti.
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Terkait observasi, wawancara dan dokumentasiini, peneliti
melakukan proses pengumpulan data di lokasi penelitian demgagambil
informan sebanyatujuh informanyang terdiri dari
a. Hakim Pengadilan Agama Jember
b. KepalaBidang Perlindungan AnadRP3AKB Kabupatenlember
c. PihakKecamatanlenggawah
d. StafKUA Kecamatan Jenggawah
e. StafDesa Cangkring
f. Ketua RW 1Desa Cangkring
g. KetuaRT 3 Desa Cangkring
. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi pustaka,
sebagai penunjang untuk menjawatn anenafsirkan hasil dari data primer.
Adapun sumber data sekunder yakerupa buku, peraturan perundang
undangan dardata dari tempat penelitian. Pada penelitiann peneliti
menggunakan bukbuku dan undangndang yang berkaitan dengan
masalah peneldn sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaita
dengan perkawinaanak
. Data Tersier
Data ersier merupakan data yang menunjang dua sumber data diatas

sebagai petunjuk dan penjelas tambahan. Adapun data tersier yang
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digunakan yaitu kamus hukum, rkas besar bahasa Indonesia danmkiz
pendukung lainnyat
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian
karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan Aatgpun teknik
pengumpulan data yang digunakan oleh pénglitu sebagai berikut:
1. Observasi
Teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan teknik yang
digunakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek
penelitian.Penelitimenggunakan teknik observadzarticipant observation
Teknik ini peneliti pilih karena teknik ini memberikan ruang keppdaeliti
untuk dapatterlibat secara langsung kegiatan yang berkaiteengan
perkawinan anak. ®hingga teknik ini lebih efisien digunakan dalam
penelitian ini dengan mengatn permasalahan perkawinamak melalui
data yang peneliti dapatkan pada saat pra penelitian maupun pada saat
penelitian.
2. Wawancara
Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dengan tatap
muka secara langsung dengan sumber data, dimana terdapat pewawancara
yang mengajukampertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban
atas pertanyaan yang diajukan. Dari wawancara ini bertujuan

mengumpulkan keterangan secara langsung dari informan yang dituju.

54 Muhaimin, Metode Penelitian89-90.
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Adapun pada pengumpulan data, peneliti lebih menggunakan teknik
wawancaratidak terstruktur, karenaeknik ini memberikan keleluasaan
kepada peneliti dalam menggali data yang dibutuhkasesuai dengan
jawaban dari informan Adapun yang ingin diperoleh peneliti dari
wawancara ini yakni untuk memperoleh data tentang permasalahan yang
diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung tertuju pada subjek penelitian tetapi melalui doktanknomen
tertulis dalam pengumpulan data. Teknik ini dilakukan untuk
mengumpulkan dokumen yang dapat dikumpulkagh gbeneliti baik dari
peraturan perundang undangan, jurnal, buku dan dokumen lainnya yang
mendukung pengumpulan data untuk menemukan fakta fakta yang
berhubungan dan terjadi #iabupaten Jembeerkait implementasi surat
edaran yang ada terhadap faktor dampak dari pdsawinananak®>®

F. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian inipeneliti menggunkan teknik analisis data yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni kegiatan pengumpulan data
yang penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung seihgs vy
interaktif. Berikut beberapa teknik analisis menurut Miles dan Huberman,

antara lain

55 Muhaimin, Metode Penelitian95-97.
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1. Pengumpulan Datdata Collection
Pengumpulan data adalah suatu kegiatan pengumpulan data pertama
atau mentah yang dikumpulkan dalan suatu peneliBamgumpulan ata
ini dilakukan melalui kegiatan peneliti di lapangan dengan menggunakan
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data@ata Reductioh
Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan jumlah
yang banyak memerlukan pencatatan setaith dan rinci, maka dari itu
diperlukan analisis melalui cara mereduksi data. Reduksi data adalah
kegiatan analisis dengan cara merangkum, memilah dan memilih hal yang
utama,dan memfduskan kepada hal yang pentinggh8igga pembahasan
tidak keluar dar permasalahan peneliti. Dengan mereduksi data dapat
mempermudah peneliti dalam melihatdzaran data yang lebih jelas.
3. Penyajian Datal§ata Display
Proses selanjutnya setelah data direduksi yaitu melakukan kegiatan
penyajian data. Pada penelitian kulft data yang disajikan dalam bentuk
uraian singkat, bagan dan keterkaitan antar kategori dan sebagainya.
Adapun penyajian data ini bertujuan mempermudah dalam memahami apa
yang terjadi pada objek penelitian dan apa yang telah ditemukan, selain itu
memuchhkan pada perencanaan kegiatan selanjutnya dari apa yang sudah
dipahami. Selanjutnya peneliti akan menganalisis dan mengkaji data yang

sudah disajikan dengan teori yang sudah ditentukan vyaitu tentang
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implementsi Segub Jatim No. 474/2021 dalam menekanaapgiawinan
anak di Kabupaten Jember
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Proses terakhir dalam analisis data yang disampaikan Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan
kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuaru bgng
sebelumnya belum ada. Temuan dapat bemgskripsi atau gambaran
objek yang sebelumnya masih samar dan kemudian setelah thtelitan
tersebut menjadi jelas.

Dengan demikian dari kesimpulan penelitian kualitatif dapat
menjawab rumusan masalah gamsudah dirumuskan sejak awal oleh
peneliti, akan tetapi melihat rumusan masalah pada penelitian kualitatif
dapat berkembang setelah penelitian di lapangan, maka kesimpulan ini juga
belum dapat dikatakan menjawab atau masih bersifat sementara. Pada
penarikan kesimpulan, peneliti mengambil dari data yang sudah
dikumpulkan dan selanjutnya diverifikasi atau diuji kebenarafhya.

G.Keabsahan Data
Pada bagian keabsahan data berisi usaha yang akan dilakukan oleh
peneliti dalam memperoleh keabsahan data dari hasliae di lapangan.
Adapun keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui
teknik triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu bagian terpenting dari

penelitian kualitatif. Triangulasi adalah pengecekan atau pemeriksaan

56 Bachtiar,Metode Penelitian HukuifTangerang: UNPAM Press, 2018), 171.
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keabsahan data yamgemanfaatkan sesuatu yang lain seperti sumber, metode,
penyidik dan teori. Adapun penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi
yaitu triangulai sumber dan triangulasi teknik
1. Triangulasi Simber
Triangulasi sumberadalah pengujian kredibilitas dataang
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh derajeeb
sumber. Terdapat beberapa cara dalam penggunaan triangulasi sumber
yakni:
a. Membandingkan dari apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan
b. Membandingkan dan mengecek suatu inf@imgang diperoleh dan
disapaikan dari informan yang satu dengan informan lainnya
c. Membandingkan dari hasil wawancara dari data yang sudah didapatkan.
2. Triangulasi Eknik
Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk
membandingkan informasi dari sudypandang teori yang berbeda.
Triangulasi teknikdilakukan dengan mengecek kebenaran dari beberapa
teori yang didapt peneliti baik dari perundanmdangan dan peraturan
lainnya Triangulasi teknikmenggunakan teknik pengumpulan data yang
berbedabeda untlh mendapatkan data dari sumbang sama. Dalam hal

ini, peneliti menyandingkan data yang diperoleh dalam probesrvasi,
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wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu
untuk mendapatkan sebuah kesimpiifan
H. Tahap-Tahap Penelitian
Penelti pada bagian ini akan menjelaskan tantang apa saja tahapan
yang akan dilakukan selama penelitian. Tate@p penelitian adalah
serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk dapat
menyelesaikan proses penelitia Adapun tujuannya agar memindan
pelaksanaan dalam penelitian yang terarah dan sistematis. Dalam bagian ini
pula, peneliti menguraikan rencana penelitian yang akan dikerjakan. Adapun
tahapannya dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Tahapan Pra Lapangan
Pada tahap ini peneliti lebih terdahulumeatukan masalah terbaru
apa yang akan diteliti, penentuan lokasi penelitian, penentuan judul
penelitian, penyusunan proposakerta seminar proposalmenentukan
informan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, mengumpulkan
bahan pustaka pendukung dan guens surat perizinan penelitian kepada
lembaga terkait.
2. Tahap Penelitian Lapangan
Dalam tahap ini, peneliti terjun pada lokasi yang menjadi tempat
penelitian dari masalah yang diangkat. Tahap ini peneliti melakukan
pengumpulan data di lokasi dengan kegiapengumpulan data berupa

observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dari data yang

57 Andarusni Alfansyur dan MariyaniiSeni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik,
Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosiilynal Kajian, Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Sejaiabl. 5, No. 2, (December 202049.
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terkumpul, peneliti melakukan pemilahan data yang sesuai dengan masalah
yang menjadi fokus penelitian. Dari pemilahan data, peneliti masuk pada
proses analisis datiengan tahapan analisis yang telah ditentukan.
. Tahap Akhir Penelitian

Setelah peneliti menyelesaikan tahapan penelitian lapangan dan
mendapatkan hasil yang diteliti, selanjutnya yaitu melakukan konsultasi
kepada pembimbing, melakukan revisi dan melaksamakljian akhir

skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian
Penelitian ini berfokus pada implement&agub Jatim No. 474/2021
dalam upga menekan angka perkawinanak di Kabupaten Jember. Topik
"Implementasi  Surat Edaran  GubernurJawa  Timur  Nomor
474.14/810/109.5/2021 dah Menekan Angka PerkawinarAnak di
Kabupaten Jember" memusatkan perhatian pada pelaksanaan kebijakan
pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kasrkagvinananak. Objek
penelitian dalam pendekatan ini mengakerbagai aspek yang terkait dengan
proses implementasi kebijakan, ak&ktor yang terlibat, faktefaktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, serta konteks
sosial di wilayah Kabupaten Jember.
1. Kebijakan Sebagai Objek Utama
Segub Jatn No. 474/202Derisi arahan dan strategi uktmenekan
angka perkawinamanak. Surat edaran ini juga berisi pedoman dan arahan
bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk bersama
sama menegah terjadinya perkawinaranak. Penelitian ini kan
menganalisis:
a. Isi kebijakan: program dan sasaran yang terkandung dalam surat edaran.
b. Tujuan kebijaka: menekan angka perkawinanak melalui sosialisasi,

pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum.

52
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c. Strategi implementasi: langkdangkah konkret yangdilakukan
pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan ini di Kabupaten
Jember.

2. PihakPihak yang Terlibat
Pelaksanaarsegub Jatim No. 474/202idak terlepas dari peran
peran para implementor kebijakan sebagai tonggak penegakan kebijakan
yang telah dirmuskan. Dalam hal ini, pihgkihak yang terlibat meliputi:

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Jember, melalui duiags terkait seperti
Pengadilan AgamaDP3AKB, Seluruh Camat di wilayah kecamatan,
seluruh Lurah atau Kepala Desa di wilayah keluradtau desa, dan
KUA, menjadi pelaksana utama kebijakan ini. Adapun peran pemerintah
daerah dalam implementasi surat edaran ini meliputi:

1) Bertanggung jawab atas penerbitan izin permohonan dispensasi
kawin.

2) Bertanggung jawab atasggram pencegahan perkawiramak.

3) Melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

4) Mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat kecamatan dan
desa/kelurahan.

5) Menyediakan program pendukung seperti pelatihan keterampilan
untuk anakanak usia sekolah.

6) Berperan dalam membatasi dan nmgni permohonan dispensasi

kawin.
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b. Masyarakat
Masyarakat sebagai objek utama dalam implementasi surat edaran
ini menjadi target utama dalam penelitian ini. Hal ini karena masyarakat
merupakan pihak yang dituju dalam perumusan serta pelaksanaan surat
edaran mi. Kelompok masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini
meliputi:

1) Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memegang pengaruh besar
dalam budaya setempat.

2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial yang
memiliki peran dalam memberikan edukasindadvokasi kepada
masyarakat serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan program
di lapangan.

3. Tantangan dan Peluang

Kabupaten Jember memiliki karakteristik sosial, budaya, dan
ekonomi yang beragam, yang menjadi konteks penting dalam penelitian ini.
Penelitan ini akan mendalami bagaimana konteks sosial ini memengaruhi
implementasi kebijakan, baik sebagai faktor pendukung maupun
penghambat.
a. Budaya Lokal: Masih adanya norma sosial dant gdag mendukung

perkawinaranak di beberapa wilayah.

b. Ekonomi: Tingkat kmiskinan yang relatif tinggi di beberapa daerah,

yang sering menjadaktor pendorong perkawinan anak
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c. Pendidikan: Tingkat pendidikan yang bervariasi, dengan angka putus
sekolah yang cukup tinggi di beberapa wilayah, terutama di daerah
pedesaan.

4. Konteks ®sial Kabupaten Jember

Kabupaten Jenmdy adalah sebuah wilayah kabupaten yang
merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember
berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke
arah selatan sampai dengan Samudera IndmnBsilam konteks regional,
Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai
salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi ke dalam 31
kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkunddd BRW dan
13.786 RT. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020
jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.536.729 jiwa, jumlah
penduduknya mencapai 2.536.729 jiwa dengan luas wilayah 3.306,689 km?2
dan sebaran penduduk 770 jiwa/kpi2.

Kabupaten Jember memiliki kontribusi ekonomi yang didominasi
oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) menunjukkan pertumbuhan yang stabil, meskipun beberapa

sektor seperti pariwisata dan manufaktur masih berkemiedda tahun

pPemerintah Kabupaten J ®imds KomunikdsiSdar lafgrraatike Pandan
Kabupaten Jembed1 Desember, 2024itps://www.jemberkab.go.id/selayapandang/Diakses
pada 12 Januari 2025.

®Pemkab Jember, fALuas Wi Diaag Komunikasirdandnformatiken Pendud
Kabupaten  Jember 11 Desember, 2024, https://www.jemberkab.go.id/selayang
pandang/pendudukDiakses pada 12 Januari 2025.
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2024, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,44%, dan Indeks Harga Konsumen
(IHK) berada di angka 106,52. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang
dan jasa di wilayah tersebut cukup stabil, mencerminkan kondisi ekonomi
yang tidak mengalami gejol&R.

Kabupaten Jember memiliki fasilitas pendidikan yang cukup
memadai dengan lebih dari 1.800 fasilitas untuk pendidikan anak usia dini
(PAUD), 1.300 SD/MI, 500 SMP/MTs, dan 300 SMA/MA/SMK. Tingkat
partisipasi sekolah untuk kelompok usidZ tahun mencapai 090, tetapi
angka ini menurun pada jenjang usia lebih tinggi, sepefli8l&ahun yang
hanya sebesar 67,48%. Tingkat melek huruf untuk penduduk usia 15 tahun
ke atas adalah 84,78%, tetapi sekitar 15,22% penduduk masih menghadapi
masalah buta hurGt.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan
tersebut diimplementasikan di Kabupaten Jember, salah satu daerah dengan
tingkat kasus perkawinan anak yang cukup tinggi di Jawa Timur. Data yang
disajiken mencakup angkperkawinananak serta upaya pemerintah daerah
yang telah dicapai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penyajian dan analisis data ini
melibatkan kombinasi data kuantitatif, seépangka jumlah dispensasi kawin

serta dat&ualitatif dari wawancara dan observasi lapangan. Melalui penyajian

60 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jemb@bupaten Jember dalam Angka 20@émber:
Badan Pusat Statistik Jember, 2024), 12.

61 Rizgi B vi ah, iPotret P e nRadard iJdmben 2 duli, 201% mber ,
https://radarjember.jawapos.com/opini/791095415/pateeididikandi-jember Diakses pada 12
Januai 2025.
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data yang terstruktur, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai efektivitas kebijakan adal menekan angka
perkawinaranak di Kabupaten Jember.
1. Data Kuantitat
Penyajian data kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran
empiris mengenai skala permasalahan dan menjadi dasar untuk
menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapaata ini berasal dari
data statistik dan informasi yang didapat dari progeeittian lapangan dan
wawancara. Berdasarkan data yandagatkan, angka perkawinamak di
Kabupaten Jember dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 4.1

Angka Perkawinan Anak Kabupaten Jember
Tahun 2022024

ANGKA PERKAWINAN ANAK
KABUPATEN JEMBER

w2020 m2021 w2022 w2023 m2024

™~

r =T
==
r —
(2]
Ty}
Ty}
Ty}
—
—

PENGAJUAN DISKA DISKA KAWIN

1461
1417
1395
1362
1379
1364
1295
1066
1185
1286

971

418

Sumber: Dokumen éhgadilan Agama Jember dan DP3AKB Kabupaten Jember
Tahun 2022024

62 Ahmad Yani,Evaluasi Kebijakan Publik di Indonesfdakarta: Pustaka Cendekia, 2020), 45.
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Berdassarkan data ini, perkawinamanak di Kabupaten Jember
mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga tahun
2024. Data ini dikelompokkan berdasarkan pengajuan mkgge kawin
(diska) yang didapat dari pengajuan permohonan diska di Pengadilan
Agama Jember, data diska yang didapat dari perkara permohonan diska
yang diputus di Pengadilan Agama Jember, dan data kawin yang didapat
dari data pemohon diska yang melaksanagarkawinan berdasarkan data
dari DP3AKB Kabupaten Jember.

a. Pengajuan Diska
Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020 terdapat 1.461 pemohon
diska yang mengajukan permohonan diska di Pengadilan Agama Jember.
Tahun 2021 terdapat 1.417 permohonan dan tegadurunan sebesar
3,1% atau 44 permohonan. Selanjutnya, pada tahun 2022 terdapat 1.395
permohonan yang menunjukkan adanya penurunan dari tahun
sebelumnya yaitu sebesar 1,6% atau 22 permohonan. Kemudian pada
tahun 2023 terdapat 1.362 permohonan. Angka smumjukkan adanya
penurunan sebesar 33 permohonan atau sebesar 2,4% dari tahun
sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat 559 permohonan yang
berarti terdapat penurunan sebesar 59% atau 803 permdfonan.
b. Diska
Berdasarkan data yang telah disajikan, padan 2020 terdapat

1.422 permohonan diska yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember.

8Pengadilan Agama Jem dan DP3AKB Kabupaten
2

ber
2020202 4 0, 24 Desember 024.

J
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Pada tahun 2021 terdapat 1.379 putusan yang menunjukkan penurunan
sebesar 3,1% atau 43 putusan. Tahun 2022 terdapat 1.364 putusan. Pada
tahun ini terjadi penurunan kasdéska sebesar 15 kasus atau 1,1%.
Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 1.295 putusan, hal ini
menunjukkan penurunan angka diska sebesar 69 kasus atau 5,1%.
Kemudian pada tahun 2024 terdapat 418 putusan yang menunjukkan
penurunan kasus sebesar 67,8% ataukgsus?
Kawin

Pada tahun 2020 teadat 1.066 kasus perkawinamak yang
terjadi di Kabupaten Jember. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 1.185
perkawinan. Pada tahun 2021 terjadnaikan angka perkawinaamak
sebesar 119 kasus atau 10,1%. Kemudian pdan 2022 telapat 971
kasus perkawinaanak yang menunjukkan penurunan angka perkawinan
sebesar 214 kasus atau 18,1% dari tahun sebelumnya . Tahun 2023
terdapat 1.286 kasus dan menunjukkan adanya kenaikan kembali sebesar
24,5% atau 315 kasus. Sedangkadatahun 2024 terdapat 115 kasus.
Dimana pada tahun 2024 ini, terdapat penurunan kasus yang signifikan
sebesar 1.171 kasus pavknananak atau penurunan sebesar 9151%.

Jika dianalisis lebih lanjut, angka pengajuan perkara diska di

Pengadilan Agama Jembedengan angka perkara yang dikabulkan untuk

mendapatkan penetapan diska mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya.

Adapun fluktuasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

4P A
5P A

Jember dan DP3AKWBIi d&ambAmak di,Da2é4 Pes&mber

20

Jember dan DP3AKB Jember, fiData Per kawi nan
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Tabel 4.2
Perbandingan Angka Pengajuan DISKA dan Angka DISKA di Kabupaten Jember
Tahun 20202024

Pengajuan . Prosentase Prosentase
Tahun | " SO | DISKA | Ditolak | [ i 2 Ditolak
2020 1461 1442 | 19 98.70% 1,30%
2021 1417 1379 | 38 97.32% 2 68%
2022 1395 1364 | 31 97.78% 2.22%
2023 1362 1295 | 67 95.08% 4.92%
2024 559 418 | 141 74.78% 25 220

Sumker: Dokumen Pengadilan Agama Jember dan DP3AKB Kabupaten Jember Tahun
2020-2024.
Angka pengajuan diska menunjukkan jumlah masyarakat usia

dibawah 19 tahun yang ingin melaksanakan perkawinan dengan
mendapatkan dispensasi kawin karena tidak memenuhi batasahusia
perkawinan. Sedangkamgkadiska merupakan angkamng menunjukkan
jumlah perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan agama
untuk mendapatkan izin melaksanakenkawinan di bawah umur.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 202sgmtase pengajuan
diska yang dikabulkan mencapai 98,70% dan perkara yang ditolak mencapai
1,30%. Kemudian pada tahun 2021 terdapat penurunan perkara dan
prosentase, yakni 97,32% perkara dikabulkan dan 2,68% perkara ditolak.
Pada tahun 2022 terjadi lonjakakembali dengan 97,78% perkara
dikabulkan dan 2,22% perkara ditolak, selanjutnya pada tahun 2023 terjadi
penurunan kembali di angka 95,08#rkara dikabulkadan 4,92% perkara
ditolak. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada
angkar4,78% perkara dikabulkan dan 25,22% perkara ditolak.

Berdasarkan data tersebut, prosentase perkawinan anak di Kabupaten

Jember masih dalam angka yang cukup tinggi yakni diatas 50%. Sehingga
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dari hal ini dibutuhkan langkah preventif dalam mencegah peneananak
salah satunya dengan membuat regulasi lokal pencegahan perkawinan anak
serta programprogram pencegahan perkawinan anak sebagaimana
himbauan dalam Segub Jatim Nomor 474 Tahun 2021.

2. Data Kualitatif

Fenomena perkawinaanak di Kabupaten Jember tidh&nya bisa
dilihat dari angka statistik, tetapi juga data kualitatif yang didapat dari
penelitian lapangan kepada masyarakat melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi dengan berdiskusi bersama ppib&k terkait seperti
pengadilan agama, DP3AKB, pihliecamadn, pihak kelurahan/desa, pihak
KUA, organisasi masyarakat atau tokoh masyarakat, serta pengurus
lingkungan seperti RT dan RW.

Data kualitatif ini berfungsi sebagai alat untuk memahami lebih
dalam tentang kondisi yang sebenarnya dialami olehekupgnelitian,
termasuk tantangan yang menghambat pelaksanaan kebijakan untuk
mencegah perkawinan ditfiAdapun data kualitatif yang telah didapatkan
dari penelitian lapangan ini sebagai berikut:

a. Regulasi Pencegahan Perkawinamak di Kabupaten Jember
Melalui penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan observasi dan
wawancara kepada pihgkhak terkait yang bertujuan untuk

mengeksplorasi macamacam regulasi lokal di Kabupaten Jember

% Dyah Ayu Puspitaningtyas, Ane Permatasari,
Perkawinan Pada Usia Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, PertinduAga duknal ,
Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Muhammadiyah Cireb@iume XVII Nomor
1, Januariuni (2023) https://ejournal.umc.ac.id/index.php/SFEK/ar/view/3860/2075
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dalam mencegah perkawinan anak. Melalui wawancara dengan berbagai
pihak, ermasuk pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, dan lembaga
lain yang terlibat langsung, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang
komprehensif mengenai penerapan regulasi tersebut.

Pada tanggal 30 Desember 2024, peneliti melaksanakan
wawancara kepada Bdp®rs. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku Kepala
Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember terkait regulasi
pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Beliau menjelaskan
bahwa pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember mulanya tidak
mendapat pdatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Jember, hal ini
dikarenakan beberapa hal seperti kurangnya koordinasi dan kondisi
birokrasi yang kurang mendukung. Namun, pada masa kepemimpinan
beliau, terdapat tindak lanjut terkait permasalahan ini. Dalam waveanca
tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Awal saya menjabat tahun 2021, kita mulai berkoordinasi dengan

stakeholder dan teraya ada SE gubernur (Segub Jatim No.

4742021). Kemudian kita lanjuti dengan SE bupati tahun 2021

tentang penamhan perkawinan anakSurat Edaran Bupati

Jember No. 474 TahuR021). Nah setelah ada SE, maka kami

bertambah kuat untuk melaksanakan sosialisasi advokasi. Tapi

tidak mendukung adanya pencegahan perkawinan anak secara
kuat. Nah baru kuatnya adalah di surat edaran bupaangen
dispensasi kawin (SE Bupati Jember No. 474 Tak@4) yang
menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

2019%7

Pada wawancara tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa

terdapat anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jember yang bersinergi

67 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.
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dengan Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) untuk
program sosialisasi dan advokasi pencegahan perkawinan anak di
Kabupaten Jember. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan
pencegahan perkawinan anak melalui program dan regulasi yang ada di
Kabupaen Jember. Wawancara tersebut berisi:
Ada anggaran sosialiasi dan advokasi termasuk kami bersinergi
dengan Bapeda dimana Bapeda juga ada anggaran yang bisa kita
gunakan untuk pencegahan perkawinan anak. Termasuk membuat
draft peraturan bupati tentang pegakan perkawinan anak yang
sekarang posisinya ada di Jawa Timur masih menunggu ijin.
Kemudian pembuatan rencana aksi daerah (RAD) tentang
pencegahan perkawinan anak dan SOP (Standar Operasional
Prosedur) tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
Nah sebelumnya kami juga punya Perda Kalampé&ayak Anak
(Perda Jember Nol Tahun 2023) yang didalamnya terdapat
klausul pencegahan perkawinan affak.
Perda Jember No. 1 Tahun 20@3tang KLA merupakan salah
satu upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalamciptakan wilayah
yang ramah terhadap anak dengan berbagai upaya yang berpihak pada
anak, salah satunya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, terdapat
regulasi turunan dari perda ini sebagai tindak lanjut Pemerintah
Kabupaten Jember dalam mewujudkan Wadten Jember sebagai
kabupaten layak anak yakni melalui pembentukan Tim Gugus Tugas
Kabupaten Layak Anak melalui Keputusan Bupati Jember Nomor

188.45/182/1.12/2022 Tentang Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak

Anak Kabupaten Jember Tahun 20226.

68 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.
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Pembentukaiim Gugus Tugas KLA ini berlandaskan pada Pasal
11 Perda Jember No. 1 Tahun 20&&ana dalam pasal ini Pemerintah
Kabupaten Jember memberikan amanat kepada Bupati Jember untuk
membentuk gugus tugas KLA melalui keputusan bupati. Menurut Bapak
Joko Sutriswanto pembentukan Tim KLA ini merupakan bentuk
pengawalan terhadap cit#ta Kabupaten Jember menuju kabupaten
layak anak di Jawa Timur. Beliau menuturkan:

Dalam mendukung citaita Kabupaten Jember sebagai kabupaten

layak anak. Kabupaten Jember membentulgus Tugas KLA

dengan Keputusan Bupati tentang KLA (Keputusan Bupati

Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022). Dari ini, banyak muncul

desadesa yang mulai bisa membuat regulasi dan menjadikan

desanya menjadi desa layak anak. Ada 4 desa yakni Harjomulyo
yang 203, Sukogidri, Dawuhan Mangli, dan Lembengan. Yang

2024 itu Pontang, Kesilir, Pantempuran, dan C&kru.

Kemudian pada kesempatan lain, pada tanggal 17 Desember 2024
peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Mafida, S.Sos.l yang
merupakan Staf Administrasi Kamatan Jenggawah dan merupakan
Sekretaris PKK Kecamatan Jenggawah. Beliau menjelaskan bahwa
terdapat kaitan erat antara pencegahan perkawinan anak dan penurunan
stunting. Kedua hal tersebut merupakan dua hal yang saling
mempengaruhi, dimana pencegahan kaernan anak merupakan
langkah masif dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Jember.
Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Pencegahan perkawinan anak merupakan langka masif

pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Peran pemerintah
dalam menurunkan stunting ada banyak, melalui program dari

69 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.
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puskesmas, sosialisasi, kemudian juga melalui perbup tentang
stunting (Perbup Jember Nomor 49 Tahun 2021). Selain itu, pihak
kecamatan se Kabupaten Jember juga diminta untuk membentuk
Satgas Stuntingi tiap Kecamatan. Kalo tidak salah, instruksi ini
dasarnya keputusan bupati tentang satgas stunting (Keputusan
Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024) ada juga keputusan
ketua satgas kabupaten (Keputusan Ketua TPPS Kabupaten
Jember Nomor 1/TPRRAB.JEMBER/2024)"°

Disamping adanya program pembentukan Tim Percepatan
Penurunan Stunting, Kabupaten Jember juga membentuk Dssa
Perkawinan Anak yang merupakan desa yang seluruh jajaran
pemerintahannya berkomitmen untuk melakukan pencegahan perkawinan
anak da pencegahan stunting terintegrasi. Menurut Bapak Joko
Sutriswanto, beliau menjelaskan:

Mereka punya komitmen untuk menjadikan desa mereka nol

perkawinan anak melalui program program yang ada. Meskipun

dalam kenyataannya sulit, tapi yang penting komitmanity

dapet. Alhamdulillah tahun 2023 dan 2024 mulai ada peningkatan
desadesa yang bisa mandiri untuk mengurus desa mereka dari
perkawinan anak dan stunting. Tahun 2024 ini pemerintah merilis
desadesa yang mulai mampu untuk berkomitmen menjadikan

desa meeka nol perkawinan anak. Meskipun tidak semua desa di

Jember ini yang masuk dalam data tersebut, tapi setidaknya sudah

ada contoh yang bisa kemudian menjadi awal mula desa lain bisa

bangkit. Kalo data desgesa itu ada di SK Bupati (Keputusan

Bupati JembeNomor 188.45/101/1.12/2024), nanti saya kiffm.

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2024, peneliti
melaksanakan penelitian lapangan kepada Bapak Iwan Hadi Purwanto
selaku Staf Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

terkait program dan retasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten

Jember. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa di Desa

70 Mafida, diwavancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.
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Cangkring terdapat 2 program utama pencegahan perkawinan anak dan

stunting. Program tersebut berupa pembentukan Tim Pendamping

Keluarga (TPK) da Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum Anak

(PIK-R FA). Beliau menjelaskan:

Di Desa Cangkring ini terdapat tim yang bergerak di pencegahan
perkawinan anak dan stunting. Ada TPK sama-RIKA. Kalo

TPK itu anggotanya dari bidan, TPPK, PKK, sama Padyan
Kalau PIKR FA itu dari kesehatan, PUSPAGA, sama desa. Nah
TPK itu ada SK dari Kadesnya (Keputusan Kepala Desa
Cangkring Nomor 06/35.09.16.2008/2022) mas, kalau-RIRA

dari Instruksi Bupati (Instruksi Bupati Nomor 10 Tahun 2021).

Tabel 4.3
Jenis Rgulasi Lokal Kabupaten Jember

No

Jenis Regulasi

1)

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun
Tentang Kabupaten Layak Anak

2)

Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Ter
Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabu
Jember

3)

Instruksi Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 Tenl
Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Kons
Remaja (PIKR) dan Forum Anak

4)

Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/
Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

5)

Surat Edaran Bugii Jember Nomor 474/196/35.09.317/2(
Tentang Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabu
Jember

6)

Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 Ter
Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Je|
Tahun 2022026

72 lwan Hadi Purwanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.
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Keputusan Bugti Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024 Tent
7) | Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember No
188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan Sti
Tahun 2024

8) | Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 Ter
Tim Percepatan Penurunan Stagti

Keputusan Ketua TPPS Kabupaten Jember Nomor 1/
KAB.JEMBER/2024 Tentang Tim Percepatan Penuru
Stunting Kecamatan Seabupaten Jember Tahun 2024

9)

Keputusan Kepala Desa Cangkring Nomor 06/35.06.2018/
10) | Tentang Pembentukan Tim Pendamping lukega Dese
Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember 1
2022.

b. Pragram Pencegahan Perkawirnamak di Kabupaten Jember

Melalui regulasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten
Jember dalam rangka upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten
Jember. Pemerintah Kabupaten Jember juga membuat sejurotghrmpr
pencegahan perkawinaanak dengan berkolaborasi dengan berbagai
sektor baik swasta maupun pemerintahan dengan tujuan untuk
memperkuat dan mendukung implementasi progpamgram yang telah
dibuat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, peneliti
menemukan beberapa program yang berhubungan dengan upaya
pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Program tersebut
diantaranyapertama, sosialisasi pencedpan perkawinamnak ersama

lintas sektor. Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui
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pihak kecamatan berkolaborasi dengan pibidlak yang memiliki
kontribusi pentingdalam pencegahan perkawinamak. Program ini
diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah tingkesankatan dengan
mempertimbangkan kondisi masintasing daerah yang berhubungan
dengan budaya, tingkat pendidikan, kesehatartasangka kasus
perkawinaranak.

Peneliti melaksanakan penelitian lapangan di Kecamatan
Jenggawah yang merupakan kectanadengarkasus perkawinaanak
tertinggi ke dua di Kabupaten Jember dengan 9 kasus atau 7,83% pada
tahun 20243 Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu
Mafida, S.Sos.I yang merupakan Staf Administrasi Kecamatan
Jenggawah dan merupakan SekretarisKk PKecamatan Jenggawah.
Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Masyarakat yang melaksdd seperti itu (perkawinaamak) kan

biasanya anak desa santri belum genap 20 tahun. Cuman untuk

pencegahannya kita memprogramkan untuk mensosialisasikan
kegiatan bersama lintas sektor dari kesehatan (kepala dokter
puskesmas), dari KUA, dari sekolah SMP SMA, dari guru BK,

santri ataupun siswanya, pengurus pondok ataupun pengasuhnya.

Kegiatan ini penekannya bukan lagi pada orangtua tapi kepada

anakanak baganana kita menguatkan remajanya. Kalo

remajanya kuatin syaa Alah dorongan orangtua untuk
menikahkan anaknya secara dini juga akan semakin réhdah.

Kedua, Program Cegah Perkawinan Anak (Cepak), yang

diselenggarakan oleh kelompok Pemberdayaan dan Kesephte

Keluarga (PKK). Program ini merupakan program yang dilaksanakan

73 Joko Sutriswanto fiPencegahan Perkawinan Anald D i sam pedan acarek Training Of
Trainer (TOT) Fakultas Syariah UIN Khas Jember, UIN Khas Jember, Jawa Timur Indonesia, 5
Juli, 2024.

"*Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.
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mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga
keluarahan/desa. Ibu Mafida selaku sekretaris PKK Kecamatan
Jenggawah menuturkan bahwa:

Kebetulan sendiri ini merupakan prograraridPKK, PKK dari

PKK provinsi, kabupaten, kecamatan sama desa harus

memprogramkan yang namanya juga CEPAK (Cegah Perkawinan

Anak). itu sudah kami laksanakan yang berdasar pada anggaran

kecamatan Jenggawéh.

Ketiga, Monitoring dan Evaluasi bersama Wakiletda Tim
Penggerak PKK Kabupaten. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang
dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk evaluasi dan
pengarahan kembali terkait program pencegahan perkawinan dan
stunting di Kabupaten Jember. Program ini diikuti oleh selkrlompok
PKK di Kabupaten Jember dan dipimpin oleh Tim Penggerak PKK
Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaannya, Ibu Mafida menjelaskan
bahwa:

Bersama dengan DP3AKB kegiatannya adalah Monitoring dan

Evaluasi dari Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten

yang membahas secara tuntas tentang pencegahan perkawinan

anak. dalam kegiatan ini mas, kami (kelompok PKK)
dikumpulkan untuk membahas lebih lanjut terkait program

pencegahan perkawinan dan stunting yang telah dilaksanakan di

masingmasing kecamatan. Kemariterakhir dilaksanakan di

Kecamatan Ambulu yang dihadiri oleh DP3AKB provinsi sebagai

narasumberny&

Keempat Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting

(TPPS). Pembentukan tim percepatan penurunan stunting ini sejalan

dengan Peraturan Bupati Nomor Z@hun 2021 Tentang Percepatan

75 Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.
"6 Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.
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Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember dan merupakan
salah satu upaya mendukung penurunan stunting di tingkat kecamatan
dan kelurahan/desa. Menurut lbu Mafida, kepengurusan TPPS ini
tersusun atas beberapa kompmnenulai dari jajaran Musyawarah
Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari camat, kepolisian, TNI
dan aparatur pemerintahan lainnya, juga dari unsur kesehatan seperti
dokter, bidan dan ahli gizi serta pengurus PKK kecamatan dan
kelurahan/desa.

Kaitanrya sama perkawinananak ini juga ada program

pencegahan stunting yang tergabung dalam TPPS (Tim

Percepatan Penurunan Stunting). Kepengurusannya ada dari

Muspika yang terdiri dari Camat, Polisi, TNI, dan lainnya, dokter,

bidan, gizi, termasuk juga PKK kecatan dan desA.

Kelima Program Bimbingan Perkawinan (BINWIN). Program
bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA masingsing kecamatan
yang dipimpin oleh Kepala KUA dan pegawainya. Program ini
memfokuskan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin
terhadap pentingnya membina rumah tangga yang harmonis serta
pendidikan mental dan spiritual. Terkait informasi ini, peneliti
melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Jenggawah pada tanggal 17
Desember 2024 dengan melakukan wawancara langsung kepada Bapak
Aris Cahyono, S.H. yang merupakan penghulu serta staf administrasi di

KUA Kecamatan Jenggawah. Beliau menuturkan bahwa:

Program Binwin ini merupakan program wajib yang harus dilalui
oleh calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Tidak

7 Mafida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.
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pandang buwl, dibawah umur atau tidak, semua wajib mengikuti.
Program ini tidak hanya menjadi upaya kami untuk memberikan
pemahaman kepada calon pengantin terkait bekal berumah
tangga, namun juga merupakan upaya kami kumhencegah
upaya perkawinamnak. baik melalupemahaman kepada calon
pengantin agar kuat secara mental dan spiritual, sehingga nanti
keturunannya tidak seperti dia yang melaksanakan perkawinan
dini. Namun juga mempersulit administrasi dalam pengurusan
perkawinan. Tau sendiri kan mas, kalo orang des#es kalo
perkara sulit sulit ginf®

Keenam Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Program ini
merupakan salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Jember yang
menangani masalah dispensasi kawin dan program pendampingan
masalakhmasalah keluarga baik elupa kekerasan, pendidikan, dan
kesehatan. Menurut Bapak Joko Sutriswanto, beliau menjelaskan:

PUSPAGA di Kabupaten Jember itu ada satu di tingkat kabupaten
disini tempatnya (DP3AKB Jember) yang tiap hari senin itu
melaksanakan pendampingan diska terugajypendampingan
masalahmasalah keluarga baik kekerasan, pendidikan dan lain
sebagainya. Ada juga kantor di depan SMP 1 yakni UPTD PPA
itu jJuga PUSPAGA. Yang 31 kecamatan itu ada di kecamatan
masingmasing’®

Tabel 4.4
Program Pencegahan Perkawinan Anakufaben Jember

No Jenis Program

1) | Sosialsasi Pencegahan Perkawirfamak Bersama Lintas Sekto

2)

Cegah Perkawinan Anak (CEPAK)

3) Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

8 Aris Cahyono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Desember 2024.
79 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Des@®p4.
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4) Bimbingan Perkawinan (BINWIN)

5) Pusat Pembelajaran Keluarga (FRA&RA)

6) | Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum
Anak (PIK-R FA)

7) Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK)

8) | Pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak {TG
KLA)

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencegahan Perkawinan Anak di

Kabupaten Jember

Pelaksanaan suatu kebijakan di suatu wilayah tentu terdapat hal
hal yang mempengaruhinya. Hal tersebut dapat berupa faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi penting untuk
digali lebih lanjut untuk mengetahui kgheksitas faktoffaktor sosial,
budaya, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember.
Untuk mengetahui hal ini, peneliti melaksanakan penelitian lapangan
melalui wawancara kepad pihakpihak terkait seperti pemerintah,
lembaga pemerintahan, serta pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan peneliti kepada Bapak
Joko Sutriswanto. Beliau menjelaskan bahwa faktor pendukung

pelaksanaan pencegahan perkawinark aind&abupaten Jember terletak
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pada kualitas SDM stakeholder pelaksana kebijakan dan regulasi yang
ada. Beliau menjelaskan bahwa:

Kalo faktor pendukungnya ya, alhamdulillah SDM di Jember itu
yang semua stakeholder termasuk perangkat daerah di Jember itu
gercep, bagus. Termasuk organisasi pemerintah provinsi yang ada
di Jember maupun pusat yang ada di Jember seperti pengadilan
agama, polres, dan kodim juga mau turut af¥dil.

Selain itu, Kabupaten Jember juga memiliki alokasi anggaran
terkait pencegahan pemkaman anak, baik dari pemerintahan maupun
dari organisasi kemasyarakatan maupun sosial. Dalam wawancara
tersebut, Bapak Joko menjelaskan:

Alhamdulillah, temertemen lembaga masyarakat itu seperti
Tanoker. Mereka bilang, O6Rak Joko
dipakai apa kir&k i r a ? 6 . Saya but uh sosi
perlindungan anak atau apapun namanya bagi desa. Saya sebagai
narasumber, mereka yang punya aggaran. Di jember Bégitu.

Namun, menurut Bapak Joko terdapat hambatan pelaksanaan
program dan regusa pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember.
Hambatan tersebut berasal dari kualitas SDM masyarakat Jember,
khususnya masyarakat daerah pesisir dan etnis madura. Beliau
menjelaskan bahwa:

Masyarakat kita itu masih sering mensalahartikan-ayat AF

Qur 6an. Saya di kasih data ol eh ket
Saya langsung coba cek langsung di lapangan. Ya gitu, mereka
mengatakan bahwa anak saya pacaran, kalo ndak saya nikahkan

kan saya dosa pak. Oke anaknya ndak boleh pacaran, mbok ya
anaknya digkolahkan. Ternyata anaknya nggak sekolah. Anak

pondok ditanyakan orang ya dikasihkan. Kalo ndak kata mereka

nanti di pondok malah pacaran, saya juga yang dosa pak. Kan ya

salah pemahamannya nfas.

80 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.
81 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.
82 Joko Sutriswanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.
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Bapak Joko juga menjelaskan bahwa disamping adanya kasalah
berfikir masyarakat desa. Terdapat faktor lain yang mendukung
perkawinan anak di Kabupaten Jember, yakni faktor kemiskinan.
Menurut beliau, faktor kemiskinan ini menjadi salah satu faktor utama
masyarakat Jember tidak bisa sekolah dan memilih untukkatedi usia
anak dan bekerja. Sehingga kemiskinan tersebut akan turun temurun
kepada analnaknya dan sulit untuk dientaskan. Beliau menjelaskan
bahwa:

Karena dulu bapaknya adalah orang miskin. Setelah bapaknya

miskin, maka anaknya tidak disekolahkan. Katanaknya ndak

sekolah, ketemu jodohnya yang kurang lebih pendapatannya 50

ribu 60 ribu. Itu kalo dikasihkan ke istrinya tidak semua, paling

separo. Sisanya dibuat dibeli rokok, pulsa, BBM. Akhirnya terus
mereka miskin dapat miskin menelorkan miskin, iyang
namanya kemiskinan struktural. Anaknya nanti punya anak lagi,
anaknya mesti ndak sekolah, terus beditu.

Kemudian, dalam pelaksanaan program dan regulasi pencegahan
perkawinan anak di Kabupaten Jember. Terdapat perbedaan persepsi
antara Pengadilan Agha sebagai lembaga yang mengadili perkara
dispensasi kawin dengan Pemerintah Kabupaten Jember utamanya dalam
halhal yang ada dalam SE Nomor 474 Tahun 2024 tentang Pelayanan
Diska di Kabupaten Jember. Dimana dalam SE tersebut, terdapat 3 surat

rekomendasiyang wajib dipenuhi oleh pemohon diska. Sedangkan

menurut Bapak Drs. Moh Hosen, S.H.,M.H. selaku hakim diska di

83 Joko Sutriswanto, diwawaarai oleh Penulis, Jember, 30 Desember 2024.
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Pengadilan Agama Jember dalam wawancara yang dilaksanakan pada
tanggal 24 Desember 2024, beliau menurutkan bahwa:

Kalo saya tidak wajib semuaayMereka tidak komitmen dalam
surat rekomnya. Jadi rekom dari psikolog bertentangan dengan
BKKBN. Rekom dari BKKBN itu semuanya siap nikah siap
hamil. Jadi ketidakselarasan antara rekekom itu
menunjukkan tidak adanya komitmen mereka. Mereka
menyatakanbahhwa surat rekom itu sebagai penentu diterima
tidaknya diska pemohon. Padahal kan rekom itu selanjutnya kami
saring. Wong hakim itu sifatnya independen kan. Tunduknya
hanya bisa ke Perma bukan SE Bupfati.

Dalam kesempatan lain, pada tanggal 20 Jar2@2b peneliti
juga melaksanakan penelitian kepada Bapak Hamid dan Bapak Khoir
selaku Ketua RT 02 dan RW 08 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawabh.
Dalam wawancara tersebut, peneliti ingin mengetahui implementasi SE
Gubernur Jatim No. 474 Tahun 2021 dalam arngk@ang menyebutkan
bahwa ketua RT dan RW dihimbau untuk melaksanakan pencegahan
perkawinan anak di lingkungannya. Dalam wawancara tersebut, Bapak
Khoir menjelaskan bahwa:

Saya tidak faham sama sekalasalah itu mas. Yang saya &ahi

tugas saya ya menjadeerukunan warga sama surat pengantar

saja mas. Kalo untuk pencegahan perkawinan anak ya ndak tau

saya mas. Apalagi yang katanya smean layak anak itu (Pasal 39

ayat (2) dan (3)Perda Jember No. 1 Tahun 20&htang RT
Layak Anak), tidak ada disini m&s.

84 Moh. Hosen, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24 Desember 2024.
85 Khoir, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2025.
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C. Pembahasan Temuan
1. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menanggapi Surat
Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai langkah
strategs untuk menanggapi Segub Jatim No. 202/ tentangupaya
menekan angka perkawinaranak. Pemerintah Kabupaten Jember
mengintegrasikan kebijakaé®egub Jatim No. 472021 dengan regulasi dan
program yang ada di Kabupaten Jember. Langkah ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi asmak dan
meminimalisir pengajuan permohonan dispensasi kawin di wilayah
Kabupaten Jember.

Selain itu, pengetatan prosedur pengajuan dispensasi kawin melalui
pengadilan agama telah mbantu membatasi perkawinasnak pada
beberapa kasus yang ada. Dalam hagl pemerintah Kabupaten Jember
memiliki beberapa regulasi dan program pencegahan perkawinan anak yang
terintegrasi dengaiegub Jatim No. 472021, yakni:

a. Kabupaten Layak Anak
Peraturan DaeralKabupaten JembeNomor 1 Tahun 2023
tentang Kabupaten Layaknak (PerdaJemberNo. 1 Tahun 2023)
merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Jember untuk mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, dan
mendukung tumbuh kembang anak. PeldabemMNo. 1 Tahun 2023 ini

disahkan pada 14 April 2023 dg@mn tujuan untuk mendorong
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penyelenggaraan pembangunan daerah yang responsif terhadap
kebutuhan anak.

Peraturan ini sejalan dengan upaya menjadikan Kabupaten
Jember sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang mengacu pada
sistem pembangunan berbasis hak adekgan melibatkan kolaborasi
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan
pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh, terencana,
dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen untuk melindungi hak anak dan
menciptakan lingkungan yang emdukung tumbuh kembang anak.
Pemerintah Kabupaten Jember melalui PaelabeMNo. 1 Tahun 2023
berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak melalui penguatan
perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembentukan
mekanisme pengawasan yarepih efektif. Hal ini termaktub dalam
beberapa pasal yang ada dalam perda ini yakni pada pasal 14 huruf c,
pasal 21 ayat 1, pasal 27 ayat 2 huruf b, dan pasal 46.

Pasal 14

c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri
atas indikabr:
1) pencegahan perkawinan anak;
2) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan
3) pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
4) pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD
5) standarisasi lembaga pengasuhan alteriokaitr;
6) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang péblik.

Pasal 21

86 SekretariatDaerah Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 ta
2023 tentang Kabupaten Layak Anak, Pasal 14 huruf (c).
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(1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan
minatnya;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia ;achak

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
pada anak’

Pasal 27
(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perunoalamgan yang
berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan lugéega dan

Pengasuhan Alternatif berupa:

b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga
anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya
permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta
terlindungi dari pornografi®

Pasal 46
Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
meliputi:
a. pencegahan perkawinan anak;
b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan
anak bagi orangtua/keluarga;
c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integré@AUD-HI);
d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang pa@blik.

Melalui Perda ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya
melaksanakan himbauan Gubernur Jawa Timur terkait pencegahan
perkawinan anak ang ada dalanBSegub Jatim No. 472021 Segub
Jatim No. 4741021 memuat 6 (enam) himbauan yang ditujukan kepada
pemerintah daerah mulai dari tingkat bupati/walikota hingga jajaran RT
dan organisasi kemasyarakatan. Dal&@wagub Jatim No. 472021
Angka 1, Gubernur Jawa Timur memerintahkan dan mengajak kepada

jajaran pemerintah kecamatan hingga RT untuk melakukan pencegahan

87 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 21 ayat (1).
88 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 27 ayat (1).
8 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 46 ayat.
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perkawinan anak dengan tidak memberikan dukungan baik tulisan
maupun lisan. Hal ini telah diatur dald®erda Jember No. 1 Tahun 2023
dalam Bab V tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah
yang terdir dari pasal 20, 21, 22 dan 23.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 20

1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
menghormati Pemenuhan Hak Anak tanpa mesakan suku, agama,
ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum,
urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memenuhi,
melindungi, dan menghormati Hak Anak.

3) PemerintalDaerah berkewajiban dan bertanggung jawab merumuskan
dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan
Anawk.

4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam
penyelenggaraan Perlindgan Anak di daerah.

5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan
melalui upaya daerah membangun KLA.

6) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia
dalam pegelenggaraan Perlindungan Anak.

7) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain
yang secara hukum bertanggung jawabadap anak.

8) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi
penyelenggaraan Perlindungan Anak.

9) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin
anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat
sesuai dengan usia dangkat kecerdasan andk.

Kewajiban Orang Tua/Wali dan Keluarga
Pasal 21
(1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya;

9% Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 20.
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c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena suatu sebab tidak dapat melakssn kewajiban dan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundanmdangar?

Tanggung Jawab Dunia Pendidikan
Pasal 22

1) Anak di dalam dan di lingkungan satuapendidikan wajib
mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis,
kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh
pendidik, dan tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau
pihak lain.

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pagat (1) dilakukan oleh
pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau
masyarakat?

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 23

1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan
Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Maakat dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi
Kemasyarakatan, Akademisi, Dan Pemerhati Afak.

Disamping kewajiban dan tanggung jawab teue diatas,
Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Bupati Jember juga
melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kecamatan dan
kelurahan/desa dengan memberikan instruksi terkait pembentukan daerah
ramah anak yang melindungi dan menjamin-hak anakDaerah ramah

anak ini terdiri dari keluarga ramah anak, RT dan RW ramah anak,

kelurahan/desa ramah anak, kecamatan ramah anak, pendidikan ramah

91Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 21.
92 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 22.
98 Sekda Jember, Perda Jember No. 1 tahun 2023, Pasal 23.
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anak, dan kesehatan ramah anak. Hal ini diatur dalam padaérg@
Jember No. 1 Tahun 203@ng berbunyi:

Ramd Anak
Pasal 39

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perunoslampgan yang
berlaku, Ramah Anak berupa kondisi non fisik suatu wilayah yang
meliputi :

a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan
anak seperti bertegur sapa dan membeainsal

. memilih dan menggunakan kakata bijak untuk anak;

kebiasaan memuiji anak;

. mengucapkan terimakasih;

e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
f.mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
g. memberi contoh habal yang baik dan positif.

(2) Sepanjang sesuaietentuan Peraturan Perundamglangan yang
berlaku, Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada lingkungan :

a. Rukun Warga,
b. Rukun Tetangga;
c. Desa/Kelurahan;

d. Kecamatan;

e.

f.

oo o

keluarga; dan
penyelenggaraan pelayanan sosial diantaranya pada bidang
pendidikan, kesehatan dan lainnya.

(3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan peruadaiangan yang
berlaku, Ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada lingkungan :

a. Keluarga Ramah Anak;

b. RT Ramah Anak;

c. RW Ramah Anak;

d. Desa/KelurahaRamah Anak;

e. Kecamatan Ramah Anak;

f. Satuan Pendidikan Ramah Anak;
g. Puskesmas Ramah Anak;

h. Klinik Ramah Anak; dan

i. Rumah Sakit Ramah Andk.

Salah satu bentuk implementasi dari pasal ini, terdapat beberapa

desa di Kabupaten Jember yang telah melaksanakan prognaah anak

%4 Sekda Jember, Perda Jember il tahun 2023, Pasal 39.
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melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Salah satu desa

yang memiliki program tersebut yakni Desa Cangkring Kecamatan

Jenggawah Kabupaten Jember. Pembentukan TPK tersebut berdasar pada

Keputusan Kepala Desa Cangkring Nomor 06/32@B3/2022 Tentang

Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Cangkring Kecamatan

Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2(B¥ Kades Cangkring No.

06/2022)

SK Kades Cangkring No. 06/2022erupakan kebijakan lokal
yang bertujuan untuk membentuk tim pendampinpdga (TPK) di
tingkat desa. Kebijakan ini dibentuk untuk mendukung progsesgram
peningkatan kualitas hidup keluarga, termasuk upaya mencegah stunting,
serta meningkatkan kesejahteraan anak dan ibu.

Keputusan ini menetapkan pembentukan TPK Desa Camygkri
yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan
pendampingan kepada keluarga di desa. Tim ini terdiri dari perwakilan
berbagai elemen masyarakat, seperti:

a) Kader kesehatan meliputi bidan dan kader posyandu serta pendukung
lainnya yamy bertugas memberikan edukasi terkait pola hidup sehat,
gizi keluarga, dan pencegahan stunting.

b) Tokoh masyarakat seperti PKK desa yang berperan dalam sosialisasi
dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang

membutuhkan.
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Dalam keputusan ini, TPK Deg2angkring memiliki tugas dan
fungsi untuk melakukan pendataan keluarga dengan mengidentifikasi
keluarga yang membutuhkan bantuan baik dari aspek kesehatan,
ekonomi, maupun sosial; memberikan edukasi dan penyuluhan dengan
menyampaikan informasi terkait kés¢an ibu dan anak, pola asuh anak,
dan pentingnya pendidikan keluarga; mengawasi pelaksanaan program
kesehatan dengan berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting dan
mendukung kesehatan ibu hamil serta balita; mendorong akses layanan
publik dengan mendntu keluarga mengakses program bantuan
pemerintah, seperti program gizi, pendidikan, atau bantuan sosial.

Selain itu, dalamSegub Jatim No. 472021 angka 1 termuat
himbauan mengenai pengaturan pembatasan usia minimum perkawinan
19 (sembilan belas) tahwserta pengajuran pelaksanaan perkawinan usia
25 (dua puluh lima) tahun untuk calon pengantin pria dan 21 (dua puluh
satu) tahun untuk calon pengantin waft®embatasan usia minimum
perkawinan ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan hanya
diperbolehkan jika calon pengantin baik pria maupun wanita berusia 19
tahun atau lebiff

Perda Jember No. 1 Tahun 20@@®muat pengaturan mengenai
batasan usia anak yang dijelaskan dalam pasahtl(8yyang berbunyi

AAnak adalah seseorang yang belum be

95 Gubernur JatimSegub Jatim No. 472021, angka (1).
9 Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1).



84

termasuk anak yang m&sPerdgaturdna lniam kan
dimaksudkan sebagai penjelasan atas istilah anak yang digunakan dalam
perda ini. Sehingga implikasi pelaksean perda ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan terhadap anak dibawah usia 19 tahun terhadap
hathal yang telah diatur termasuk perkawinan anak.

Selanjutnya dalar®egub Jatim No. 472021 Angka 2, Gubernur
Jawa Timur menginstruksikan kepada peratgkaerah kabupaten/kota
untuk membuat kebijakan dan komitmen anggaran terkait pencegahan
perkawinan anak. Meskipun Kabupaten Jember belum memiliki regulasi
khusus terkait pencegahan perkawinan anak, mdtaikda Jember No. 1
Tahun 2023tentang KLA ini, merintah Kabupaten Jember telah
berupaya memberikan perlindungan dan jaminan atas hak atas termasuk
dalam hal perkawinan anak. DaldAerda Jember No. 1 Tahun 2023
pasal 72 terdapat sumber pendanaan dalam upaya menjadikan Kabupaten

Jember sebagai kabupatagak anak.

Pendanaan
Pasal 72
Pendanaan dalam rangka implementasi KLA sepanjang memenuhi
persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundanumndangan bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundanmdangari®

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur melal8egub Jatim No.

474/2021 dalam angka 3 (tiga) menghimbau untuk memberikan

97 Sekda JembePerda Jember No. 1 Tahun 20P2sal 1 ayat (9).
98 Sekda JembeRerda Jember No. 1 Tahun 20P2sal 72.
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dorongan dan fasilitas pemenuhan Program Wajib Bel&jgdua belas)
tahun sebagai upaya memajukan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di
masingmasing wilayah kabupaten/kota. MelalBerda Jember No. 1
Tahun 2023Pemerintah Kabupaten Jember mengatur mengenai program
wajib belajar 12 tahun yang dijelaskanaia pasal 48 yang berbunyi:
Pasal 48

Indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan
kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1),
meliputi:
a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
c. ketersediaan fasifis untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif

yang ramah anak.

Selain dalam hal pendidikan dan perlindungan anak terhadap
perkawinan anakpPerda Jember No. 1 Tahun 20fBja mengatur
mengenai layanan konseling dan pendampingan terhadap anak yang
menjadi korban pemaksaan perkawinan anak karena suatu hal tertentu.
Hal tersebut diatur dalam pasal Brda Jember No. 1 Tahun 202g
berbunyi APerl indungan Khusus bagi A
penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5&2ayauruf m
dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling,
rehabilitasi sosiall® dan pendampi ngan

Definisi penelantaran dalam pasal ini dijelaskan dalam pasal 1

ayat (32) Perda Jember No. 1 Tahun 20%3a n g ber amt. i it

pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan,

9 Sekda JembePerda Jember No. 1 Tahun 20Pasal 48.
100 5ekda JembePerda Jember No. 1 Tahun 20P&sal 56 ayat (2).
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serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh
kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya
sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundatangan yang
berlakw 1%

Berdasarkan definisi penelantaran yang dimaksud dalam pasal
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pemaksaan terhadap
anak untuk melakukan perkawinan merupakan tindakan penelantaran
terhadap anak karena mengganggu dan menghambat tumbuh kembang
anak untuk dapat melaksanakan #naknya seperti hak untuk mendapat
pendidikan, kehidupan yang layak dan hak tumbuh kembang.

Disamping jaminan perlindungan terhadap anak yang menjadi
korban perkawinan anak yang diatur dalam perda ini, Gubernur Jawa
Timur melalui Segub Jatim No. 472021 juga menghimbau kepada
pemerintah  kabupaten/kota untuk menyediakan fasilitas dan
menyediakan sarana prasarana layanan konseling keluarga dan
pendampingan terhadap anak yang sangat terpaksa melakukan
perkawinan anak. Hal ibertujuan untuk memberikan pemenuhan atas
hak pendidikan, hak kesehatan dan keterampifegub Jatim No.
4742021 Angka 4 memberikan himbauan untuk:

Memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana pembentukan

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ataungsgjga guna

memberikan layanan konseling keluarga dan pendampingan untuk
mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan serta

101 Sekda JembePRerda Jember No. 1 Tahun 20Pasal 69.
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ketrampilan yang karena sesuatu hal dengan sangaks$arp
melakukan perkawinan and¥.

Kemudian,Segub Jatim No. 472021 Angka 5 juga menghimbau
kepada pemerintah tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan sekolah
calon pengantin bagi anak yang akan melaksanakan perkawinan anak.
Program ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan
kepada anak untuk bekal rumalalam kehidupan berumah tangga.
Hi mbauan tersebut berbunyi Amemfasi .
Sekolah Calon Pengantin bagi remaja yang akan melaksanakan
pernikahan guna mendapat ketrampilan dan pengetahuan persiapan
kehi dupan be®umah tanggao.

Merespn dari himbauan ini, pemerintah Kabupaten Jember
melalui Perda Jember No. 1 Tahun 2028am pasal 27 ayat (2) huruf e
menjelaskan bahwa dalam rangka memenuhi hak lingkungan dan
pengasuhan alternatif, keluarga dan anak berhak mendapatkan hak
haknya berupaendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.

Pasal 27
(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Peruno@gngan yang
berlaku, keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif berupa:
e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak gyaakan
menikah'%4
Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Jember

dalam menjadikan Kabupaten Jember sebagai Kabupaten Layak Anak,

dibentuklah Tim Gugus Kabupaten Layak Anak (Tim Gugus KLA) yang

102 Gubernur Jatim, Segub Jatho. 474 tahun 2021, angka (4).
103 Gubernur Jam, Segub JatirfNo. 474 tahun 2021, angka (5).
104 Sekda JembePerda Jember No. 1 Tahun 20Pasal 27 ayat (2).
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tersusun dari beberapa unsur dan lembaga di Kabupeateimer meliputi
organisasi perangkat daerah yang tersusun dari-dinas yang ada di
Kabupaten Jember yang berjumlah 24 dinas, Lembaga Negara yang
tersusun dari Kementerian dan Universitas di Kabupaten Jember yang
berjumlah 13 lembaga, Lembaga Masyatdkaduli Anak yang tersusun

dari bidang keagamaan, kesehatan, dan sosial yang berjumlah 34
lembaga, dan unsur dunia usaha yang tersusun dari Perseroan Terbatas
(PT) dan Commanditaire VennoostschgV) di Kabupaten Jember

yang berjumlah 12 perusahadn.

Tim Gugus KLA merupakan tim yang disusun berdasarkan
Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 tentang Tim
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun 2022
2026 (SK Bupati Jember No. 188.45/2023kng bertujuan untuk
melakukan pemantauamtuk mengetahui perkembangan dan hambatan
pada waktu pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai
dengan rencana dengaatputmemastikan bahwa Rencana Aksi Daerah
(RAD) yang telah disusun sesuai urusan dan tugas di massmng
Perangkat Daah telah berjalan dengan beberapa titik pantau dan yang
tergabung di dalam Tim Gugus Tugas KLA sebagaimana yang telah
ditetapkan.

Susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Jember

tersusun atas Pengarah | yang merupakan Bupati Jember, Pengarah I

105 Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/182/1.12/2022 tentang Tim Gugus
Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember Tahun2@2%, angka (4).
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yang merupakan Wakil Bupati Jember, Pengarah Il yang merupakan
Kepala Kepolisian Resor Jember, Pengarah IV yang merupakan Kepala
Kejaksaan Negeri Jember, Pengarah V yang merupakan Kepala
Pengadilan Agama Jember, Pengarah VI yang merupakan Kepala
PengadilarNegeri Jember, Penanggungjawab yang merupakan Sekretaris
Daerah Kabupaten Jember, Ketua yang merupakan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, Sekretaris yang
merupakan Kepala DP3AKB.

Selain itu, terdapat beberapa koordinator dangatag dari
masingmasing kluster meliputi Koordinator dan anggota sekretariat,
Koordinator dan anggota Kluster Kelembagaan dan Kebijakan,
Koordinator dan anggota Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan,
Koordinator dan anggota Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif, Koordinator dan anggota Kluster 3 Kesehatan dan
Kesejahteraan, Koordinator dan anggota Kluster 4 Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan Koordinator
dan anggota Kluster 5 Perlindungan Khusts.

Akan tetapi, madgpun Perda Layak Anak sudah ada. Penyusunan
Perbup tentang Pencegahan Perkawinan Anak masih diperlukan. Hal ini
karena Perbup tentang Pencegahan Perkawinan Anak menunjukkan
bahwa pemerintah daerah Jember bdegyar serius dalam menangani

Isu yang krusiaini.

106 Bypati Jember, SK Bupati No. 188/2022.
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Disamping itu, PerdaJember No.1l Tahun 2023 tentang
Kabupaten Layak Anak merupakan peraturan yang bersifat makro dan
strategis dengan tujuan menetapkan visi besar Jember sebagai kabupaten
yang menjamin hakak anak. Namun, persoalan pencegahan penka
anak membutuhkan aturan yang lebih teknis dan implementatif.

Sehingga melihat hal ini, perbup dapat mengatur lebih rinci
terkait langkaHangkah operasional, seperti mekanisme edukasi kepada
masyarakat terkait dampak negatif perkawinan anak, tanggwap
konkret lintas sektor (dinas, kecamatan, desa, hingga tokoh masyarakat)
dalam pencegahan perkawinan anak, serta prosedur pengawasan dan
pelaporan kasus perkawinan anak.

b. Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilatsanoleh
laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi aturan usia untuk
melaksanakan perkawinan. Pengaturan usia ini dijelaskan dalam pasal 7
UU No. 16 tahun 2019 yang memberikan batasan usia perkawinan
minimal 19 tahurt®” Pembatasan usia perkawinan inirtbpian untuk
menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga
terhindar dari adanya kerataka dalam hubungan akibat kurang matangnya
usia perkawinaf®® Sehingga perkawinan anak tidak menimbulkan
adanya dampak negatif terhadap pasangan isisn anak, maupun

keluarga mereka.

107 Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, pasal 7.
108 Busriyanti,Figh, 8.
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Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021
tentang Pengahan Perkawinan Anak (Sebup Jember No. 2024)
merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Jember sebagai
bentuk komitmen pemerintah daemahtuk menekan angka perkawinan
anak di Kabupaten Jember. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan
arahan kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, instansi
pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.
Agar bersamaama melakukn upaya pencegahan terhadap perkawinan
anak yang masih menjadi masalah serius di wilayah Kabupaten Jember.

Dalam upaya menekan angka perk@am anak di Kabupaten
Jember, Sebup Jember No. 2821 memberikan arahan dan langkah
langkah pencegahan yang kompensif. Langkatangkah ini dirancang
untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak buruk
perkawinan anak dalam mewujudkan perlindungan hak anak. Arahan
yang diberikan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi
juga melibatkan tokoh agamtokoh masyarakat, lembaga pendidikan,
dan keluarga sebagai pilar utama dalam pencegahan. Arahan ini
memberikan sejumlah arahan berupa:

a) Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat: menginstruksikan dinas
terkait dan pemerintah tingkat kecamatan, keluralesa, RW, dan
RT untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan
anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial dan

ekonomi.
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b) Pelibatan Pemerintah Desa/Kelurahan: memerintahkan kepada
pemerintah desa dan kelurahan untuk berpektihdalam memantau
masyarakat yang berpotensi melaksanakan perkawinan anak.

c) Peran Lembaga Pendidikan: lembaga pendidikan dihimbau untuk
memberikan edukasi kepada siswa terkait bahaya perkawinan anak
dan mendorong pentingnya melanjutkan pendidikan hingugkat
yang lebih tinggi.

d) Dukungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: mengajak tokoh
agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya perlindungan terhadap anak sesuai-mil@ agama,
termasuk menekankan perlunya kesiapan usia dadamkahan.

e) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor. mendorong kolaborasi antara
pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk bessanaa
menciptakan prograsprogram pencegahan perkawinan atfak.

Dalam Angka 4 Sebup Jember No. £0%1 terdapat himbauan
terkait pembentukan PHR dengan tujuan untuk menyediakan ruang
edukasi, layanan konseling, dan sarana partisipasi yang dapat
memberdayakan remaja dan amalak dalam menghadapi berbagai
tantangartl® Himbauan bupati tersebut kemudian diteruskan dengan
mengelarkan Instruksi Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja

(PIK-R) dan Forum Anak.

109 Bypati Jember, Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 tentang
Pencegahan Perkawinan Anak.
110 Bupati Jember, Sebughber No. 474/2021, angka (4).
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Pembentukan PHR dan Forum Anak merupakan langkah
konkret yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem sosaa Yy
mendukung tumbuh kembang remaja dan saak di Kabupaten
Jember. Selain memberikan layanan informasi dan konseling, kebijakan
ini jJuga membuka ruang bagi remaja dan aaaik untuk berkontribusi
secara aktif dalam proses pembangunan, terutama dalsaisuiyang
menyangkut kepentingan mereka. Melalui kebijakan ini, Pemerintah
Kabupaten Jember berupaya untuk tidak hanya melindungihdilak
remaja dan analinak, tetapi juga memberdayakan mereka agar mampu
menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masgagjng.

Sasaran dan target dari instruksi ini adalah untuk menciptakan
generasi muda yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki kesadaran
yang tinggi terhadap isisu yang memengaruhi kehidupan mereka.
Sasaran utama dari kebijakan ini meliputi remagéa isekolah (SMP,
SMA, dan sederajat) yang akan mendapatkan akses ke layanan informasi
dan konseling terkait kesehatan reproduksi, kesehatan mental,
keterampilan hidup, hingga pencegahan perilaku berisiko seperti
penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini.

Selain itu, kebijakan ini juga menyasar at@adak di seluruh
desa/kelurahan di Kabupaten Jember melalui pembentukan Forum Anak
yang berfungsi sebagai wadah partisipasi mereka dalam menyuarakan
aspirasi, menyampaikan pendapat, serta berkontribusi dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.
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Instruksi ini juga menargetkan lembaga pendidikan, pemerintah
desal/kelurahan, serta organisasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam
pelaksanaan dan pembinaan fRKdan Forum Anak. Melalui kaborasi
lintas sektor, diharapkan program ini mampu menjangkau seluruh lapisan
masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran kolektif akan
pentingnya perlindungan dan pemberdayaan remaja sertaanakk
Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tidaanya melahirkan
remaja dan analinak yang sehat, mandiri, dan produktif, tetapi juga
menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang
mereka secara maksimat.

Selain melalui program pencegahan perkawinan anak dan regulasi
lokal pencegahan perkavan anak. Pemerintah Kabupaten Jember juga
melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui pengetatan
administrasi pengurusan diska di pengadilan agama. Dalam mengajukan
permohonan diska di Pengadilan Agama Jember, Pemerintah Kabupaten
Jember menambahk syarat administratif yang harus dipenuhi oleh
pemohon diska untuk dapat diberikan izin melakukan perkawinan di
bawah umur melalui penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.
Upaya pencegahan perkawinan anak ini dijelaskan dalam Surat Edaran
Bupati Jember Nomor 474/196/35.09.317/2024 Tentang Pelayanan
Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jerf®eoup Jember No.

474/2024)

111 Bupati Jember, Instruksi Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan
Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja-®Idan Forum Anak.
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Sebup Jember No. 474/2024nerupakan Kkebijakan yang
diterbitkan untuk mengatur tata kelola dan prosedur pengajuan diska di
wilayah Kabupaten Jember. Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan
bahwa pengajuan diska dilakukan secara akuntabel, sesuai dengan
ketentuan  perundaagndangan, serta memperhatikan  prinsip
perlindungan hak anak. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menekan
angka perkawinan anak dengan memberlakukan proses pengajuan yang
ketat dan berbasis pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Surat edaran ini diterbitkan untuk memperketat persyaratan
perkawinan anak dengan tujuan menurunkan angka perkawinanianak d
Kabupaten Jember. SE Bupati ini merujuk pada tBexa Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam surat edaran ini, pemerintah
Kabupaten Jember memberikan syarat tambahan kepada pemohon
dispensai kawin yang ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan
Agama Jember. Syarat tambahan ini berupa:

a) Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

b) Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan

c) Surat Rekomendasi Psikg

d) Surat Penolakan KUA?

112 Bupati Jember, Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/196/35.09247entang
Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember.
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Adapun alur pelayanan diska di Kabupaten Jember dapat

dilaksanakamelalui alur berikut:

" ALUR

S PELAYANAN

* DISPENSASI KAWIN .

P

- Kantor Urusan Agama (KUA)

oo e ryes S8 o bod e par vy ian dan $UA 2t 0
St Parion i

-

s

rangpriitn unon Seonebet b8 Sasats PGS At § SrgDs

Gambar 4.1
Alur Pelayanan Dispensasi Kawin

a) Pemohon yakni catin/keluarga: Pemohon menyiapkan dokumen untuk
diserahkan ke KUA di Kecamatan setempat. Kelengkapan dokumen
tersehut berupa:

- Fotokopi KTP Orang Tua
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi KTP/Akta Kelahiran/ljazah Kedua Calon Mempelai

b) Kantor Urusan Agama (KUA): Pemohon menyerahkan dokumen
persyaratan dan KUA akan menerbitkan Surat Penolakan (SP) (model
N.7)

c) Puskesmas: Setéladari KUA, pemohon mendatangi Puskesmas di
Kecamatan setempat untuk meminta Surat Keterangan Sehat (SKS)

dengan menunjukkan surat penolakan dari KUA.
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d) Balai Penyuluhan KB: Selanjutnya, pemohon mendatangi Balai KB di
kecamatan setempat dengan membawa SKiSpdakesmas dan SP
dari KUA untuk meminta menerbitkan Sertifikat Elsimil darorm
Choice(Formulir Pemilihan Kontrasepsi).

e) DP3AKB: Pemohon mendatangi Kantor DP3AKB Jember untuk
menjalani proseskriningdari Tim DP3AKB.

f) Psikolog: Selanjutnya, pemohon np@ani proses konseling dari
psikolog di Kantor DP3AKB Jember.

g) Pengadilan Agama: Setelah seluruh dokumen lengkap, Tim DP3AKB
Jember akan mengirimkan dokumen tersebut ke Kantor Pengadilan
Agama Jember 1 minggu setelah pelaksanaan kedtdtan.

c. Pencegahan &inting Terintegrasi di Kabupaten Jember
UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya
boleh dilaksanakan apabila usia calon pengantin baik pria maupun wanita

telan berumur 19 tahuh? Akibatnya perkawinan dibawah umur 19

tahun tidak boleh dilaksakan kecuali telah mendapat dispensasi kawin

dari pengadilan. Hal ini ditujukan untuk memberikan batasan dan
pengendalian terhadap perkawinan anak yang memiliki dampak negatif

terhadap keluarga muda dan asaiak mereka. Karena perkawinan di

bawah umur daat menimbulkan masalah lain seperti perceraian, KDRT

hingga kondisi stunting pada anak.

BDP3AKB Jember, f@AAlur Pelayanan Dispensasi
114 Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, Pasal 7 ayat (1).

Kawi
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Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor penting
yang mempengaruhi kualitas hidup anak dan akan berakibat pada
pertumbuhan serta perkembangan anak yanghgumsaksimal sehingga
dapat mengakibatkan masalah stunting pada #pdkembatasan usia
perkawinan merupakan langkah pemerintah dalam menjamin kualitas
kehidupan anak salah satunya pencegahan stunting.

Merespon dari permasalahan ini, Pemerintah Kabupatabele
membuat beberapa regulasi tentang pencegahan stunting terintegrasi
yang bertujuan untuk memberikan upaya pencegahan terstruktur terhadap
permasalahan stunting di Kabupaten Jember. Peraturan Bupati Jember
Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Peneegabtunting
Terintegrasi di Kabupaten Jember merupakan produk hukum Kabupaten
Jember yang menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam permasalahan
pencegahan stunting di Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 (Perbup Jember
No. 49 Tahun2021) adalah kebijakan yang berfokus pada percepatan
pencegahan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Jember.
Pendekatan terintegrasi dimaksudkan sebagai proses penyelarasan unsur
unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola
kehidupa yang selaras. Peraturan ini dirancang untuk menangani

masalah stunting yang merupakan salah satu tantangan utama dalam

5 Apbdullah Azam Mustajab dan Fahan UsahAnak ndr i ani
Terhadap Kejadian Stunt i dugal RepataavataB dVidyat Gantad i Wonos
Indonesia Vol. 7 No. 1, Maret (2023R.
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meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia di Kabupaten
Jember.

Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat upaya penagegaha
stunting dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan berbagai
sektor, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini dilakukan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan gizi,
kesehatan, serta layanan dasar bagi ibu hamil, bayi, d&nRer@epatan
pencegahan stunting dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah yang
relevan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan
DP3AKB. Peran aktif dari desa dan masyarakat juga menjadi bagian
penting dalam pelaksanaan programtifi

Demi terwujudnya pelaksanaan percepatam pencegahan stunting
di Kabupaten Jember diperlukan adanya keterbukaan dan peran para
pihak terkait. Hal ini dapat terwujud melalui program sosialisasi, seminar
maupun pemberitahuan langsung kepada masyarakaunmaherintah
daerah setempat. Dalam perbup ini, termuat aturan terkait peran serta
daerah dalam mendukung keberhasilan pencegahan stunting terintegrasi
di Kabupaten Jember. Dalam pasal 9 huruf b dijelaskan bahwa
pemerintah daerah berperan untuk "mensissisikan kebijakan terkait

upaya pencegahan Stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan

116 Bupati Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan
Pencegahan Stunting TerintegrdisKkabupaten Jember.
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nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan dan
| embaga/organi sasi non Yemerintahan d

Pasal diatas merupakan upaya Pemerintah Kabupigenber
dalam memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat
terkait program percepatan pencegahan stunting. Karena pencegahan
stunting merupakan salah satu masalah nasional yang masuk dalam
prioritas pembangunan nasional. Selain itu, pasal ina jogerupakan
respon Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mencegah
perkawinan anak melalui pencegahan stunting terintegritas sebagaimana
himbauardalam Segub Jatim No. 424021 Angka 1.

Selain  melalui program sosialisasi kepada masyarakat,
pelaksanaan pgram percepatan pencegahan stunting juga dilaksanakan
melalui dinasdinas terkait sebagai pelaksana perbup ini. Dalam Angka 4
Segub Jatim No. 47202 1terdapat himbauan untuk memberikan layanan
konseling keluarga melalui program PUSPAGA, sekolah catin ata
sejenisnya dengan tujuan memberikan pemenuhan hak anak atas
pendidikan, kesehatan, serta keterampit&alam perbup ini, terdapat
aturan yang memerintahkan kepada didiass terkait seperti dinas
sosial atau DP3AKB, dinas kependudukan dan pencatapéin srta
kementerian agama untuk memberikan pendampingan dan konseling
terhadap anak dan orangtua. Hal ini dijelaskan dalam pasal 13 huruf f, g,

dan h, pasal 21 huruf c dan j, serta pasal 24 huruf e, f, g, dan j.

117 Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 9.
118 Gubernur Jatim, Segub Jatim No. 474/2021, angka 4.
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Perangkat Daerah yang Melaksanakan Ur&zsial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung percepatan

pencegahan stunting antara lain:

f. peningkatan kapasitas keluarga ahel kegiatan Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima
manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan pendamping
Program Keluarga Harapan (PKH) dan konselor Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA);

g. pendampingan keluarga demgdalita Stunting melalui kegiatan
peningkatan kapasitas asuhan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA)/ pekerja sosial;

h. penyediaan layanan konseling pencegahan penanganan potensi resiko
dan pelayanan keluarga dengan balita Stunting pada Pusat
Pembelajean Keluarga (PUSPAGA)-®

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil
Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan

catatan sipil dalam mendukung percepatan pencegahan Stunting antara

lain:

c. meningkakan akses bimbingan/ pembinaan pra nikah pada pasangan
calon pengantin non muslim, dengan penguatan regulasi terkait
kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti
kursus calon pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus
memiliki kartu calon pengantin yang telah disahkan oleh
penyelenggara kursus calon pengantin/ kelas calon pengantin di
tingkat fasilitas kesehatan, dan diserahkan sebagai persyaratan
sebelum akad nikah bagi pasangan calon pengantin;

J. peningkatan angka partisipasi sklto dan penurunan angka putus
sekolaht?°

Urusan yang Menjadi Kewenangan Kantor Kementerian Agama
Pasal 24

Peran Kementerian Agama yang mendukung percepatan pencegahan

Stunting antara lain:

e. meningkatkan akses bimbingan/ pembinaan pra nikah pada pasangan
calon pengantin, dengan penguatan regulasi terkait kewajiban bagi
pasangan calon pengantin yang diwajibkan mengikuti kursus calon
pengantin maupun kelas calon pengantin dan harus memiliki kartu

119 Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 13.
120 Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 21.
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calon pengantin yang telah disahkan oleh penyelenggara kursuas cal
pengantin/ kelas calon pengantin di tingkat fasilitas kesehatan, dan
diserahkan sebagai persyaratan sebelum akad nikah bagi pasangan
calon pengantin;

f. melaksanakan pembinaan keluarga sakinah ke seluruh Ilapisan
masyarakat melalui berbagai kegiatan darekgsmtan, dengan fokus
utama memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya pada
keluarga utamanya saat melaksanakan pengasuhan anak sebagai
amanah yang diberikan Tuhan Yang maha Esa dengan fokus
kebutuhan gizi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan
perkembangan anak;

g. meningkatan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan
masyarakat untuk mendukung pelayanan bimbingan pra nikah dan
pembinaan keluarga sakinah dengan mensosialisasikan ke semua
sektor terkait dan melakukan advokasi dan koordinasi gadaua
pimpinan kelompok/ organisasi yang menaungi berbagai penganut
agama/ kepercayaan yang ada di wilayah kerja kabupaten;

J. peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus
sekolaht??

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Kepuotusa
Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 (8Kpati Jember No.
188.45/202% Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Bupati
Jember membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
Kabupaten Jember sebagai tim yang bertanggungjawab atas program
perce@tan pencegahan stunting di Kabupaten Jember. Secara umum,
TPPS terdiri dari dua tim besar, yakni tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah bertugas untuk memberikan arahan bagi perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peamcepa
penurunan stunting di Kabupaten Jember. Tim pengarah terdiri dari ketua
tim pengarah yang merupakan Bupati Jember dan anggota tim pengarah

yang tersusun dari Komandan Kodim 0824 Jember, Kapolres Jember,

121 Bupati Jember, Perbup Jember No. 49 tahun 2021, Pasal 24.
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Ketua DPRD Kabupaten Jember, Kepala Kejaksaanefiletgember,
Ketua Pengadilan Negeri Jember, Ketua Pengadilan Agama Jember,
Kepala Kantor Kementerian Agama Jember, dan Tim Asistensi Ahli
Percepatan Program Prioritas Kabupaten Jember.

Sedangkan tim pelaksana bertugas untuk mengkoordinasikan,
mensinkronisaikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program
dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah,
pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, maupun dengan
pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten. Tim pelaksana
terdiri dari ketua tim pelaksana yang merupakan Wakil Bupati Jember,
wakil ketua tim pelaksana yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Jember, Kepala Badan Perencanaan dan
Pembanguna Daerah Kabupaten Jember, dan Ketua Tim Penggerak
PKK Kabupaten Jember serta sekretaris tim pelaksana yang merupakan
Kepala DP3AKB Kabupaten Jember.

Selain itu, tim pelaksana juga memiliki jabatan lain dalam tim
sesuai dengan bidang yang ditangani. Jabatersebut meliputi
sekretariat pelaksana yang terdiri dari koordinator dan satgas sekretariat,
bidang pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik yang terdiri
dari koordinator dan satgas bidang pelayanan, bidang perubahan perilaku
dan pendampman keluarga yang terdiri dari koordinator dan satgas

bidang perubahan, bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan yang
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terdiri dari koordinator dan anggota bidang koordinasi, bidang data,
pemantauan, evaluasi dan knowledge management yang terdiri dari
koordinator dan anggota bidang d&4.

Kemudian dalam SK TPPS Kabupaten Jember ini juga dimuat
tentang perintah pembentukan TPPS tingkat kecamatan yang dibentuk di
setiap kecamatan 4@bupaten Jember. Melalui hal ini, Ketua Pelaksana
TPPS Kabupaten Jemb&abupaten Jember mengeluarkan Keputusan
Ketua TPPS Kabupaten Jember Nomor 1/THRRB Jember/2024
Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecan@ddtabupaten
Jember Tahun 2024.

Tim TPPS Kecamatan bertugas untuk membantu koordinasi dan
operasionalisaspenyelenggaraan percepatan penurunan stunting dalam
rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatana
penurunan stunting kabupaten kepada desa/kelurahan dan pemanfaatan
dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagaimana TPPS tingkat kabupaten, TPPS kecamatan juga
memiliki tugas dan fungsi serta susunan organisasi yang sama dengan
TPPS kabupaten. TPPS Kecamatan terdiri dari 2 tim besar, yakni tim
pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah terdiri dari ketuandmota
tim pengarah. Sedangkan tim pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua,
dan sekretaris tim. Disamping itu, terdapat bidh;ang yang

merupakan pelaksana pencegahan stunting sebagaimana tugas masing

122 Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 Tentang Tim
Percepatan Penurunan Stunting.
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masing bidang. Bidang tersebut meliputi bidangrkiinasi pelayanan
intervensi sensitif dan intervensi spesifik, bidang koordinasi penggerakan
lapangan, dan bidang koordinasi data. Susunan kenggotaan TPPS dari
masingmasing kecamatan di tentukan oleh masimasing kecamatan.
123

Kemudian, berdasarkan Kepgan Bupati Jember Nomor
188.45/101/1.12/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember
Nomor 188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan Stunting
Tahun 2024 terdapat 50 (lima puluh) Kecamatan dengan desa yang
menjadi prioritas dalam upaya p@&ganan dan pencegahan stunting.
Keputusan Bupati ini bertujuan untuk memetakan -desa di
Kabupaten Jember dan menjadikan desa lokus stunting menjadi model
untuk diterapkan di wilayah lain demi mendorong pertumbuhan anak
yang lebih sehat dan produktif miasa depat?*

Jika melihat dari kondisi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten
Jamber. Pencegahan perkawinanak merupakan langkah strategis yang
perlu dilakukan untuk memutus siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, dan mendoronmipgngunan yang berkelanjutan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya

masyarakat, dan komunitas lokal, termasuk melalui edukasi, pemberdayaan

123 Ketua Tim Percepatan Pencegahan Stunting, Keputusan Ketua Tim Percepatan Pencegahan
Stunting Kabupaten Jember Nomor 1/THRSB Jember/2024 Tentang Tim Percepatan
Penurunan Stunting KecamatantSabupaten Jember Tahun 2024.

124 Bupati Jember, Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/101/1.12/2024 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Bupati Jember tor 188.45/556/1.12/2023 Tentang Desa Lokus Percepatan
Stunting Tahun 2024.
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perempuan, serta penerapan kebijakan yang mendukung. Namun, efektivitas
pelaksanaamencegahan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung
dan penghambat yang ada di masyarakat.

Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas, kesadaran
masyarakat yang meningkat, serta dukungan dari berbagai pihak, baik
pemerintah maupun ngeemerintah. Di sisi lain, berbagai hambatan seperti
norma budaya, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta tantangan
ekonomi seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan program
pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, terdapat
sejumah faktor yang mendukung pelaksan pencegahan perkawiraanak
di Kabupaten Jember:

1) Kualitas SDM Stakeholder yang Mendukung

Menurut Bapak Joko Sutriswanto, keberhasilan pencegahan
perkawinan anak di Kabupaten Jember sangat dipengaruhi oleh kualitas
SDM dari para stakeholder. Termasuk perangkat daerah, organisasi
pemerintah provinsi, dan instansi pusat yang ada di Jember seperti
pengadilan agama, polres, dan kodim. Semua pihak dinilai memiliki
respons yang cepat dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan
program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember.

Tingginya keterlibatan stakeholder mendukung keberhasilan
program pencegahan perkawinan anak. Berdasarkan laporan BPS

Jember, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember meningkat dari
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69,92 pada tahun 022 menjadi 70,34 pada tahun 2023, yang
menunjukkan potensi kualitas SDM dalam mendukung kebijaka#ini.
2) Dukungan Anggaran dan Kerjasama dengan Lembaga Sosial

Kabupaten Jember memiliki dukungan anggaran baik dari
pemerintah daerah maupun organisasi makgar&ontohnya, lembaga
seperti Tanoker menyediakan slot kegiatan yang digunakan untuk
sosialisasi perlindungan anak. Kerjasama semacam ini menjadi faktor
pendukung yang signifikan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022
tentang PenjabamaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar
Rp3.923.045.237.662,06° Dari jumlah tersebut, sektor pendidikan
menerima alokasi sebesar 24% dari total APBD Jember tahun 2023, yang
menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan
pendidikant?’ Alokasi ini mendukung berbagai program, termasuk
sosialisasi di komunitas, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di

Kabupaten Jember.

125 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jemb#éndeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Jember 2023, BPS Kabupat en 15 J &amhbre r ,2024,
https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/31 2/kenfiiskinanmaret2024
kabupaterjember.html?utm_source=chatgpt.cddiakses pada 12 Jaari 2025.

126 Bupati Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

127 Nimas, AAPBD untuk Pendidikan Jembér, Kompasiana 29 Maret 2023,
https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8bBfapkd
pendidikanjember Diakses pada 12 Januari 2025.



https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html?utm_source=chatgpt.com
https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-pendidikan-jember
https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-pendidikan-jember
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3) Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung
Upaya pencegahan perkaam anak di Kabupaten Jember
didukung oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang menjadi landasan
hukum sekaligus panduan pelaksanaan di tingkat daerah. Regulasi
regulasi ini mencakup Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran (SE), dan
Peraturan Bupati (Perbughng saling melengkapi untuk menciptakan
kerangka kerja yang efektif dalam pencegahan perkawinan anak.
Regulasiregulasi ini telah memberikan landasan yang kuat untuk
mendukung upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember.
Dengan adanya evaluasard perbaikan secara berkelanjutan, diharapkan
pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan
dampak yang signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak di
wilayah tersebut.
Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, pelaksanaa
program ini juga menghadapi hambatan, antara lain:
1) Kualitas SDM Masyarakat yang Masih Rendah
Beberapa masyarakat, terutama di daerah pesisir dan etnis
Madura, masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap ajaran
agama. Mereka menganggap menikahkan aalg ysedang pacaran
sebagai kewajiban agama, meskipun pemahaman tersebut tidak
sepenuhnya benarMenurut Jayadingrat, sifat kolot masyarakat

pedesaan yang sangat memegang-nilai adat dan keagamaan inilah
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yang menjadikan sulitnya penanganan perkawinamaka di
Indonesial?®

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, data menunjukkan
bahwa rataata lama sekolah di Kabupaten Jember pada 2023 masih
rendah, yaitu 7,3 tahun (BPS Kabupaten Jember), setara dengan
jenjang SMP kelas 1. Rendahnya pendidikan menjadi miemalah
salah pemahaman terhadap pentingnya pendidikant&hak.

2) Kemiskinan Struktural

Menurut Bapak Joko, kemiskinan menjadi salah satu faktor
utama yang mendukung terjadinya perkawinan anak. Aanak dari
keluarga miskin seringkali tidak melanjutkan petkian dan menikah
di usia dini. Kemiskinan ini kemudian diwariskan dari satu generasi
ke generasi berikutnya, sehingga menciptakan lingkaran kemiskinan
yang sulit diputus.

Kemiskinan diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama
penyebab perkawinan ana®rang tua dari keluarga miskin sering
memilih menikahkan anaknya dini karena keterbatasan ekonomi.
Tingkat kemiskinan di Jember pada 2024 adalah 9,01%, dengan

sekitar 224.770 penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

128 JayadingratPerkawinan Pada Usia Mug&5.

128 BPS Kabupaten Jerah fiKabupaten Jember dalam Angka 2@BPS Kabupaten Jember
28 Februari 2023,
https://jemberkab.bps.go.id/id/publicati@f23/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten
jemberdalamangka2023.html Diakses pada 12 Januari 2025.



https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten-jember-dalam-angka-2023.html
https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/46b8ccfda84206c194817bd2/kabupaten-jember-dalam-angka-2023.html
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Kemiskinan ini diperparah dengan rendgh pendapatan ratata
keluarga miskin, sekitar Rp 50.00®p 60.000 per hatr?
3) Ketidaksesuaian Persepsi Antarlembaga

Ketidaksepahaman antara Pengadilan Agama dan Pemerintah
Kabupaten Jemdy mengenai pelaksanaan Sebup Jember No.
4742024 tentang PelayanarDiska menjadi hambatan lain.
Contohnya, ketidakselarasan dalam persyaratan rekomendasi yang
ditentukan membuat proses pelaksanaan kebijakan kurang optimal.

Hal ini menjadikan masyarakat yang akan mengurus masalah
penetapan diska di Pengadilan Agama Jemb®mendapat
ketidakpastian dalam prosesnya. Pasalnya, masyarakat diwajibkan
oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menaati prosedur
pengurusan diska dengan mengurus dokudokumen yang telah
ditentukan dan mengikuti berbagai bimbingan dan arahan yang
tenturya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun
ketika sudah masuk di proses peradilan, ternyata keputusan majelis
hakim menolak untuk mengabulkan permohonan, akibat tidak
terpenuhinya syarat formil maupun materiil sesuai undartang dan
penilaiam majelis hakim. Sehingga dari hal ini masyarakat akan
mengalami kerugian materiil berupa waktu dan uang yang telah

dikeluarkan dan dikorbankan untuk hal ini.

130 BPS Kabupaten JembeiProfil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten JembeBPS
Kabupaten Jember, 1 Agustus 2024,
https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/31 2/kenfiiskinanmaret2024
kabupaterjember.html Diakses pada 12 Januari 2025.



https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html
https://jemberkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/312/profil-kemiskinan-maret-2024-kabupaten-jember.html
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4) Kurangnya Pemahaman Pemerintah di Tingkat Akar Rumput

Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT R di Desa
Cangkring, implementasiSegub Jatim No. 472021 belum
sepenuhnya dipahami di tingkat masyarakat. Ketua RT dan RW tidak
mengetahui peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak,
sehingga kebijakan tersebut kurang terealisasi di lapangan.

Ketua RT/RW di Desa Cangkring mengaku tidak memahami
peran mereka dalam pencegahan perkawinan anak, meskipun terdapat
instruksi melaluiSegub Jatim No. 472021 Hal ini menunjukkan
minimnya sosialisasi kebijakan di tingkat akar rumput, yang
diperparah dengan rdahnya akses masyarakat terhadap informasi.
Data menunjukkan bahwa 60% wilayah Jember masih berada dalam
kategori "desa berkembantft

2. Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor
474.14/810/109.5/2021 di Kabupaten Jember Pespektif Teori
Implementas Kebijakan Merille S. Grindle

Keberhasilan implementasi suatu kebijaldatam teori Merille S.
Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of
policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Kedua

variabel tesebut berfokus pada:

131 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Disaporan Kinerja Instansi/Pemerintah Laporan
Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2@23,Pemkab Jember, 26 Januari 2024,
https//ppid.jemberkab.go.id/storage/dokurnemd/1709113381 AKIP -30-2024. pdf Diakses
pada 12 Januari 2025.



https://ppid.jemberkab.go.id/storage/dokumen-opd/1709113381-LAKIP-30-2024.pdf
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a. Kejelasan kepentingan dan tujuan target implementasi yang termuat
dalam isi kebijakan
b. Manfaat yang diharapkan diterima oleh target implementasi
c. Target perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
d. Kesesuaian isi kebijakan dengan #wmn target implementasi
e. Sumberdaya yang mendukung implementasi kebijgkan
Segub Jatim No. 472021 yang menjadi objek kebijakan dalam
penelitian ini merupakan kebijakan yang bersifat menghimbau dan
mengarahkan pemerintah dan masyarakat Jawa Timur daldakuikan
pencegahan perkawinan anak. Dalam SE ini termuat enam himbauan yang
keseluruhannya merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan
perkawinan baik melalui program kesehatan, pendidikan, maupun sosial
ekonomi. Jika dianalisis menggunakan teamplementasi Grindle,
implementasi SE ini di Kabupaten Jember dapat disajikan sebagai berikut:
a. Isi Kebijakan
ImpelementasiSegub Jatim No. 472021 jika dipandang dari
variabel ini dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator penting,
meliputi kejelasan kejakan, manfaat kebijakan, dan target kebijakan.
Segub Jatim No. 472021 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan
anak, melindungi hak anak, meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan
pengendalian kuantitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas

kesehatamlan pendidikan. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Jember,

132 pramono, Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, 5.
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terdapat dua regulasi utama yang telah mencakup tujuan SE Gubernur
Jatim dibentuk yakni Perda Jember No. 1 Tahun 2023 tentang KLA dan
Perbup Jember No. 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan
Stunting Terintegrasi.

Segub Jatim No. 472021 juga telah memuat dengan jelas
pengaturan pencegahan perkawinan anak di Jawa Timur dengan
menghimbau kepada pemerintahan tingkat kabupaten/kota hingga
pemerintahan tingkat RT untuk melakukan pencegahan pigrdavanak
melalui program sosialisasi, pembentukan regulasi dan program, serta
pembentukan satgas dan tim pencegahan perkawinan anak. Melalui
himbauan ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan
beberapa regulasi yang mendukung pencegahan perkaama melalui
programprogram kesetahan dan pendidikan. Regulasi tersebut meliputi
SK TPPS Jember No. 188 Ain 2024, Sebup Jember No.4£@Z1,

Inbup No. 10 Tahun 2021, serta SK GTA KLA Jember No. 188 Tahun
2022.

Selain itu,Segub Jatim No. 472021juga mengatur dengan jelas
usia minimum perkawinan 19 tahun dan usia ideal perkawinan 21 tahun
untuk wanita dan 25 tahun untuk pria sebagaimana pasal 7 UU No. 16
Tahun 2019. SE ini juga mengatur mengenai himbauan pelaksanaan
program wajib belajar 12 tahun sgai upaya peningkatan kualitas SDM
masyarakat serta penyediaan layanan konseling dan pembinaan

masyarakat melalui program PUSPAGA sebagai upaya memberikan
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pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta keterampilan
masyarakat.

ImplementasiSegub JatimNo. 4742021 di Kabupaten Jember
telah dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana isi himbauan yang ada. SE
ini telah diintegrasikan kedalam semua regulasi lokal Kabupaten Jember
tentang pencegahan perkawinan anak, sehingga upaya pencegahan
perkawinan anak telabesuai dengan apa yang diharapkan dalam SE
Gubernur.

Akan tetapi, keberhasilan implementasi pencegahan perkawinan
anak tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan yang sempurna. Namun
juga ditentukan oleh faktor lain seperti peran implementor, lingkungan
implementasi serta kondisi masyarakat impelementasi. Sehingga
diperlukan adanya koordinasi dan pemahaman yang baik dalam
pelaksanaannya agar dapat tercapai tujuan kebijakan secara efektif dan
efisien.

. Lingkungan Implementasi

ImplementasiSegub Jatim No. 472021 di Kabupaten Jember
dipengaruhi oleh berbagai variabel lingkungan yang meliputi faktor
pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukung utama adalah
kualitas SDM dari stakeholder pelaksana kebijakan. Berdasarkan
wawancara dengan Bapak Joko Swanto, SDM di Kabupaten Jember,
termasuk perangkat daerah, organisasi pemerintah provinsi, hingga

lembaga seperti Pengadilan Agama, Polres, dan Kodim, dinilai memiliki
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respons cepat dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan.
Dukungan ini mejadi modal penting dalam memperkuat koordinasi
lintas lembaga untuk menekan angka perkawinan anak. Selain itu, alokasi
anggaran dari pemerintah dan organisasi masyarakat, seperti Tanoker,
juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Organisasi masyarakat
tersebut aktif berkontribusi melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang
memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak.

Di sisi lain, hambatan dalam implementasi kebijakan ini masih
cukup kompleks. Salah satu tantangan besar adalah rendahnya kualitas
SDM masyarakat, terutama di daerah pesisir dan etnis Madura, yang
masih kerap salah memahami ajaran agama. Kesalahan penafsiran
terhadap ayatlyat agama sering kali dijadikan pembenaran untuk
menikahkan anak di usia dini. Hal ini diperparah oleh rendahnykating
pendidikan masyarakat, di mana banyak anak yang tidak bersekolah dan
akhirnya memilih untuk menikah di usia muda. Faktor ini menunjukkan
perlunya pendekatan edukasi berbasis agama dan budaya yang lebih
intensif untuk mengubah pola pikir masyarakataérgerkawinan anak.

Faktor kemiskinan juga menjadi salah satu hambatan utama
dalam implementasi kebijakan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak
Joko Sutriswanto, kemiskinan struktural yang turemurun
mengakibatkan ana&nak dari keluarga miskin tidakendapatkan akses
pendidikan yang memadai. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan

untuk menikah di usia muda dan melanjutkan siklus kemiskinan di
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generasi berikutnya. Anaknak dari keluarga miskin sering kali memilih
untuk menikah dan bekerja, meskipuekerjaan yang tersedia tidak
mampu mengangkat mereka dari kemiskinan. Situasi ini memerlukan
intervensi yang lebih strategis dalam bentuk program pemberdayaan
ekonomi dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, terdapat kendala koordinasn perbedaan persepsi
antar lembaga terkait implementasi kebijakan. Sebagai contoh,
Pengadilan Agama yang bertugas menangani perkara dispensasi kawin
memiliki pandangan yang berbeda terhadap kewajiban rekomendasi
dalam Surat Edaran. Ketidaksinkronan aaat rekomendasi psikolog,
BKKBN, dan SE tersebut mencerminkan kurangnya keselarasan antar
lembaga, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pelaksanaan
kebijakan. Di tingkat lokal, kurangnya pemahaman Ketua RT dan RW
tentang peran mereka dalam penceggiekawinan anak juga menjadi
tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua RT dan RW Desa
Cangkring, mereka tidak memahami tugas terkait pencegahan
perkawinan anak, sehingga peran mereka belum optimal. Hal ini
menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi g¢etatihnan yang lebih
merata kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat desa, untuk

mendukung implementasi kebijakan secara menyeluruh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implemergagub Jatim No.
4742021dalam upga menekan angka perkawinanak di Kabupaten Jember,
dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang saling berkaitan. Analisis terhadap asgsgdek kebijakan,
lingkungan implementasi, dan peran para pihak telah makabepemahaman
mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan serta tantangan yang dihadapi.

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menan§ggpib Jatim No.
4742021 telah berjalan dengan baik dan diintegrasikan ke dalam regulasi
lokal, seperti Perda KLA daPerbup Pencegahan Stunting. Kebijakan ini
bertujuan meningkatkan perlindungan anak melalui pengaturan usia
minimum dan ideal perkawinan, program wajib belajar 12 tahun, serta
layanan konseling dan pembinaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten
Jember juga medukung kebijakan ini dengan progrgrogram kesehatan
dan pendidikan, seperti SK TPPS dan SE Bupati, yang memperkuataupay
pencegahan perkawinan anafamun, keberhasilan kebijakan ini twda
hanya ditentukan oleh isi kebijakan yang sudah jelas, tetgai plevh
faktor lain seperti koordinasantarstakeholder, peran implement dan
pemahaman masyarakat. Kendala seperti minimnya edukasi masyarakat dan

kesenjangan dalam koordinasi memerlukan perhatthosus. Untuk
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mencapai efektivitas kebijakan, dipgkhn sinergi yang lebih kuat,
peningkatan pemahaman masyarakagrta pelibatan seluruh elemen
pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.
efisien.

. ImplementasiSegub Jatim No. 472021 di Kabupaten Jember dapat dianalisis
denga perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dari
variabel isi kebijakan, SE ini telah memiliki kejelasan tujuan dan manfaat yang
jelas dalam upaya menekan angka perkawinan anak, serta mencakup berbagai
regulasi yang relevan seperti PerdlBA dan Perbup Pencegahan Stunting.
Kebijakan ini juga telah diintegrasikan ke dalam regulasi lokal Kabupaten
Jember, dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan anak, kualitas SDM,
serta pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, meskipun kebijakan ini
sudah dijabarkan dengan baik, keberhasilannya masih tergantung pada faktor
faktor lingkungan implementasi.Dari sisi lingkungan implementasi,
keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
pendukung, seperti kualitas SDM yang bdiklevel stakeholder, komitmen

lintas lembaga, serta dukungan anggaran dari pemerintah dan organisasi
masyarakat. Namun, masih ada tantangan besar terkait dengan pemahaman
masyarakat, khususnya di daerah pesisir dan etnis Madura, yang seringkali
salah meafsirkan ajaran agama sebagai pembenaran untuk perkawinan anak.
Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi hambatan
utama. Selain itu, perbedaan persepsi antar lembaga, terutama antara

Pengadilan Agama dan pemerintah kabupaten mengédwmavajiban
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rekomendasi, menunjukkan adanya kesenjangan dalam koordinasi. Oleh karena

itu, untuk mencapai keberhasilan implementasi secara maksimal, dibutuhkan

sinergi yang lebih baik antara pihak terkait, serta upaya edukasi yang lebih
intensif kepada maayakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang
pentingnya pencegahan perkawinan anak.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implemen&esgub Jatim No.
474/2021dalam upagt menekan angka perkawinanak di Kabupaten Jember,
berikut adalah beberagsaran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya meningkatan koordinasi dan
sinkronisasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan
untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan
tujuan yang diinginkan.

2. Penelitian ini tidak membahas implementasi pencegahan perkawinan anak
di Kabupaten Jember dari sudut pandang masyarakat. Oleh karena itu,
peneliti berikutnya dapat menggunakan pendekatan sosiologis untuk
menganalisis masalah ini, sehingga fakektor lain yang mempengaruhi

perkawinan anak di Kabupaten Jember dapat teridentifikasi.
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https://sid.kemendesa.go.id/profile
https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw/full
https://kumparan.com/kumparannews/di-jember-sepanjang-2023-terbit-1-362-dispensasi-pernikahan-anak-22D07oEjQYw/full
https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-pendidikan-jember
https://www.kompasiana.com/nimasayu0592/642460704addee2ec40fc8b3/apbd-untuk-pendidikan-jember
https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/
https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/
https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi
https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi
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JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO

TANGGAL

KEGIATAN

12 Desember 2024

Mengartarkan surat penelitian ke seluruh lembg

penelitian

17 Desember 2024

a. Wawancara dengan Ibu Mafida, S.Sos.| sel
Staf Administrasi Kec. Jenggawah dan Sekret
PKK Kec. Jenggawah.

b. Wawancara dengan Bapak Ilwan Hadi Purwe
selaku Staf Desa Cangkring Kec. Jenggawah.

c. Wawancara dengan Bapak Aris Cahyono, §
selaku Penghulu dan Staf Administrasi KU

Kec. Jenggawah

24 Desember 2024

Wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Hos

S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jemk

30 Desember 2024

Wawancara dengan Bapak Drs. Joko Sutriswg
M.Si. selaku Kepala Bidang Perlindungan An
DP3AKB Kabupaten Jember

20 Januari 2P5

a. Wawancara dengan Bapak Khamid selaku Ke
RT 03 Ds. Cangkring Kec. Jenggawah
b. Wawancara dengan Bapak Khoir selaku Ke
RW 01 Ds. Cangkring Kec. Jenggawah




Lampiran 1: Wawancara kepadgapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. selaku
Hakim Pengadilan Agamathber.

Lampiran 2: Wawancara kepada BapBks. Joko Sutriswanto, M.Si. selaku

Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember




Lampiran 3: Wawancara kepadlau Mafida, S.Sos.kelaku Staf Administrasi

Kecamatan JenggawalanSekretaris PKK Keamatan

Lampiran 4: Wawancara kepa8apak Aris Cahyono, S.Helakupenghulu dan
staf administrasi di KUA Kecamatan Jenggawah




Lampiran 5: Wawancara kepad@apak Iwan Hadi Purwanto selaku Staf Desa

Cangkring Kecamatan Jenggawah

Lampiran 6: Wawanaa kepada Bapak Khoir selaku Ketua RW 1 dan Bapak

Khamid selaku Ketua RT 3 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawabh.




Lampiran 7:Sosialsasi Pencegahan Perkawirfamak Bersama Lintas Sektor

Lampiran 8: Prograr€egah Perkawinan Anak (CEPAK)
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Lampiran 10Bimbingan Perkawinan (BINWIN)

Lampiran 12:Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum Anak
(PIK-R FA)




Lampiran 13Panbentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK)
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Lampiran 15: Surat 1zin Penelitian

& KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA S0
Q“IE UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CEATEIED
p—+ =4 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER m ors

i FAKULTAS SYARIAH e TIEIED
Tearer™  J1 Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
o-mail. gyatlah@uinkhas ac.[d Website: www.[syarlah.ulnkhas.ac.ld
No : B-4688/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ /2024 21 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran  :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan
kepada Bapak/lbu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada

mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam

NIM : 211102010001

Semester : Tujuh

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Ny
b e\ s /A{dani Hefni
RN /

x>
TR0
X_;_//r



& KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA o=
Jl" 1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI !39?2‘6
||| KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER SO

&;—"-.N...w.... FAKULTAS SYARIAH !é%:zs

WRACRASSP 1, Mataram No. 1 Mangll, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas,ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-§M/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 1/ 2024 11 Desember 2024
Sifat : Biasa

Lampiran  :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ketua RT dan RW di Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan
kepada Bapak/lbu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada

mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam

NIM 211102010001

Semester : Tujuh

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : IMPLEMENTAS| SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dipindai dengan CamScanner



q KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SO
‘"IL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CERTIFIED
== KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER S0
S FAKULTAS SYARIAH 150
KW APAGAD SO  \1ataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syanah@uinkhas ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id
No : B-S§¥/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 1/ 2024 11 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran  :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan
kepada Bapak/lbu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada

mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam

NIM : 211102010001

Semester : Tujuh

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanyql_tjig,ampaikan terimakasih.

Dipindai dengan CamScanner



EMENTERIAN AGAMA ESIA
K REPUBLIK INDON eGm

|"| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CERTIFIED
S KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER reo™
] FAKULTAS SYARIAH IS0
KANARAORADSDOQ 1 ntararam No. 1 Mangll, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005

e-mail: syariah@uinkhas,ac.id Website: www.fsyariah.ulnkhas.ac.id
No - B-$7%/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 12/ 2024 11 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran  :-
Hal : Permohonan |zin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan
kepada Bapak/lbu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada

mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam

NIM : 211102010001

Semester : Tujuh

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanyak@sa_@aikan terimakasih.

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN A SIA :
GAMA REPUBLIK INDONE F'ISOT'E}
__CERTIFIED

JmL KIA AN ACHMAD SI00ta MNBER
sIDDIQ JEMB b
— FAKULTAS SYARIAH f_!?.,_?..wJ

PUNATYIA T 1 Mataram No. 1 Mangh, Jember, Kode Pos 63136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mait. syanah@urkhas ac id Webste: www fsyariah uinkhas ac i ———

No : B-SW7/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 7/ 2024 11 Desember 2024
Sifat : Biasa

Lampiran  :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Camat Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan

kepada Bapak/lbu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada

mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam

NIM : 211102010001

Semester : Tujuh

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : IMPLEMENTAS| SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasa/m,a!ﬁé‘i;dl"?@mpaikan terimakasih.
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Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SO
"I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CERTIFIED
||| KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER Som
S— FAKULTAS SYARIAH S Ao

ATHARACIRIAR S92 1, Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail. syariah@uinkhas.ac.id Wabsite: www.fsyariah,uinkhas.ac.d

No : B-§120/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/ 2024 10 Desember 2024
Sifat : Biasa '

Lampiran  :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan
kepada Bapak/lbu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada

mahasiswa berikut :

Nama : Khoirul Umam

NIM : 211102010001

Semester : Tujuh

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 474.14/810/109.5/2021 DALAM MENEKAN ANGKA
PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN JEMBER

Tempat Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (PPPAKB) Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasaman)ﬁ,_ disampaikan terimakasih.

<

Dipindai dengan CamScanner



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

J1. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com
Nomor ¢ 3524 /KPA.W13-A4/HM2.1.4/XII/2024 12 Desember 2024
Lampiran @ -
Perihal . Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
di -
TEMPAT
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-

4688/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 11/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 tentang sebagaimana
pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk penelitian lapangan di
Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Khoirul Umam
NIM : 211102010001
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Penelitian  : Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor :
474.14/810/109.5/2021 Dalam Menekan Angka Perkawinan
Usia Anak Di Kabupaten Jember

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Dipindai dengan CamScanner



16/12/24,22.44 J-KREP ~ JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN ~ BAKESBANGPOL ~KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (DP3AKB)

Kabupaten Jember
di -
Jember
SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/4014/415/2024
Tentang
PENELITIAN
Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011

tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian
Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 10 Desember 2024,
Nomor: B-5528/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan Skripsi

MEREKOMENDASIKAN
Nama : Khoirul Umam
NIM : 211102010001
Daftar Tim -
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ Syariah/ Hukum Keluarga
Alamat : JI. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Penelitian Lapangan Skripsi dengan judul

"Implementasi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Dalam Menekan Angka
Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Jember"

Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 23 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan
atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.

2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.

3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 16 Desember 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

hitps://ikrep.jemberkab.go.id 1”

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 16: Regulasi Lokal Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Jember

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NCMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang ! bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Te

tafig Kebijakan

an Peraturan

Mengingat

3

1950

jg a lik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
@zl: telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

tentang

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

& Dipindai dengan CamScanner



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 téntang
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum
Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai
Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3835);

S. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubh
Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2000 te
Konvensi ILO Nomor 182 Congerhing
Immediate Action for The
Child Labour (Ke si D Z:

dan Tindakan E Pn ahusan- Bentuk-Bentuk

ik | u

g Pengesahan
ie |\Prohibition and

'ﬂa' 0 2

2

Worst Forms.©

eniggnai Pelarangan

erbu. prak) (Lembaran Negara

jalale ! ghtth 2000 Nomor 30, Tarmbahan
aﬂj cgdra Republik Indonesia Nomor 3941);

Le
dnd

eflindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

ndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4279);

B Dipindai dengan CamScanner



10.

12,

. Undang-Undang Nomor 52 Tahun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Chilren,
Supplementing The United Nations Covention Against
Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah,
Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama
Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana
Transnasional yang terorganisasi) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998 ;

009  tentang

Perkembangan Kependudukan da

(Lembaran Negara Repub o)
161, Tambahan Daran eg
]

! mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

ahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

B Dipindai dengan CamScanner



14. Undang-Undang Nomor 23 Tzhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tehun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 20

d

Perkembangan  Kependudukan Pembangunan

Keluarga, Keluarga Berenca istem Informasi
Keluarga (Lembaran

2014 Nomor 3

Ir;dO}ﬁ
17. ur

4 Nomor 199} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
pengesahan Convention on The Rights of The Child
(Konvensi tentang Hak- Hak Anak);
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20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indika

Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
24. Peraturan Menteri Negara Pembe

;Lerempuan dan

fentang Pandua

aturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 08 Tahun
2014 tentang Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor
2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 4);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016
tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

2 ? aﬂal
3. Bupati adalah Bupat
4 .

erangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

Kabupaten Jember,

6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosfal
dan/atau organisasi kemasyarakatan.

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri,
atau suami istri dan Anaknya, atau ayah den anaknya, atau ibu dan anaknya,
atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan
derajat ketiga.

8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tirj,
ayah dan/atau ibu angkat,

B Dipindai dengan CamScanner



9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yvang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat
prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi
prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat
dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak
sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten
dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan

Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyehruh

dan berkelanjutan.
13, Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian keglatan pembang
pelayanan  publik untuk  Pemenuhan

menganggarkan, melaksanakan, dan

program, kegiatan untuk Icr;en}p
kewenangan yang ada ber :

berbud
An

. Ramah F\) ] ondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan
aya li

salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam
perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme
pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sepanjang sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlalku,

16. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat
RAD-KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan
penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 {lima) tahun
yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk Pemenuhan Hak Anak di
dalam mencapai indikator KLA sepanjang sesuai kewenangan yang ada
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh
anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa
aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh
kembangnya.

18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang
mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan
KLA.

19. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang
menyatukan komitmen dna sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang
melibatkan masyarakat dan dunia usazha yang berada di desa/kelurahan
dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati
hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

20. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kelompok yang
mengkoordinasikan  kebijakan, program, dan kegiatan, untu

penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak yang beranggotak

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK) Jurahan, aparat

gamalduznt/
lu sepahjang

21.

pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan
/:1: dan Perlindungan Anak di pendidikan. ‘
22. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan

kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan
kebutuhan anak sepanjang sesuai kewenangan yang- ada berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang sesuai
kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

23. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan
perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau

perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan
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aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses
pembangunan,

24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

25. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidane dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

26. Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma
atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi,

27. Perdagangan Anak adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur
tindakan-tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang sepanjang masuk ke dalam ruan /
lingkup pengertian anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan ki e@ng,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah kekuasaan

orang lain tersebut, baik yang di

negara, untuk tujuan eks E\F atall

ks

31 -undgang
;| ada tiap tindakan yang dilakukan secara
n kekuatan atau tenaga fisik, baik dalam

28.

tindakan nyata, terhadap anak yang

mengaki
ke

pertumbuhan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

D atau diperkirakan dapat menyebabkan cedera, luka,

lan, “luka” psikis, gangguan atau penyimpangan perkembangan atau

yang berlaku,

29. Kekerasan Psikis pada anak adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak
sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

30, Perkawinan Anak adalah perkawinan yang terjadi pada usia anak sepanjang
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

31. Penyandang Disabilitasi adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
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32,

33.

34.

35.

36.

37,

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan
pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau
menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam
situasi bahaya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan
(agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian dari pada
makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas
sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usah,
sili di

angan yang

Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia daw
Indonesia sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang
berlaku;

Media massa adalah sarana penyampaian pess

Kebijakan KLyaA
Daerah yuk,- 1

N 1ka; Al l't ,
NAPZA |

psikologi sese a)jp
ketex::yg f fisik dan psikologi sepanjang sesuai ketentuan Peraturan

iKiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan
Pe ang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2
Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Bagian Kedua

Prinsip
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Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA adalah :

a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

b. non-Diskriminasi yaitu tidak membedakan sukuy, ras, agama, jenis kelamin,
bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik
maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan anak sebagai
pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta
pengembangan program dan kegiatan;

d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu

menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak

semaksimal mungkin;
¢. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan me

bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk sekspresikan

pandangannya secara bebas, independen, dan erhadap segala

sesuatu  hal yang mempengaruhi di

dipertimbangkan dalam pengembi /p/
f. penghargaan terhadap pandgngan
ABII
M

bobot, dan

SU TUJUAN

|
%g@am

Maksud

Pasal 4

epanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggaraan KLA dimaksudkan

untuk:

a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia
dan sejahters;

b. menjamin Pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah,
hersahabat;

¢. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;

d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
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¢. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan
pertama bagi anak; dan

f. memenuhi keperluan sarana dan prasarana daerah dalam rangka
mencukupi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal,

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5
(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang
mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan,
program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Dae:/
(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yan flaku,

Tujuan Khusus Penyelenggaraan KLA adalah:

a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerint, ngan Orang

Tua, Keluarga, Masyarakat, Organisasi M

an teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah,
Masyali-akat@nisasi Masyarakat Dan Dunia Usaha dalam memenuhi

. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan
pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan
indikator KLA; dan

d. sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan

yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB III
RUANG LINGKUP, DAN SASARAN
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Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6
Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA meliputi;

a. asas, maksud, tujuan dan prinsip KLA;

=

sasaran dan tahapan KLA;
kewajiban dan tanggung jawab;
Pemenuhan Hak Anak;

kewajiban Anak;

o o

kelembagaan;
Lingkungan Layak Anak;
. Indikator KLA;

peran serta,

bR oo

jo koordinasi;
k. Perlindungan Khusus Anak;
l. penghargaan,
m. sanksi; dan

n. ketentuan penutup.

&l ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Penyelenggaraan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

epanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

2, Lembaga Pemerintah Daerah;

b.Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

¢. Organisasi Non Pemerintah;

d. Dunia Usaha;

e. Masyarakat;

f. Media Massa; dan

g. Forum Anak.
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(3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuy,

sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diterapkan
pada anak.

BAB IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8
(1) Tahapan Penyelengparaan KLA, adalah meliputi:
a. perencanaan KLA;
b. pra-KLA;
¢. pelaksanaan KLA;

d. evaluasi KLA; dan

€. penetapan Peringkat KLA.

b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
¢. profil KLA,

Paragraf 1

Deklarasi

Pasal 10
Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan perwujudan

komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
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Paragraf 2
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11
Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
adalah :
a. Bupati membentuk dan memberhentikan Gugus Tugas KLA; dan
b. keanggotaan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan

Peraturan Perundang- undangan.

Paragraf 3
Profil KLA

Pasal 12
Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ disusunoleh Gugus

Tugas KLA yang berisi data dan informasi yang me (xﬁ\z
pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serte ;

kondisi

a. penilaian

b. penyusun

Paragraf 1
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 14
Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
a. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator :
1) Peraturan Daerah tentang KLA;
2) penguatan kelembagaan KLA; dan
3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
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b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator:
1) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
2) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
3) pelembagaan partisipasi anak.
¢.  Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas
indikator:
1) pencegahan perkawinan anak;
2) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan
anak bagi orang tua/kelarga;
3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
4) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
5} ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator;

1) persalinan di fasilitas kesehatan;
2) status gizi balita;
3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawa dua) tahun;

4) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;

kepiatan Budaya, yang

5) lingkungan sehat; dan
6) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokg
Sponsor (IPS) rokok.
e. Klaster Pendidikan, P

terdiri atas indi
1) Wajib belajar 1

) Sekolah % fm
3) keterse’ i k@tﬂ untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan relreatif yang
ramah

pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;

2) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak (BPTA);

3) pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat
Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;

4) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik:

o) pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan
terisolasi;

6} pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);
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7) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui
diversi (khusus pelaku); dan
8) pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat

dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2
Penyusunan RAD-KLA

Pasal 15
Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :
a. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan
berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung
mendukung perwujudan KLA;

b. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentan

{Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RF ncana Kerja

"D)/Rencana

Kerja Satuan OPD (Renja OPD));
¢. RAD KLA merupakan upaya

4) pendidi
5} perlind

Bagian Keempat
Pelaksanaan KLA

Pasal 16
(1) Sepanjang sesual kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, tahapan pelaksanaan KLA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ¢ dilakukan oleh Gugus Tugas KLA
sesuat kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA.
(2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan
masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara terencana, menyeluruh,
dan berkelanjutan.

(3) Sepanjang seuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memperhatikan keterlibatan dan masukan anak termasuk Forum Anak.

Pasal 17
(1) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
dilakukan pemantauan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berlajan,

memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasikan

dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat
diambil tindakan sedini mungkin.

Bagian kelima
Evaluasi KLA

(1) Tahapan evaluasi bé'g i
sec

lengg
8

u aifiana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

5.
s
(3) Aspekya s diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:

a. _hal'yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh indikator KLA;

/ evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
¢. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan,

sampai Daerah,
(4) Tahapan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan oleh tim independen sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Bagian kenam
Penetapan Peringkat KLA
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Pasal 19
(1) Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator
KLA di Kabupaten/Kota.

(2) Tahapan Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf e dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri.

BABV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab meng

ati
Pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras,gdlongan, jenis

kondisi fisik dan/atau mental.
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban
melindungi, dan menghormati Hs
7
il 11‘?@‘
afiias
n| nagio

dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(7) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan
hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak.

(8) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi
penyelenggaraan Perlindungan Anak.
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(9) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin anak untuk

mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia
dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Orang Tua/Wali dan Keluarga

Pasal 21
(1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;

¢. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pad
anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui kebera

annya, atau

tanggung

da ke?/
: gan,

ari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan

lainnya yang dilakukan oleh pendidik, dan tenaga kependidikan,

sesame peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 23
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(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak
dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak,

(2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi,
Dan Pemerhati Anak.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 24
(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi
hak-hak anak,

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yan,

Perangkat penyelenggaraaan KLA meliputi Pembangunan Pelayanan
Publik, Keluarga Ramah Anak, Lingkungan Ram

Anak, dan Pelayanan Kesehatan Ramah An

eémperhatikan

. klaster(Ha k,

1) Hak sipildan ;
2) Lin n keluarga dan pengasuhan alternatif;

€sehatan dasar dan kesejahteraan;

o

4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5) Perlindungan khusus.
(5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a meliputi:
a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
b. persentase anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
¢. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan
yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan

mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
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e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;

I keterlibatan lembaga masyarakat dalam Pemerivhan Hak Anak dan
Perlindungan Khusus Anak; dan

g. keterlibatan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anak.

BAB VII
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 25
Pemenuhan Hak Anak meliputi :

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
¢. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang d

e. perlindungan khusus.

a. :
b. al@:ldungan identitas;

. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;

c
d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;

o

hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;

-

hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
hak akses informasi yang layak; dan

o om

. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

keluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:
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a. mengurus Akte Kelahiran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah
anak dilahirkan,

b. memberikan ruang untuk Tberkumpul dan berorganisasi serta

- mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;

¢. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan
informasi yang sehat dan aman; dan

d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seijin
anak,

(3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas
untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan
akte kelahiran;

b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatas

dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan ataw Torum-
forum lainnya yang sejenis;

c. menyediakan call center anak sebagai sarana interaktif atau

pengaduan yang berkaitan dengan kepenti
d. menyediakan fasilitas informasi Se
ara jasd)inters
. i ‘ta\ <,
ngian tiga

amua.rga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 27

(1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

Alternatif terdiri dari :

a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;

b. anak yang terpisah dari orang tua;

¢. reunifikasi, yaitu proses mengembalikan anak yang berada dalam
pengasuhan lembaga asuhan anak kepada orang tua atau keluarga
dengan tujuan agar anak memperoleh perlindungan, perawatar, dan status
pengasuhan yang permanen;

d. pemindahan anak secara ilegal;

e. dukungan kesejahteraan bagi anak;

f. anak yang terpalksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
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g. pengangkatan/adopsi anak;

h. tinjauan penempatan secara berkala; dan

i. kekerasan dan penelantaran.

(2} Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
keluarga memenuhi Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
berupa:

a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas,
menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang
terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;

b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk
tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar
dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;

c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur

sejak dini kepada anak;
d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela nega
dini kepada anak;
e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan

f. memberikan dukungan kesejahteraan,

.-mémb g\k H % S\E\ alterndiif bagi anak yang orang tuanya meninggal
maupjxg )\r ng j:.l;i sehingg%l

g ak memungkinkan mengurus analk;
b. memdehé&(?{lkn gan kesejahteraan;
c. memr;lﬁ’ i’ hak tumbuh kembang anak;

€lindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan

merendahkan martabat manusia;

e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
f. dapat berperan membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
g menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 28
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(1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan,
terdiri dari ¢

tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan Ibu;

gizi yang baik sejak dalam kandungan;

air susu Ibu sampai usia 2 (dua) tahun;

imunisasi dasar lengkap;

pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;

lingkungan bebas asap rokok;

kesediaan air bersih;

Fomom e o0 g

. akses jaminan sosial;
perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS;

=

ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat; dan

—-

k. mendapatkan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berla

keluarga memenuhi Hak Xeschatan Dasar Dan Kesejahteraa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasark

Perundang-undanga.n yang berlaku, Pemerintsa

a. penycdiaan Puskesnyzm/
i grisive

. penyediaan poli

Dinas{Ljrgkungan,

e. periyediaan air bersih;

f. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang
bersih, sehat dan nyaman disetiap desa/kelurahan; dan

g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan
angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi

dan standar kesehatan.
Bagian Kelima

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya
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Pasal 29
(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan budaya, terdiri dari
a. hak untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas)
tahun;

hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;

a o

. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas;
hak untuk berekreasi; dan
hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai

kegiatan seni, budaya dan olahraga.

™ (D

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaky,
keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

budaya, diantaranya :
a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;

b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 elas) tahun

dengan membangun komunikasi terkait kegi j engajar di
sekolah, dengan pihak sekolah: /
¢. mengarahkan dan memberikan kesémpatan [arfa hangkan
d.
kegiatan
e, iua(

Perundang-yndangan yang berlaku, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas

unt emenuhi hak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

udaya, diantaranya :

a. menyelenggarakan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan
pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung
kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana
dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan
gury, dan peningkatan kualitas kurikulum;

b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksebilitas bagi
anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;

c. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan;



d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;

" ¢. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif,
transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;

f. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;

g menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang
olah raga sebagal wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat,
minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;

h. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah
(£088), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;

i. mewujudkan Sekolah Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan,;

J. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu,

k. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat;

l. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidan

akademik, seni budaya dan olah raga;

m. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidi in, agar tidak

mengeluarkan siswa dari lembaga pendidik melakukan

pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana-yang telh iliki

hukum yang tetap;

n, menyelenggarakan masa

kekerasan;

Bagian Keenam

Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 30
(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak Perlindungan Khusus Anak, terdiri dari:
a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua Pengasuh tempat
tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang,
perlindungan dan pendampingan secara optimal;
b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh
kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative

dan prioritas diversi;



¢. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan scksual, korban tindak
kekerasan dalam keluarga, sckolah maupun lingkungan, korban NAPZA,
HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak ftrafficking),
korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban
penelantaran,  berhak mendapatkan  perlindungan, pengasuhan,
pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;

d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media
cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan

e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf &, huruf b, dan huruf ¢, berhak untuk dilindungi dari stigma,
pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
setiap keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optim I/

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasar Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, Pemerifial enuhi hg

menjad//ﬁ\(
perdag: a&i alita, dan tidak menjadi korban penelantaran;

b. memberi akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak
andang disabilitas; dan

. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti

rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VIII
KEWAJIBAN ANAK

Pasal 31
Setiap anak berkewajiban untuk :
a. menghormati Orang Tua, Wali, Dan Guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;



¢. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia,

BABIX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 32
{1) Bupati membentuk dan memberhentikan anggota Gugus Tugas KLA.
(2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari:
a. wakil-wakil PD yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak

langsung;

b. unsur masyarakat;
¢. media massa,;
d. dunia usaha; dan

e. perwakilan anak;

buat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala

dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan

urusan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan Menteri yang

menyelenggarakan urusan dibidang Perlindungan Anak.

(4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan
diberhentikan dengan Keputusan Bupati,

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan
Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua




RAD-KLA

Pasal 33

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
RAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA untuk jengka waktu 5 (lime) tahun
atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menegah dan Tahunan.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuy,
RAD-KLA memiliki program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian
KLA.

(3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuy,
RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan dilapangan dan penyelesaiannya
secara menyeluruh.

(4) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berl

RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh PD, pemangku kepentingari anak,

d'/atgud pada ayat
gan W
' 3]31:1 ;

ang-undangan yang berlaku,

keluarga, dan masyarakat daerah secara umum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagai

(1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sepanj
berdasarkan ketentuan Peraturan P rﬂ%

(1) Sepanjang

pelaksinaa’ isisun dalam RAD KLA dengan
memperti efyesuaikan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Me eEga sional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, R a Strategis Daerah, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Dae
2JRAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya Penguatan
/ Kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster :
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
¢. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindugan khusus.
(3) Dalam proses penyusunan RAD-KLA melibatkan kelompok anak termasuk
Forum Anak sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.



Bagian Ketiga
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 35

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat 5 Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas
KLA,

(2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang
ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan An

Pasal 36
(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Pe
dalam rangka mendukung penyele

bagi perempuan dan anak

perlindungan khus /d 1 r@
Teknis Daerahj’ﬁ]: angat 'j
1 aiﬁa

(2) Pemberitukan| Uni
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati sepan @/ﬁ ai kewenangan yang ada berdasarkan Peraturan
Perundang-undéngan yang berlaku.

Bagian Kelima
Forum Anak

Pasal 37
(1) Sepanjang kewenangan yang ada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan
Forum Anak,

grne
=
T

nak sebhgail m

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
keanggotaan Forum Anak terdiri dari anak-anak yang berdomisili di Daerah
terdiri dari perwakilan anak-anak dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa

yang mewakili semua kelompok anak berdasarkan minat, bakat dan/atau



kemampuan anak-anak laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi termasuk
anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat,

(3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi
hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan
umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serat
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

(4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah
Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang
disampaikan melalui Forum Anak.

(5) Kepengurusan Forum Anak ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku
pembina ditingkat Daerah sepanjang sesuai kewenangannya berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pendanaan penyelenggaraan Forum Anak bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a berjenjang

Pasal 38
(1) Sepanjaifg sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

ifigkungan Layak Anak berupa infrastruktur seperti:

a. Jalan rays;

b. Jembatan;

c. Trotoar;

d. Sarana transportasi;

e. Taman kota;

f. Kantin sehat;

g Lingkungan hidup yang hijau; dan

h. Ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.



(2) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, Layak Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan di tingkat :

a. Rukun Tetangga;

Rukun Warga;

Desa/Kelurahan;

o

a e

Kecamatan,

Daerah; dan

b1

f. dalam penyelenggaraan pelayanan sosial masyarakat diantaranya di bidang
pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya,

Bagian Kedua

Ramah Anak
Pasal 39 /

g. memberi contoh

ifigkungan
/ a. Rukun Warga;

b. Rukun Tetangga;

¢. Desa/Kelurahan;

d. Kecamatan;

€. keluarga; dan

f. penyelenggaraan pelayanan sosial diantaranya pada bidang pendidikan,
kesehatan dan lainnya.



(3) Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
lingkungen :

a. Keluarga Ramah Anak;

RT Ramah Anak;

RW Ramah Anak;

Desa/Kelurahan Ramah Anak;

Kecamatan Ramah Anak;

Satuan Pendidikan Ramah Anak;

Puskesmas Ramah Anak;

Klinik Ramah Anak; dan

Rumah Sakit Ramah Anak,

=3

o o
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—

Bagian Ketiga

Kecamatan Layak Anak

Pasal 40
(1) Didalam mengoptimalkan Pemenuhan H
Anak.
(2) Penyelenggaraan Kecamat:
Kecamatan Layak Anak
Pt )
(3) Gugus Tug A mentbi
a

NZCINDa
=)

Kecamatan.

Anak membina dan melaksanakan hubungan

%S\I\(%.a/ %)t 1]
/ kerja sama denigan sana pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan,

Bagian Keempat
Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 41

(1) Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang
menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/Kelurahan yang
melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan
dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-
hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

(2} Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Gugus Tugas
Kelurahan/Desa Layak Anak.



(3) Gugus Tugas KLA membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan
pelaksana pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurahan,

Bagian Kelima
Sekolah Ramah Anak

Pasal 42
(1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun,
setiap sekolah wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi
yang layak anak.
(2) Setiap sckolah wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak
yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi:

a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;

b. terselenggaranya pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratif;
. perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;

c
d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarak
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Pelayanan Ramah Anak
Pasal 43
Sepanjang )1 i”kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
itétapkan diseluruh pelayanan kesehatan.

BAB XI
INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu

Indikator Kelembagaan

Pasal 44
Indikator KLA untuk kelembagaan, meliputi:
a. Peraturan Daerah tentang KLA;



b. penguatan kelembagaan KLA; dan
¢. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam

Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.,

Bagian Kedua
Indikator KLA Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 45
Indikator KLA untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), meliputi:
8. Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
b. ketersediaan fasilitasi Informasi Layak Anak (ILA); dan

. pelembagaan partisipasi anak.

Bagian Ketiga
Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alt

Pasal 46
Indikator KLA Lingkungan Keluarga dan
a. pencegahan perkawinan an

b. penguatan kapasitas i i an pengasuhan anak

Bagian Keempat
Indikator KLA Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 47
Indikator KLA untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1), meliputi;
a. persalinan di fasilitas kesehatan;
b. status gizi balita;
¢. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 {dua) tahun;
d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;

@

Lingkungan sehat; dan



f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan
Sponsor (IPS) rokok.

Bagian Kelima
Indikator KLA Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasal 48
Indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:
a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang
ramah anak.

Bagian Kelima

Indikator KLA Perlindungan Khusus

pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;

f. pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);

8- penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui
diversi (khusus pelaku); dan

h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari

pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB XII
PERAN SERTA



Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 50
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara
perseorangan maupun kelompok.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

orang perseorangan,

o op

. lembaga Perlindungan Anak;
¢. lembaga kesejahteraan sosial;
d. organisasi kemasyarakatan;
e. lembaga pendidikan;
f. media massa; dan
g dunia usaha.

(3) Peran masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak s gaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: <

a, memberikan informasi melalui sosialisasi dan e 1ai hak anak

dan peraturan perundang-undangan te

b. memberikan masukan dal $

Perlindungan Anak;

¢. melaporkan kepadd i ang|iika terfad

d. berpera trf/?:i I 14

€. é'fa{j:/\zk pe 1‘3 tal

i

f. menyedi a dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif
ntuk‘timbiih kembang anak;

reintegrasi sosial bagi anak;

dan ikut bertanggungjawab terhadap

penyel

u

8- berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak yang
menjadi korban dalam keadaan yang memenuhi persyaratan untuk
memperoleh perlindungan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan
menyampaikan pendapat.

Bagian Kedua
Peran Serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Lembaga Lainnya



Pasal 51

Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lainnya

sepanjang sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaky,

berperan serta dalam penyelenggaraan KLA antara lain:

a.
b.

C.

turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak; dan

peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,

badan usaha, dan media massa.

Bagian Ketiga

Peran Serta Media Massa

Pasal 52

Media massa sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundan dangan yang

berlaku, berperan serta dalam penyelenggaraan
penyebarluasan informasi dan materi edukasi ¥y
budaya, pendidikan, agama, dan kes

kepentingan terbaik bagi anak.

berlaku, ber

Dunia usahd sa

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
n serta dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:

a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;

"

. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan/atau
berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial

perusahaan.

BAB XIII
KOORDINASI

Pasal 54



Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkoordinasi

dengan Instansi terkait sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

BAB X1V
PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak.

{2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. ABH;

¢. Anak dari kelompok minoritas dan terisolas;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi

dan/atau perdagangan;

smn/ atau psikis;

Penyandang Disabilitas;
. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

0. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan
kondisi Orang Tuanya,

Bagian Kedua
Prinsip Perlindungan Khusus Anak

Pasal 56



(1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf m dilakukan melalui
pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan
masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketiga
Perangkat Perlindungan Khusus

Pasal 57

Pemerintah Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam memberi

K

u sal(5

(1) Ke e lﬁ fj' ar bertahggung jawab untuk memberikan

perlindungar kgu/ s|k :
a. Anak/d ityasi darurat;

b. Anakya {é‘adapan dengan hukum;

c ﬁﬁﬂ:i kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

e. Anak yang diperdagangkan;

. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);

g Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;

h. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;

1. Anak yang menyandang cacat; dan

j+ Anak korban perlakuan salah dan penelantaran,

(2) Peran orang tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan
khusus anak dilakukan dengan:



penuh kasih sayang;

o e

bersikap empati kepada anak;
tidak menghakimi;

d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar; dan

o

e. kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua kandung atau wali.

Bagian Kelima

Anak dalam Situasi Darurat

Pasal 59
(1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)
huruf a terdiri atas :

a. Anak yang menjadi pengungsi;

b. Anak korban kerusuhan;
¢. Anak korban bencana alam; dan
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

i| 'sebagaimana

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi

uan hu

ian)er amaan perlakuan; dan
b. pemerlu ar’kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan
yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 60

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi Anak yang
berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan
kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Dan Masyarakat.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan
melalui:
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-

hak anak;



b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

¢. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak:

€. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak
yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua
atau keluarga; dan

g perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi,

(3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korben tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalu:
4. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan

untuk menghindari labelisasi;
¢. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik
fisik, mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatk

§i mengenai

perkembangan perkara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pela

)ij

gunaan Narkotika, Alkohol,
an Zat Adiktif Lainnya

pada ayat (2) mengikuti kete,

Pasal 61

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terlibat
dalam produksi dan distribusinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1) huruf {, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh Pemerintah Dan Masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi

napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketujuh
Anak yang Menjadi Korban Pornografi



Pasal 62

(1) Setiap orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah
akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornograft,

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat {2) huruf f dilaksanakan melalui upaya upaya
pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan
mental,

{3) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Anak dengan HIV/AIDS

Pasal 63
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakuks

sal|6

(1) Perli ngﬁﬁr\ | u alg' Jﬁ ang-dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual seb{% i an dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan

kewajiban/dan tanggung jawab Pemerintah Dan Masyarakat.

(2) Perlindun

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan Peraturan Perundangan-
undangan  yang  berkaitan dengan perlindungan  anak  yang
dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai dumia usaha, serikat pekerja, Lembaga Swadaya

Masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap

Anak secara ekonomi dan/atau seksual,

Bagian Kesepuluh

Anak Korban Penculikan, dan/atau Perdagangan



Pasal 65
Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf h dilakukan

melalui  upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi.

Bagian Kesebelas
Anak Korban Kekerasan Fisik dan /atau Psikis

Pasal 66
Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] Pasal 56 ayat (2) huruf i dilakukan melalui
upaya:

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undan
yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Bagian Keduﬁa
Anak Korban Ke'aHa n/u/] |

0

€jahatan seksual sebagaimana

ilakukan melalui upaya :

an perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan

mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan

disidang pengadilan.

Bagian Ketigabelas
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 68
Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) huruf | dilakukan melalui upaya, :
a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;



b. pemenuhan kebutuhan khusus;
¢. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrase sosial

sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
d. pendampingan sosial.

Bagian Keempatbelas
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 69
Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya

pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan
pendampingan sosial.

Bagian Kelimabelas
Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 70
Perlindungan Khusus bagi Anak korban

(1) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

nghargaan diberikan kepada Kecamatan, Desa Atau Kelurahan yang

memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak

Anak,

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
penghargaan diberikan kepada setiap Orang, Dunia Usaha atau lembaga yang
melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, Penghargaan sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.




BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 72
Pendanaan dalam rangka implementasi KLA sepanjang memenuhi
sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
undangan bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau

persyaratan

Perundang-

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 73
(1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktifitasnya dapat mengganggu tumbuh
kembang Anak dilarang menerima pengunjung An
(2) Setiap penyelenggaran hotel, motel, losme ﬁ patiwisata, rum
kos dan kegiatan usaha sejenis dj w/ E 1 kepada Anak
tanpa didampingi oleh Or: /Wali yan dewasa atau
guru pendamping/ Ea;mg elaksanakan kegiatan

melayani konsumen Anak pada jam sekolah tanpa didampingi

oleh Orang

Tuanya/Keluarga/Wali yang telah dewasa atau guru

pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan

sekolah atau kegiatan lainnya.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)

dan ayat (4)

dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF



Pasal 74

(1) Sanksiadministratif berupa teguran tertulis sepanjang memenuhi persyaratan
sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, diberikan kepada setiap Orang Atau Pelaku Usaha
yang dalam kegiatan usahanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83,

(2) Apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak
diindahkan, maka Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan
sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa
denda dan/atau penghentian sementara usaha sampai dipenuhinya
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

(3) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

sanksi administratif, Sanksi administrasi berupa denda sgbagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp 35.000.000 (ti
rupiah); dan

uh lima juta

(4) Hasil pengenaan sanksi sebagaimana dim isetor ke

Daergh.

(1) Pelaku us

seh i asal-74, sepanjang memenuhi persyaratan
sesuai ke erdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undang » dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Apabila tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, Pemerintah Daerah

sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat menjatuhkan

sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan,

(3} Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuy,
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah).

(4) Hasil pengenaan sanksi sehagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas

Daerah,




BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu)

tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Diundangkan di Jember
pada tanggal '“ Apn\e 2023

Pj.. SQKRETAMS DAERAH,
8\

i1/

(

61015 199602 1 001

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 AP“\e 2023

BUPATI JEMBER,

il
\
' Ttd/ -

HENDY S

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 40-1/2023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 1
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